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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena SOP (Standar
Operasional Prosedur) dapat disajikan. Melalui SOP ini diharapkan adanya
peningkatan  kualitas pelayanan publik dalam  mewujudkan  kinerja
penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan akuntabilitas serta
kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, khususnya
unit pelayanan perizinan terpadu dimasa yang akan datang.

Terima kasih atas dukungan semua pihak. Semoga SOP ini bermanfaat bagi
masyarakat sebagai pengguna layanan serta instansi terkait penyedia layanan
publik.

/ P—e aihar, ﬁS Juni 2025

‘ Keprm ")mas PM & PTSP

Pembina utama muda
NIP. 19660708 199303 1 002
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DAFTAR PERIZINAN

Izin Reklame

Izin Praktik Dokter Umum Dan Spesialis

Izin Praktik Tenaga Promotor Kesehatan Dan Ilmu Perilaku
Izin Praktik Bidan

Izin Kerja Tenaga Gizi

Izin Praktik Tenaga Gizi

Izin Kerja Tenaga Sanitarian

Izin Tenaga Refraksionis Optisien

Izin Kerja Radiografer

.Izin Kerja Fisioterapis

.Izin Praktik Tenaga Terapis Wicara

.Izin Tenaga Kerja Okupasi Terapis

.Izin Kerja Rekam Medis

. Izin Praktik Perawat

.Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian

. Izin Praktik Apoteker

.Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik

.Izin Praktik Terapis Gigi Dan Mulut

. Izin Praktik Psikolog Klinis

.Izin Praktik Penata Anestesi

.Izin Praktik Elektromedis

.Izin Praktik Dokter Hewan

. Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini

.Izin Operasional Pendidikan Dasar

. Izin Operasional SMP

. Izin Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM)

.Izin Penutupan Jalan Umum

.Izin Hiburan Umum

. Izin Pengumpulan Uang dan Barang

.Izin Pengelolaan Pasar Tradisional

.Izin Usaha Pusat Perbelanjaan

. Izin Usaha Swalayan Toko Modern

.Izin Operasional Lembaga Pelatihan Kerja

.Izin Operasional Lembaga Kursus Dan Pelatihan

. Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial/Organisasi Sosial
. Izin Penyelenggaraan Kebijakan Penggunaan dan Pemanfaatan tanah
. Surat Keterangan Penelitian (KKN)

. Pencabutan Surat Izin Praktik dan Surat Izin Kerja Tenaga Kesehatan
. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional

. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Nonberusaha Secara

Non-Elektronik

Persetujuan Banguna Gedung (PBG)

Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan Sertifikat Bukti Kepemilikan
Bangunan Gedung (SBKBG)

Surat Keterangan Tata Ruang



o PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 61 /DPMPTSP/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN REKLAME

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT,

Menimbang : a.bahwa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut Nomor
171/DPMPTSP/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Izin
Reklame sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan
perkembangan keadaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah

Laut tentang Standar Operasional Prosedur Izin Reklame;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah
Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun
1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Momor 9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia 6389);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Repiublik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

Peraturan  Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6618);



9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita

Negara Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1956);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2009
tentang Pemberian Izin Pemasangan Reklame dan Sewa Tempat
Pemasangan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut

Tahun 2009 Nomor 5);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan;

15. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut tentang Standar Operasional

Prosedur Izin Reklame.

: Format Standar Operasional Prosedur Izin Reklame sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Keputusan ini.



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 20 Juni 2022

Plt. Kepaia Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanaii/l'erpadu Satu Pintu
Kabupaterrlana ut,
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LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN

KEPALA DINAS

PENANAMAN MODAL DAN

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN REKLAME

PTSP

TANAH LAUT

DINAS PM DAN PTSP

Nomor SOP 61 /DPMPTSP/2022
Tanggal Pembuatan 6 Juni 2022
Tanggal Revisi 6 Juni 2022

Tanggal Efektif

20 Juni 20272

Disahkan oleh

Pit IZE-pala SP
AL DN ne 2o dxabU nah Laut,
‘ ﬂﬁ
/,H'ﬁf JAL, S.Sos, M.Si

£7002171990091001

Nama SOP

Izin Reklame

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Resiko ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Di Daerah ;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pemberian Izin
Pemasangan Reklame dan Sewa Tempat Pemasangan Reklame;

5. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;

2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan Izin
Reklame dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian,
ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu serta
kelambanan dalam pelayanan perizinan.

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.




SOP IZIN REKLAME PERMANEN BERPONDASI DAN BERUKURAN DIATAS 4 M2

PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS
Pemohon | Front Office | Back Office Kabid Sekretaris Kepala Dinas Tim Teknis Kelengkapan Waktu Output
1 |Melakukan pendaftaran melalui online/ offline secara Berkas permohonan Izin | 15-20 |Berkas untuk diperiksa
mandiri atau melalui pendampingan dari petugas Reklame menit [kelengkapannya
DPMPTSP dengan mengisi data pemohon dan upload
persyaratan melalui sistem
2 |Menerima dan memeriksa berkas permohonan Izin Berkas permohonan Izin [ 15 menit |Berkas permohonan Izin
Reklame . Jika lengkap Pemohon diberi resi tanda Ya Reklame dan Resi Reklame yang sudah
terima dan berkas diteruskan ke Back Office, jika tidak diperiksa
lengkap, berkas dikembalikan ke Pemohon untuk /\ kelengkapannya
dilengkapi \/
Tidak
3 |Memverifikasi ulang berkas Berkas permohonan Izin | 10 menit [Berkas yang sudah
Ej Reklame diverifikasi
4 [Membuat Surat Pengantar untuk dimohonkan Berkas yang sudah 10 menit |Berkas Permohonan,
rekomendasi dari Dinas PRKPLH dan diteruskan untuk — diverifikasi Draft Surat Pengantar
diparaf | |
5 |Memaraf Surat Pengantar dan diteruskan ke Kepala Berkas Permohonan, 10 menit |Berkas Permohonan,
Dinas untuk ditandatangani 1 Surat Pengantar Surat Pengantar yang
I I_el J sudah diparaf
6 |Menandatangani draf Surat Pengantar — Berkas Permohonan, 10 menit |Berkas Permohonan,
l I Surat Pengantar yang Surat Pengantar
sudah diparaf
7 |Mengirim Surat Pengantar beserta salinan Berkas Surat Pengantar beserta | 120 menit|Surat Pengantar beserta
permohonan Izin Reklame ke Tim Teknis Dinas PRKPLH | I’r salinan berkas salinan berkas
permohonan Izin permohonan Izin
Reklame Reklame
Tidak
8 |Melakukan cek lapangan untuk memberikan Berkas permohonan Izin| 1 hari [BAP dan Rekomendasi
rekomendasi persetujuan jika permohonan disetujui Ya Reklame, Surat Tugas
atau rekomendasi menolak jika permohonan tidak /> untuk cek lapangan,
disetujui yang dituangkan ke Berita Acara Pemeriksaan /\ BAP
(BAP)
9 |Menerima Rekomendasi dari Dinas PRKPLH BAP dan Rekomendasi 20 menit |BAP dan Rekomendasi




PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS
Pemohon | Front Office | Back Office Kabid Sekretaris Kepala Dinas Tim Teknis Kelengkapan Waktu Output
10 |Menindaklanjuti Rekomendasi dari Dinas PRKPLH BAP dan Rekomendasi 20 menit |Draf Izin Reklame
dengan membuat draf Izin Reklame dan meneruskannya
ke Kabid untuk diparaf
11 |Memaraf Izin Reklame dan diteruskan ke Kepala Dinas Draf Izin Reklame 5 menit [Draf Izin Reklame yang
untuk ditandatangani sudah diparaf
1
12 |Menandatangani draf Izin Reklame Draf Izin Reklame yang| 5 menit [Izin Reklame yang
[ sudah diparaf untuk sudah ditandatangani
Ij ditandatangani
13 |Meregistrasi, memberikan nomor, dan memberikan Izin Reklame yang 8 menit |Izin Reklame yang
stempel Izin Reklame sudah ditandatangani sudah diregistrasi, diberi
nomor, dan stempel
14 |Mengarsipkan dan menyerahkan Izin Reklame yang Izin Reklame yang siap | 8 menit [Izin Reklame yang
asli ke Front Office untuk diberikan kepada Pemohon — d?arsipkan dan siap sgdahl diarsipkan dan
diserahkan ke pemohon siap diserahkan ke
pemohon
15 |Menyerahkan Izin Reklame kepada Pemohon Izin Reklame yang siap [ 5 menit [Izin Reklame yang siap
diserahkan ke pemohon diserahkan ke pemohon
L1
16 |Menerima Izin Reklame (memprint atau mencetak izin Izin Reklame yang siap [ 5 menit [Izin Reklame yang
reklame secara mandiri) , diserahkan ke pemohon sudah diterima




LAMPIRAN 2
KEPUTUSAN

KEPALA DINAS

PENANAMAN MODAL DAN

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN REKLAME

PTSP

TANAH LAUT

DINAS PM DAN PTSP

Nomor SOP 61 /DPMPTSP/2022
Tanggal Pembuatan 6 Juni 2022
Tanggal Revisi 6 Juni 2022

Tanggal Efektif

20 Juni 2022

Disahkan oleh

Plt. Kepala DPMPTSP

Kabupaten T aut,
. |
Al
H. H L B .Sos, M.Si

- ~NIP. 19#:)2171990091001

Nama SOP

},‘,{

Izin Reklame

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Resiko ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Di Daerah ;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pemberian Izin
Pemasangan Reklame dan Sewa Tempat Pemasangan Reklame;

5. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;

2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan Izin
Reklame dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian,
ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu serta
kelambanan dalam pelayanan perizinan.

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.




SOP Izin Reklame

PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS . . Kepala
Pemohon | Front Office | Back Office Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output
Berkas permohonan Izin Reklame
Melakukan pendaftaran melalui online/offline
secara mandiri atau melalui pendampingan B
1 [dari petugas DPMPTSP dengan mengisi data 15 - 20 menit Berkas untuk diperiksa
. kelengkapannya
pemohon dan upload persyaratan melalui
sistem
. X Berkas permohonan Izin Reklame Berkas permohonan Izin Reklame
Menerima dan 'memerlksa b«'?rkas Ya dan Resi yang sudah diperiksa
permohonap Iz%n R(?klame. J11?a lengkap kelengkapannya
2 Pemohon diberi resi tanda terima dan berkas /\ 15 menit
diteruskan ke Back Office, jika tidak lengkap, <<_—
berkas dikembalikan ke Pemohon untuk Tidak
dilengkapi
Berkas Perizinan untuk diverifikasi Berkas Perizinan yang sudah
3 Memverifikasi ulang berkas dan membuat draf | ] 10 menit diverifikasi dan Draft Izin Reklame
izin reklame untuk diteruskan ke Kabid €
M f Izin Reklame dan d: kan k I__I
emaraf Izin Reklame dan diteruskan ke . . . .
7 Kepala Dinas untuk ditandatangani Draf Izin Reklame 5 menit Draf Izin Reklame yang sudah diparaf
. 1 I Draf Izin Reklame yang sudah . Izin Reklame yang sudah
8 |Menandatangani Izin Reklame . . . 5 menit X X
diparaf untuk ditandatangani ditandatangani
9 Meregistrasi, memberikan nomor, dan Izin Reklame yang sudah 8 menit Izin Reklame yang sudah diregistrasi,
memberikan stempel Izin Reklame | I ditandatangani diberi nomor, dan stempel
Mengarsipkan dan menyerahkan Izin Reklame I| I . . S . S
. I Izin Reklame yang siap diarsipkan . Izin Reklame yang sudah diarsipkan
10 |yang asli ke Front Office untuk diberikan . . 8 menit X .
dan siap diserahkan ke pemohon dan siap diserahkan ke pemohon
kepada Pemohon
I| I . . . . . .
11 |Menyerahkan Izin Reklame kepada Pemohon Izin Reklame yang siap diserahkan ke 5 menit Izin Reklame yang siap diserahkan ke
pemohon pemohon
12 Menerima Izin Reklame (mencetak/memprint Izin Reklame yang siap diserahkan ke 5 menit Izin Reklame yang sudah diterima

Izin Reklame secara mandiri)

pemohon




o PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 62 /DPMPTSP/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PRAKTIK DOKTER UMUM DAN SPESIALIS

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT,

Menimbang : a.bahwa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut Nomor
93/DPMPTSP/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Izin
Praktek dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan sudah tidak sesuai

dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah
Laut tentang Standar Operasional Prosedur Izin Praktik Dokter

Umum Dan Spesialis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah
Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun
1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Momor 9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820);



Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia 6389);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Repiublik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan  Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Menetapkan :

KESATU

Peraturan  Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/Per/X/2011
tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita

Negara Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1956);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan;

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

MEMUTUSKAN

: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut tentang Standar Operasional

Prosedur Izin Praktik Dokter Umum Dan Spesialis.



KEDUA : Format Standar Operasional Prosedur Izin Praktik Dokter Umum Dan
Spesialis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 20 Juni 2022

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan-Pelayanan derpadu Satu Pintu
Kabupaten’Tan ut,

-

A

ol
e

=44 lTAIRUL RIJAL



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PRAKTIK DOKTER
UMUM DAN SPESIALIS

Nomor SOP 62 /DPMPTSP/2022
TANAH LAUT

Tanggal Pembuatan 6 Juni 2022

Tanggal Revisi 6 Juni 2022

Tanggal Efektif 20 Juni 2022

Disahkan oleh PRENKIo a DPMPT

: naqumwﬂ MF
.-,/
DINAS PM DAN PTSP .
.-"5‘:!-" 9’7002. 1y 1199009 1001
Nama SOP Izin Praktik Dokter Umum Dan Spesialis
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;
Berbasis Resiko ; - 2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
Di Daerah ; sasaran dan tepat waktu.

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan
Pelaksanaan Praktik Kedokteran;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

5. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut..

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan Izin
Praktik Dokter Umum Dan Spesialis dan jika tidak dilaksanakan akan
mengakibatkan ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan
ketidaktepatan waktu serta kelambanan dalam pelayanan perizinan.




SOP IZIN PRAKTIK DOKTER UMUM DAN SPESIALIS

PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS . . . . Kepala
Pemohon | Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output
Melakukan p.egdaftaran me.1a1u1 onllne/ offline ) Berkas permohonan Izin o
secara mandiri atau melalui pendampingan dari . . Berkas untuk diperiksa
1 .. Praktik Dokter Umum dan |15 - 20 menit
petugas DPMPTSP dengan mengisi data pemohon Spesialis kelengkapannya
dan upload persyaratan melalui sistem P
Menerima dan memeriksa berkas permohonan Ya
lzin Praktik Dokter .Uml.lm d'an Spe31a1'1$. Jika Berkas permohonan Izin Berkas permohonan Izin Praktik
lengkap Pemohon diberi resi tanda terima dan - ) . 1
2 . " . Praktik Dokter Umum dan 15 menit Dokter Umum dan Spesialis yang
berkas diteruskan ke Back Office, jika tidak Tidak SN~—" Spesialis dan Resi sudah diperiksa kelengkapannya
lengkap, berkas dikembalikan ke Pemohon untuk P P grapanny
dilengkapi
Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas Izin Berkas permohonan Izin X .
. L R Berkas permohonan Izin Praktik
Praktik Dokter Umum dan Spesialis dengan Praktik Dokter Umum dan . L
3 . - 15 menit Dokter Umum dan Spesialis yang
menyiapkan berkas dan Surat Pengantar untuk Spesialis yang sudah sudah diverifikasi
diperiksa oleh Tim Teknis diperiksa kelengkapannya u
Berkas permohonan Izin . .
Mengirimkan berkas bersama surat pengantar | k Praktik Dokter Umum dan . Berkas permohonan Izm. Praktlk
4 . . .. . S L. 60 menit Dokter Umum dan Spesialis,
kepada Tim Teknis untuk diverifikasi Spesialis yang sudah
S X Surat Pengantar, BAP
diverifikasi
Memberikan berk honan disertai d ek §
relomendasi persetujuan jika permohonan < Berkas permohonan Izin
. .. P J Jikap .. \ Praktik Dokter Umum dan . Berkas permohonan, BAP dan
5 |disetujui atau rekomendasi menolak jika S 1 hari .
. . .. . Spesialis, Surat Pengantar, Rekomendasi
permohonan tidak disetujui yang dituangkan ke BAP
dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
1
Menindaklanjuti hasil BAP dengan membuat draf
6 Izin Praktik Dokter Umum dan Spesialis umum Berkas permohonan, BAP 20 menit Draf Izin Praktik Dokter Umum

dan spesialis dan meneruskannya ke Kabid untuk
diparaf

dan Rekomendasi

dan Spesialis




PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS . . . . Kepala
Pemohon | Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output
Memaraf [zin Prgkt.lk DOkt?r Umum dan Spesialis Draf Izin Praktik Dokter . Draf Izin Praktik Dokter Umum
7 |[umum dan spesialis dan diteruskan ke Kepala Umum dan Spesialis 5 menit dan Spesialis vane sudah diparaf
Dinas untuk ditandatangani | | P P yang p
Draf Izin Praktik Dokter . .
Menandatangani Izin Praktik Dokter Umum dan | Umum dan Spesialis yang . lzin l?ra'knk Dokter Umum dan
8 . o . 5 menit Spesialis yang sudah
Spesialis umum dan spesialis sudah diparaf untuk . .
. . ditandatangani
ditandatangani
Meregistrasi, memberikan nomor, dan | I 1zin Praktik Dokter Umum 1zin Praktik Dokter Umum dan
9 |memberikan stempel Izin Praktik Dokter Umum dan Spesialis yang sudah 8 menit Spesialis yang sudah diregistrasi,
dan Spesialis ditandatangani diberi nomor, dan stempel
|| I . .
Mengarsipkan dan menyerahkan Izin Praktik iiz‘;l:l I;riizzisDOE;er SIiJ;num Izin Praktik Dokter Umum dan
10 |Dokter Umum dan Spesialis yang asli ke Front an =p yang siap 8 menit Spesialis yang sudah diarsipkan
. . diarsipkan dan siap X .
Office untuk diberikan kepada Pemohon . dan siap diserahkan ke pemohon
diserahkan ke pemohon
Menyerahkan Izin Praktik Dokter Umum dan lzin Prakt.lk.Dokter [.Jmum . lzin Pra.ktlk Dok.ter U.mum dan
11 . .. dan Spesialis yang siap 5 menit Spesialis yang siap diserahkan
Spesialis umum dan spesialis kepada Pemohon .
diserahkan ke pemohon ke pemohon
Menerima Izin Praktik Dokter Umum dan <b Izin Praktik Dokter Umum Izin Praktik Dokter Umum dan
12 [Spesialis (mencetak/memprint Izin Praktik dan Spesialis yang siap 5 menit

Dokter Umum dan Spesialis secara mandiri)

diserahkan ke pemohon

Spesialis yang diterima pemohon




o PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 63 /DPMPTSP/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PRAKTIK TENAGA PROMOTOR
KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT,

Menimbang : a.bahwa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut Nomor
93/DPMPTSP/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Izin
Praktek dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan sudah tidak sesuai

dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah
Laut tentang Standar Operasional Prosedur Izin Praktik Tenaga

Promotor Kesehatan Dan Ilmu Perilaku;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah
Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun
1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Momor 9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820);



Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia 6389);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Repiublik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);

. Undang-Undang Nomer 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

. Peraturan  Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita

Negara Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1956);

12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
HK.01.07/MENKES/315/2020 tentang Standar Profesi Tenaga

Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

15. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan;

16. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

MEMUTUSKAN
Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut tentang Standar Operasional

Prosedur Izin Praktik Tenaga Promotor Kesehatan Dan Ilmu Perilaku.



KEDUA

KETIGA

: Format Standar Operasional Prosedur Izin Praktik Tenaga Promotor
Kesehatan Dan Ilmu Perilaku sebagaimana tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 20 Juni 2022

Plt. KepalaDinas Penanaman Modal
dan-Pelayanai.Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Waut,

7Y /
" HHAIRUL RIJAL



LAMPIRAN
KEPUTUSAN

KEPALA DINAS
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN

PENANAMAN MODAL DAN

PROMOTOR KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU

TANAH LAUT

DINAS PM DAN PTSP

PRAKTIK TENAGA

Nomor SOP 63 /DPMPTSP/2022
Tanggal Pembuatan 6 Juni 2022
Tanggal Revisi 6 Juni 2022

Tanggal Efektif

20 Juni 2022

Disahkan oleh

oa DRlEs Kapale DEMPTSP

PAR BT {;?ﬂ'ja’v!,ah Laut,

-

7

S HFAIRUL RIJAL, S.Sos, M.Si
NiI*~127002171990091001

Nama SOP Izin Praktik Tenaga Promotor Kesehatan Dan Ilmu Perilaku

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomer 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Resiko ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Di Daerah ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/315/2020
tentang Standar Profesi Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku;

6. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut..

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;

2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam Izin Praktik
Tenaga Promotor Kesehatan Dan Ilmu Perilaku dan jika tidak dilaksanakan akan
mengakibatkan ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan
ketidaktepatan waktu serta kelambanan dalam pelayanan perizinan.

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.




SOP IZIN PRAKTIK TENAGA PROMOTOR KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU

PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS . . . . . Kepala
Pemohon | Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output
Melakukan pendaftaran melalui online/ offline .
.. . K . Berkas permohonan Izin N
secara mandiri atau melalui pendampingan dari . . Berkas untuk diperiksa
1 . Praktik Promotor Kesehatan 15 - 20 menit
petugas DPMPTSP dengan mengisi data pemohon X kelengkapannya
> Dan Ilmu Perilaku
dan upload persyaratan melalui sistem
Menerima dan memeriksa berkas permohonan Ye
Izin Praktik Promotor Kesehatan Dan Ilmu Berkas permohonan Izin Berkas permohonan Izin Praktik
Perilaku. Jika lengkap Pemohon diberi resi tanda /\ S P . Promotor Kesehatan Dan Ilmu
2 . - - Praktik Promotor Kesehatan 15 menit . A
terima dan berkas diteruskan ke Back Office, jika Tidak ~—— Dan Ilmu Perilaku dan Resi Perilaku yang sudah diperiksa
tidak lengkap, berkas dikembalikan ke Pemohon kelengkapannya
untuk dilengkapi
. L . . . . . Berkas permohonan Izin
Menindaldanjuti hasil verifikasi be.r kas Izin Praktik | | Praktik Promotor Kesehatan Berkas permohonan Izin Praktik
Promotor Kesehatan Dan Ilmu Perilaku dengan X .
3 . Dan Ilmu Perilaku yang 15 menit Promotor Kesehatan Dan Ilmu
menyiapkan berkas dan Surat Pengantar untuk i . P .
L . . sudah diperiksa Perilaku yang sudah diverifikasi
diperiksa oleh Tim Teknis
kelengkapannya
Berkas permohonan Izin . .
Mengirimkan berkas bersama surat pengantar | k Praktik Promotor Kesehatan . Berkas permohonan Izin Praktik
4 - . S . N X 60 menit Promotor Kesehatan Dan Ilmu
kepada Tim Teknis untuk diverifikasi Dan Ilmu Perilaku yang .
e X Perilaku, Surat Pengantar, BAP
sudah diverifikasi
Memberikan berk honan disertai d ek §
relomendasi persetujuan fika permohonan <= Berkas permohonan lsin
. . N J Jixa p n TN Praktik Promotor Kesehatan . Berkas permohonan, BAP dan
5 |disetujui atau rekomendasi menolak jika X 1 hari )
. R .. K Dan I[lmu Perilaku, Surat Rekomendasi
permohonan tidak disetujui yang dituangkan ke Pengantar. BAP
dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) g ’
[ 1
Menindaklanjuti hasil BAP dengan membuat draf
6 produk Izin Praktik Tenaga Promotor Kesehatan Berkas permohonan, BAP 20 menit Draf Izin Praktik Promotor

Dan Ilmu Perilaku dan meneruskannya ke Kabid
untuk diparaf

dan Rekomendasi

Kesehatan Dan Ilmu Perilaku




PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS . Kepala
Pemohon Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output
Memaraf Izin Praktik Tenaga Promotor Kesehatan Draf Izin Praktik Promotor Draf Izin Praktik Promotor
7 |Dan Ilmu Perilaku dan diteruskan ke Kepala Dinas Kesehatan Dan Ilmu 5 menit Kesehatan Dan Ilmu Perilaku
untuk ditandatangani Perilaku yang sudah diparaf
Draf Izin Praktik Promotor . .
s Menandatangani Izin Praktik Tenaga Promotor [ | Kesehatan Dan Ilmu 5 menit IDmar; l?f;ljlll:'(el:;(;?stoarnKe:EgZ;an
Kesehatan Dan Ilmu Perilaku Perilaku yang sudah diparaf . . yang
. X ditandatangani
untuk ditandatangani
. . . . Izin Praktik Promotor Izin Praktik Promotor Kesehatan
Meregistrasi, memberikan nomor, dan memberikan | | .
. X Kesehatan Dan Ilmu . Dan Ilmu Perilaku yang sudah
9 |stempel Izin Praktik Tenaga Promotor Kesehatan . 8 menit S C e
. Perilaku yang sudah diregistrasi, diberi nomor, dan
Dan Ilmu Perilaku ) .
ditandatangani stempel
— . .
Mengarsipkan dan menyerahkan Izin Praktik Ij Izin Praktik Promotor Izin Praktik Promotor Kesehatan
. Kesehatan Dan Ilmu .
Tenaga Promotor Kesehatan Dan Ilmu Perilaku . . . Dan Ilmu Perilaku yang sudah
10 . . Perilaku yang siap 8 menit . . .
yang asli ke Front Office untuk diberikan kepada L : diarsipkan dan siap diserahkan
Pemohon diarsipkan dan siap ke pemohon
diserahkan ke pemohon P
. . Ijl Izin Praktik Promotor Izin Praktik Promotor Kesehatan
Menyerahkan Izin Praktik Tenaga Promotor Kesehatan Dan Ilmu . . .
11 . . . 5 menit Dan Ilmu Perilaku yang siap
Kesehatan Dan Ilmu Perilaku kepada Pemohon Perilaku yang siap .
) diserahkan ke pemohon
diserahkan ke pemohon
Menerima Izin Praktik Tenaga Promotor Kesehatan Izin Praktik Promotor . .
. . R Izin Praktik Promotor Kesehatan
Dan Ilmu Perilaku (Mencetak/memprint Izin Kesehatan Dan Ilmu . . N
12 5 menit Dan Ilmu Perilaku yang diterima

Praktik Tenaga Promotor Kesehatan Dan Ilmu
Perilaku secara mandiri)

Perilaku yang siap
diserahkan ke pemohon

pemohon




o PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 64 /DPMPTSP/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PRAKTIK BIDAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT,

Menimbang : a.bahwa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut Nomor
93/DPMPTSP/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Izin
Praktek dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan sudah tidak sesuai

dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah

Laut tentang Standar Operasional Prosedur 1zin Praktik Bidan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah
Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun
1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Momor 9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820);



Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia 6389);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Repiublik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan  Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

Peraturan  Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6618);



9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita

Negara Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin
dan Penyelenggaraan Praktik Bidan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 954);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1956);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan;

15. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut tentang Standar Operasional

Prosedur Izin Praktik Bidan.

: Format Standar Operasional Prosedur Izin Praktik Bidan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Keputusan ini.



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 20 Juni 2022

Plt. Kepaia Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanaii/l'erpadu Satu Pintu
Kabupaterrlana ut,

S0
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PRAKTIK BIDAN

TANAH LAUT

DINAS PM DAN PTSP

PTSP

Nomor SOP 64 /DPMPTSP/2022
Tanggal Pembuatan 6 Juni 2022
Tanggal Revisi 6 Juni 2022

Tanggal Efektif 20 Juni 2022

Disahkan oleh AL DRI PE{apale W*jﬁ’f‘é(l’
‘-Kab.lpa;:u*’fma Laut
/‘%..- ’ If
ELHAIRUL ﬁ/ S.Sos, M.Si
““N1P. '197062171990091001

Nama SOP Izin Praktik Bidan

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Resiko ;

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;
2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
Di Daerah ; sasaran dan tepat waktu.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan
Praktik Bidan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut..
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan Izin
Praktik Bidan dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian,

ketidaktransparanan,

ketidaksinkronan dan  ketidaktepatan waktu serta

kelambanan dalam pelayanan perizinan.

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.




SOP IZIN PRAKTIK BIDAN

PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS . Kepala
Pemohon | Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output

Melakukan pendaftaran melalui online/ offline
1 |secara mandiri atau melalui pendampingan dari Berkas permohonan Izin 15 - 20 menit Berkas untuk diperiksa

petugas DPMPTSP dengan mengisi data pemohon Praktik Bidan kelengkapannya

dan upload persyaratan melalui sistem

Ya
Menerima dan memeriksa berkas permohonan
Izin Praktik Bidan. Jika lengkap Pemohon diberi . Berkas permohonan Izin Praktik
. . . Berkas permohonan Izin . ) .

2 |resi tanda terima dan berkas diteruskan ke Back \/ Praktik Bidan dan Resi 15 menit Bidan yang sudah diperiksa

Office, jika tidak lengkap, berkas dikembalikan ke Tidak kelengkapannya

Pemohon untuk dilengkapi

Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas Izin Praktik | | Berkas permohonan Izin . .

R . O . Berkas permohonan Izin Praktik

3 |Bidan dengan menyiapkan berkas dan Surat Praktik Bidan yang sudah 15 menit Bidan vane sudah diverifikasi

Pengantar untuk diperiksa oleh Tim Teknis diperiksa kelengkapannya yang

.. L Berkas permohonan Izin . .

4 Mengirimkan berkas bersama surat pengantar E_l\ Praktik Bidan vane sudah 60 menit Berkas permohonan Izin Praktik

kepada Tim Teknis untuk diverifikasi . cany g Bidan, Surat Pengantar, BAP

diverifikasi
Tidak Ya

Memberikan berkas permohonan disertai dengan />

r(?kom'en'dam persetujuan J%ka permo}}'onan ’\ Berka's pe?rmohonan Izin ' Berkas permohonan, BAP dan
5 |disetujui atau rekomendasi menolak jika Praktik Bidan, Surat 1 hari Rekomendasi

permohonan tidak disetujui yang dituangkan ke Pengantar, BAP

dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

[

Menindaklanjuti hasil BAP dengan membuat draf Berkas permohonan. BAP

6 |Izin Praktik Bidan dan meneruskannya ke Kabid p ’ 20 menit Draf Izin Praktik Bidan

untuk diparaf

dan Rekomendasi




PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS . . Kepala
Pemohon | Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output

7 Memaraf .Izm Praktik Bldan dan dltfsruskan ke Draf Izin Praktik Bidan 5 menit Draf Izm. Praktik Bidan yang

Kepala Dinas untuk ditandatangani sudah diparaf

— Draf Izin Praktik Bidan . . .
8 [Menandatangani Izin Praktik Bidan 1 | yang sudah diparaf untuk 5 menit Iz.1n Praktik B1c.1an yang sudah
. - ditandatangani
ditandatangani

Meregistrasi, memberikan nomor, dan memberikan Ej Izin Praktik Bidan yang . I;ln Praktﬂ.( B%dar% yang sudah
9 . O . . 8 menit diregistrasi, diberi nomor, dan

stempel Izin Praktik Bidan sudah ditandatangani

stempel
1

Mengarsipkan dan menyerahkan Izin Praktik Izin Praktik Bidan yang siap Izin Praktik Bidan yang sudah
10 [Bidan yang asli ke Front Office untuk diberikan diarsipkan dan siap 8 menit diarsipkan dan siap diserahkan

kepada Pemohon diserahkan ke pemohon ke pemohon

| | Izin Praktik Bid. i Izin Praktik Bid. i
. o zin Praktik Bidan yang siap . zin Praktik Bidan yang siap

11 [Menyerahkan Izin Praktik Bidan kepada Pemohon diserahkan ke pemohon 5 menit diserahkan ke pemohon
12 Menerima Izin Praktik Bidan (mencetak/memprint <b Izin Praktik Bidan yang siap 5 menit Izin Praktik Bidan yang diterima

Izin Praktik Bidan secara mandiri)

diserahkan ke pemohon

pemohon




TANAH LAUT

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 65 /DPMPTSP/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN KERJA TENAGA GIZI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang

Mengingat

: 1.

KABUPATEN TANAH LAUT,

a. bahwa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut Nomor
93/DPMPTSP/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Izin
Praktek dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan sudah tidak sesuai

dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah
Laut tentang Standar Operasional Prosedur Izin Kerja Tenaga
Gizi;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah

Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun

1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun

1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Momor 9)

sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia 6389);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Repiublik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

Peraturan  Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6618);



9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 63);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1956);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan;

15. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut tentang Standar Operasional

Prosedur Izin Kerja Tenaga Gizi.

: Format Standar Operasional Prosedur Izin Kerja Tenaga Gizi sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Keputusan ini.



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 20 Juni 2022

Plt. Kepala DRinnas Penanaman Modal
dan Pelayanan‘Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tana ut,

‘i"":"?
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN KERJA TENAGA GIZI

TANAH LAUT

DINAS PM DAN PTSP

Nomor SOP 65 /DPMPTSP/2022
Tanggal Pembuatan 6 Juni 2022
Tanggal Revisi 6 Juni 2022

Tanggal Efektif 20 Juni 2022

TG epala DPMPESP
" '&dbupdu,xl Tl Laut,

. ’{%L S.Sos, M.Si

“518.1970562171990091001

PRS-

Disahkan oleh

Nama SOP Izin Kerja Tenaga Gizi

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Resiko ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Di Daerah ;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan
dan Praktik Tenaga Gizi ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

5. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut..

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;

2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan Izin
Kerja Tenaga Gizi dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian,
ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu serta
kelambanan dalam pelayanan perizinan.

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.




SOP IZIN KERJA TENAGA GIZI

PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS , , . . . Kepala
Pemohon | Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output
Berkas permohonan Izin
Kerja Tenaga Gizi
Melakukan pendaftaran melalui online/offline
1 |secara mandiri atau melalui pendampingan dari 15 - 20 menit Berkas untuk diperiksa
petugas DPMPTSP dengan mengisi data pemohon kelengkapannya
dan upload persyaratan melalui sistem
Berkas permohonan Izin
Ya Kerja Tenaga Gizi dan Resi
Menerima dan memeriksa berkas permohonan
Izin Kerja Tenaga Gizi. Jika lengkap Pemohon /\ Berkas permohonan Izin Kerja
2 |diberi resi tanda terima dan berkas diteruskan ke \/ 15 menit Tenaga Gizi yang sudah diperiksa
Back Office, jika tidak lengkap, berkas Tidak kelengkapannya
dikembalikan ke Pemohon untuk dilengkapi
. . . . . . . Berkas permohonan Izin . .
Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas Izin Kerja . - Berkas permohonan Izin Kerja
.. . Kerja Tenaga Gizi yang . L.
3 |Tenaga Gizi dengan menyiapkan berkas dan Surat .o, 15 menit Tenaga Gizi yang sudah
. . . sudah diperiksa L .
Pengantar untuk diperiksa oleh Tim Teknis diverifikasi
kelengkapannya
Mengirimkan berkas bersama surat pengantar | k Berkas permoh?r}an lzin . Berkas pe.rTnohonan lzin Kerja
4 . ) o ) M Kerja Tenaga Gizi yang 60 menit Tenaga Gizi, Surat Pengantar,
kepada Tim Teknis untuk diverifikasi Lo .
sudah diverifikasi BAP
Tidak Ya
Memberikan berkas permohonan disertai dengan />
r(?kom'en'dam persetujuan J%ka permo}}'onan ’\ Ber.kas permohfn}an Izin ' Berkas permohonan, BAP dan
5 |disetujui atau rekomendasi menolak jika Kerja Tenaga Gizi, Surat 1 hari Rekomendasi
permohonan tidak disetujui yang dituangkan ke Pengantar, BAP
dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
[
Menindaklanjuti hasil BAP dengan membuat draf Berkas permohonan. BAP
6 |Izin Kerja Tenaga Gizi dan meneruskannya ke p ’ 20 menit Draf Izin Kerja Tenaga Gizi

Kabid untuk diparaf

dan Rekomendasi




PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS . . . . . Kepala
Pemohon | Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output
Memaraf Izin Kerja Tenaga Gizi dan diteruskan ke . . .. . Draf Izin Kerja Tenaga Gizi yang
7 Kepala Dinas untuk ditandatangani Draf Izin Kerja Tenaga Gizi 5 menit sudah diparaf
|
Draf Izin Kerja Tenaga Gizi . . ..
8 [Menandatangani Izin Kerja Tenaga Gizi yang sudah diparaf untuk 5 menit Iz.1n Kerja Tena.ga Gizi yang sudah
. - ditandatangani
ditandatangani
Meregistrasi, memberikan nomor, dan memberikan Ej Izin Kerja Tenaga Gizi yang . I;ln Kerja Ten.aga .G121 yang sudah
9 . . .. . . 8 menit diregistrasi, diberi nomor, dan
stempel Izin Kerja Tenaga Gizi sudah ditandatangani
stempel
1
Mengarsipkan dan menyerahkan Izin Kerja Tenaga Izin Kerja Tenaga Gizi yang Izin Kerja Tenaga Gizi yang sudah
10 |[Gizi yang asli ke Front Office untuk diberikan siap diarsipkan dan siap 8 menit diarsipkan dan siap diserahkan
kepada Pemohon diserahkan ke pemohon ke pemohon
l_ . . P
Menyerahkan Izin Kerja Tenaga Gizi kepada g Iz.m Ke':rja Tenaga Gizi yang . Izin Kerja Tenaga Gizi yang siap
11 siap diserahkan ke 5 menit .
Pemohon diserahkan ke pemohon
pemohon
Menerima Izin Kerja Tenaga Gizi ( ) Izin Kerja Tenaga Gizi yang Izin Keria Tenaga Gizi van
12 |(Mencetak/memprint Izin Kerja Tenaga Gizi secara siap diserahkan ke 5 menit J g yang

mandiri)

pemohon

diterima pemohon




TANAH LAUT

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 66 /DPMPTSP/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PRAKTIK TENAGA GIZI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang

Mengingat

: 1.

KABUPATEN TANAH LAUT,

a. bahwa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut Nomor
93/DPMPTSP/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Izin
Praktek dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan sudah tidak sesuai

dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah
Laut tentang Standar Operasional Prosedur Izin Praktik Tenaga
Gizi;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah
Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun

1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun

1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Momor 9)

sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia 6389);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Repiublik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6618);



9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 63);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1956);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan;

15. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut tentang Standar Operasional

Prosedur Izin Praktik Tenaga Gizi.

: Format Standar Operasional Prosedur Izin Praktik Tenaga Gizi

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 20 Juni 2022

Plt. Kepsaia Dinas Penanaman Modal
dan. Pelayanaii/Terpadu Satu Pintu
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PRAKTIK TENAGA

GIZI

Nomor SOP 66 /DPMPTSP/2022
TANAH LAUT

Tanggal Pembuatan 6 Juni 2022

Tanggal Revisi 6 Juni 2022

Tanggal Efektif 20 Juni 2022

P LiepalasDPMPT
kabupawh ulrglr

DINAS PM DAN PTSP «/4

Disahkan oleh

Nama SOP Izin Praktik Tenaga Gizi
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;
Berbasis Resiko ;. o 2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;
2. P(?raturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
Di Daerah ; sasaran dan tepat waktu.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan
dan Praktik Tenaga Gizi;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut..
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan Izin
Praktik Tenaga Gizi dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan
ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu
serta kelambanan dalam pelayanan perizinan.




SOP IZIN PRAKTIK TENAGA GIZI

PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS . . . . . Kepala
Pemohon | Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output
Berkas permohonan Izin
Praktik Tenaga Gizi
Melakukan pendaftaran melalui online/ offline
secara mandiri atau melalui pendampingan dari . Berkas untuk diperiksa
1 . 15 - 20 menit
petugas DPMPTSP dengan mengisi data pemohon kelengkapannya
dan upload persyaratan melalui sistem
Berkas permohonan Izin
Ya Praktik Tenaga Gizi dan
Menerima dan memeriksa berkas permohonan Resi
Izin Praktik Tenaga Gizi . Jika lengkap Pemohon /\ Berkas permohonan Izin Praktik
2 |diberi resi tanda terima dan berkas diteruskan ke \/ 15 menit Tenaga Gizi yang sudah
Back Office, jika tidak lengkap, berkas Tidak diperiksa kelengkapannya
dikembalikan ke Pemohon untuk dilengkapi
. . . . . . . Berkas permohonan Izin . .
Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas Izin Praktik . .. Berkas permohonan Izin Praktik
.. . Praktik Tenaga Gizi yang . ..
3 |Tenaga Gizi dengan menyiapkan berkas dan Surat . 15 menit Tenaga Gizi yang sudah
R . . sudah diperiksa L .
Pengantar untuk diperiksa oleh Tim Teknis diverifikasi
kelengkapannya
Mengirimkan berkas bersama surat pengantar Eﬁ’ Berka}s permohon.ap lzin . Berkas pe.rTnohonan zin Praktik
4 . ) o ) M Praktik Tenaga Gizi yang 60 menit Tenaga Gizi , Surat Pengantar,
kepada Tim Teknis untuk diverifikasi . .
sudah diverifikasi BAP
Tidak Ya
Memberikan berkas permohonan disertai dengan />
r(?kom'en'dam persetujuan J%ka permo}}'onan ’\ Berka's permohon'a? Izin ' Berkas permohonan, BAP dan
5 |disetujui atau rekomendasi menolak jika Praktik Tenaga Gizi , Surat 1 hari Rekomendasi
permohonan tidak disetujui yang dituangkan ke Pengantar, BAP
dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
[
Menindaklanjuti hasil BAP dengan membuat draf Berkas permohonan. BAP
6 |Izin Praktik Tenaga Gizi dan meneruskannya ke p ’ 20 menit Draf Izin Praktik Tenaga Gizi

Kabid untuk diparaf

dan Rekomendasi




PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS . . Kepala
Pemohon | Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output
7 Memaraf Izin Praktik Tenaga Gizi dan diteruskan Draf Izin Praktik Tenaga 5 menit Draf Izin Praktik Tenaga Gizi
ke Kepala Dinas untuk ditandatangani Gizi yang sudah diparaf
— Draf Izin Praktik Tenaga . . .
8 [Menandatangani Izin Praktik Tenaga Gizi 1 | Gizi yang sudah diparaf 5 menit lzin Pra1.<t1k Tenaga G.l L yang
. R sudah ditandatangani
untuk ditandatangani
Meregistrasi, memberikan nomor, dan memberikan Ej Izin Praktik Tenaga Gizi . lzin Pral.<t1k .Tenag.a C.3121 .yang
9 . X .. . . 8 menit sudah diregistrasi, diberi nomor,
stempel Izin Praktik Tenaga Gizi yang sudah ditandatangani
dan stempel
—
. . . Ij Izin Praktik Tenaga Gizi . . -
Mengarsipkan dan menyerahkan Izin Praktik . L Izin Praktik Tenaga Gizi yang
.. . . yang siap diarsipkan dan . o .
10 |Tenaga Gizi yang asli ke Front Office untuk . . 8 menit sudah diarsipkan dan siap
s siap diserahkan ke .
diberikan kepada Pemohon diserahkan ke pemohon
pemohon
l_ . . P
Menyerahkan Izin Praktik Tenaga Gizi kepada lzin Pr.aktlk‘ Tenaga Gizi . Izin Praktik Tenaga Gizi yang
11 yang siap diserahkan ke 5 menit . .
Pemohon siap diserahkan ke pemohon
pemohon
Menerima Izin Praktik Tenaga Gizi ( ) Izin Praktik Tenaga Gizi Izin Praktik Tenaga Gizi van.
12 |(Mencetak/memprint Izin Praktik Tenaga Gizi yang siap diserahkan ke 5 menit g yang

secara mandiri)

pemohon

diterima pemohon




TANAH LAUT

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 67 /DPMPTSP/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN KERJA TENAGA SANITARIAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang

Mengingat

: 1.

KABUPATEN TANAH LAUT,

a. bahwa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut Nomor
93/DPMPTSP/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Izin
Praktek dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan sudah tidak sesuai

dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah
Laut tentang Standar Operasional Prosedur Izin Kerja Tenaga

Sanitarian;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah
Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun
1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Momor 9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia 6389);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Repiublik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

Peraturan  Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6618);



9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Sanitarian (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1956);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan;

15. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut tentang Standar Operasional

Prosedur Izin Kerja Tenaga Sanitarian.

: Format Standar Operasional Prosedur Izin Kerja Tenaga Sanitarian

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 20 Juni 2022

Plt. Kepaia Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanaii/l'erpadu Satu Pintu
Kabupaterrlana ut,
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LAMPIRAN

TANAH LAUT

DINAS PM DAN PTSP

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN KERJA TENAGA
SANITARIAN

Nomor SOP 67 /DPMPTSP/2022

Tanggal Pembuatan

6 Juni 2022

Tanggal Revisi

6 Juni 2022

Tanggal Efektif

20 Juni 2022

Disahkan oleh

oo Bl CKepala DPL}?SP
'Iiztttllpefﬂ;?%}apﬂ Laut,

i
H.,H.'AIRU]..ﬁﬁ., S.Sos, M.Si

“Ni®-197062171990091001

Nama SOP

Izin Kerja Tenaga Sanitarian

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Resiko ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Di Daerah ;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan
Tenaga Sanitarian ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

5. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut..

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;

2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan Izin
Kerja Tenaga Sanitarian dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan
ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu
serta kelambanan dalam pelayanan perizinan.

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.




SOP IZIN KERJA TENAGA SANITARIAN

PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS . . . . . Kepala
Pemohon | Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output
Melakukan pendaftaran melalui online/ offline

1 |secara mandiri atau melalui pendampingan dari Berkas permohonan Izin 15 - 20 menit Berkas untuk diperiksa
petugas DPMPTSP dengan mengisi data pemohon Kerja Tenaga Sanitarian kelengkapannya
dan upload persyaratan melalui sistem
Menerima dan memeriksa berkas permohonan Ye
Izin Kerja Tenaga Sanitarian . Jika lengkap . . .

o X . Berkas permohonan Izin Berkas permohonan Izin Kerja
Pemohon diberi resi tanda terima dan berkas . - . .

2 ) . o . Kerja Tenaga Sanitarian 15 menit Tenaga Sanitarian yang sudah
diteruskan ke Back Office, jika tidak lengkap, Tidak ~— dan Resi diperiksa kelengkanannva
berkas dikembalikan ke Pemohon untuk P gxap Y
dilengkapi
Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas Izin Kerja Berkas permohonan Izin . .

N . . - Berkas permohonan Izin Kerja
Tenaga Sanitarian dengan menyiapkan berkas Kerja Tenaga Sanitarian . e .
3 - . o 15 menit Tenaga Sanitarian yang sudah
dan Surat Pengantar untuk diperiksa oleh Tim yang sudah diperiksa L .
. diverifikasi
Teknis kelengkapannya
Mengirimkan berkas bersama surat pengantar | k Berkas permohon.a n ?Zm . Berkas pern.lohp nan lzin Kerja
4 . ) o ) M Kerja Tenaga Sanitarian 60 menit Tenaga Sanitarian , Surat
kepada Tim Teknis untuk diverifikasi . .
yang sudah diverifikasi Pengantar, BAP
Tidak Ya
Memberikan berkas permohonan disertai dengan />
r(?kom'en'dam persetujuan J%ka permo}}'onan ’\ Ber.kas permohon'an ¥zm ' Berkas permohonan, BAP dan

5 |disetujui atau rekomendasi menolak jika Kerja Tenaga Sanitarian , 1 hari Rekomendasi
permohonan tidak disetujui yang dituangkan ke Surat Pengantar, BAP
dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

[
Menindaklanjuti hasil BAP dengan membuat draf Berkas permohonan. BAP
6 |Izin Kerja Tenaga Sanitarian dan meneruskannya p ’ 20 menit Draf Izin Kerja Tenaga Sanitarian

ke Kabid untuk diparaf

dan Rekomendasi




PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS , , . . . Kepala
Pemohon | Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output
7 Memaraf Izin Kerja Tenaga Sanitarian dan Draf Izin Kerja Tenaga 5 menit Draf Izin Kerja Tenaga Sanitarian
diteruskan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani Sanitarian yang sudah diparaf
Draf Izin Kerja Tenaga
Lo . o [ | Sanitarian yang sudah . Izin Kerja Tenaga Sanitarian
8 [Menandatangani Izin Kerja Tenaga Sanitarian diparaf untuk 5 menit yang sudah ditandatangani
ditandatangani
Meregistrasi, memberikan nomor, dan memberikan Ej Izin .KerJa Tenaga . [zin Kerja Ten'aga' Sanlt.arrfin .
9 . . . Sanitarian yang sudah 8 menit yang sudah diregistrasi, diberi
stempel Izin Kerja Tenaga Sanitarian ) .
ditandatangani nomor, dan stempel
—
. . . Ij Izin Kerja Tenaga . . N
Mengarsipkan dan menyerahkan Izin Kerja Tenaga o s . Izin Kerja Tenaga Sanitarian
. . . Sanitarian yang siap . o .
10 |Sanitarian yang asli ke Front Office untuk L . 8 menit yang sudah diarsipkan dan siap
I diarsipkan dan siap .
diberikan kepada Pemohon . diserahkan ke pemohon
diserahkan ke pemohon
l_ . . . . . .
Menyerahkan Izin Kerja Tenaga Sanitarian kepada L | lzin 'Kerqa Tenaga . . Izin Kepa Tf:naga Sanitarian
11 Sanitarian yang siap 5 menit yang siap diserahkan ke
Pemohon .
diserahkan ke pemohon pemohon
Menerima Izin Kerja Tenaga Sanitarian (¢ ) Izin Kerja Tenaga Izin Keria Tenaga Sanitarian
12 |(Mencetak/memprint Izin Kerja Tenaga Sanitarian Sanitarian yang siap 5 menit J g

secara mandiri)

diserahkan ke pemohon

yang diterima pemohon




TANAH LAUT

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 68 /DPMPTSP/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN TENAGA REFRAKSIONIS OPTISIEN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang

Mengingat

: 1.

KABUPATEN TANAH LAUT,

a. bahwa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut Nomor
93/DPMPTSP/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Izin
Praktek dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan sudah tidak sesuai

dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah
Laut tentang Standar Operasional Prosedur Izin Tenaga

Refraksionis Optisien;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah
Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun
1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Momor 9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia 6389);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Repiublik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

Peraturan  Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6618);



9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis Optisien dan Optometris

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 589);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1956);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan;

15. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut tentang Standar Operasional

Prosedur Izin Tenaga Refraksionis Optisien.

: Format Standar Operasional Prosedur Izin Tenaga Refraksionis Optisien

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 20 Juni 2022

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten<Tanah Laut,

2 f#,rr"'
f""f’?

AT HATEUL RIUAL



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
TENTANG STANDAR OPERASIONAL
REFRAKSIONIS OPTISIEN

PTSP
TENAGA

MODAL DAN
IZIN

PENANAMAN
PROSEDUR

TANAH LAUT

DINAS PM DAN PTSP

Nomor SOP 68 /DPMPTSP/2022
Tanggal Pembuatan 6 Juni 2022
Tanggal Revisi 6 Juni 2022

Tanggal Efektif 20 Juni 2022

Pit, Kepaia DPMPTSP

»{J );p"*ﬁr I a gﬁfaut

AIR/&;L S.Sos, M.Si

1\“‘1 167652171990091001

Disahkan oleh

Nama SOP

Izin Tenaga Refraksionis Optisien

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Resiko ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Di Daerah ;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan
Refraksionis Optisien dan Optometris;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

5. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut..

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;

2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan Izin
Tenaga Refraksionis Optisien dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan
ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu
serta kelambanan dalam pelayanan perizinan.

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.




SOP IZIN TENAGA REFRAKSIONIS OPTISEN

PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS . . . . . Kepala
Pemohon Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output
Melakukan pendaftaran melalui online/ offline .
.. . K . Berkas permohonan Izin N
secara mandiri atau melalui pendampingan dari .. . Berkas untuk diperiksa
1 . . Tenaga Refraksionis 15 - 20 menit
petugas DPMPTSP dengan mengisi data pemohon Optisen kelengkapannya
dan upload persyaratan melalui sistem p
Menerima dan memeriksa berkas permohonan Ye
lzin Tenaga. Retirakspms Optls.en. Jika lengkap Berkas permohonan Izin Berkas permohonan Izin Tenaga
Pemohon diberi resi tanda terima dan berkas Lo . L .
2 ) . o . Tenaga Refraksionis 15 menit Refraksionis Optisen yang sudah
diteruskan ke Back Office, jika tidak lengkap, Tidak ~—— Onti dan Resi dieriksa kelenek
berkas dikembalikan ke Pemohon untuk pisen dan kresi Iperiksa kelengkapannya
dilengkapi
Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas Izin Tenaga Berkas permohonan Izin .
S . . L Berkas permohonan Izin Tenaga
Refraksionis Optisen dengan menyiapkan berkas Tenaga Refraksionis . .. .
3 . . . 15 menit Refraksionis Optisen yang sudah
dan Surat Pengantar untuk diperiksa oleh Tim Optisen yang sudah . .
. . diverifikasi
Teknis diperiksa kelengkapannya
Berkas permohonan Izin .
Mengirimkan berkas bersama surat pengantar | k Tenaga Refraksionis . Berkas perm ohor.lan Izin Tenaga
4 . R . R I~ . 60 menit Refraksionis Optisen, Surat
kepada Tim Teknis untuk diverifikasi Optisen yang sudah
R . Pengantar, BAP
diverifikasi
Memberikan berk honan disertai d. Tk N
emberikan berkas permohonan disertai dengan L Berkas permohonan Izin
rekomendasi persetujuan jika permohonan N S
. . . . Tenaga Refraksionis . Berkas permohonan, BAP dan
5 [disetujui atau rekomendasi menolak jika . 1 hari )
. . .. . Optisen, Surat Pengantar, Rekomendasi
permohonan tidak disetujui yang dituangkan ke BAP
dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
Eﬁ
Menindaklanjuti hasil BAP dengan membuat draf . .
6 |1zin Tenaga Refraksionis Optisen dan Berkas permohonan, BAP 20 menit Draf Izin Tenaga Refraksionis

meneruskannya ke Kabid untuk diparaf

dan Rekomendasi

Optisen




PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS . . . . . Kepala
Pemohon | Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output
7 Memaraf Izin Tenaga Refraksionis Optisen dan Draf Izin Tenaga 5 menit Draf Izin Tenaga Refraksionis
diteruskan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani Refraksionis Optisen Optisen yang sudah diparaf
Draf Izin Tenaga
s L . | — | Refraksionis Optisen yang . Izin Tenaga Refraksionis Optisen
8 [Menandatangani Izin Tenaga Refraksionis Optisen sudah diparaf untuk 5 menit yang sudah ditandatangani
ditandatangani
. . . . | | Izin Tenaga Refraksionis Izin Tenaga Refraksionis Optisen
Meregistrasi, memberikan nomor, dan memberikan . . .. .. .
9 . o . Optisen yang sudah 8 menit yang sudah diregistrasi, diberi
stempel Izin Tenaga Refraksionis Optisen . .
ditandatangani nomor, dan stempel
—
X X Ij Izin Tenaga Refraksionis . .. .
Mengarsipkan dan menyerahkan Izin Tenaga Obtisen vane sia Izin Tenaga Refraksionis Optisen
10 |Refraksionis Optisen yang asli ke Front Office .p . yang p 8 menit yang sudah diarsipkan dan siap
o diarsipkan dan siap .
untuk diberikan kepada Pemohon . diserahkan ke pemohon
diserahkan ke pemohon
l_ . . . . . . .
Menyerahkan Izin Tenaga Refraksionis Optisen Izm'Tenaga Refraksmms ' Izin Te'naga‘Refraksmms Optisen
11 Optisen yang siap 5 menit yang siap diserahkan ke
kepada Pemohon |
diserahkan ke pemohon pemohon
Menerima Izin Tenaga Refraksionis Optisen ( ) Izin Tenaga Refraksionis Izin Tenaga Refraksionis Optisen
12 |(Mencetak/memprint Izin Tenaga Refraksionis Optisen yang siap 5 menit g P

Optisen secara mandiri)

diserahkan ke pemohon

yang diterima pemohon




TANAH LAUT

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 69 /DPMPTSP/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN KERJA RADIOGRAFER

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang

Mengingat

: 1.

KABUPATEN TANAH LAUT,

a. bahwa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut Nomor
93/DPMPTSP/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Izin
Praktek dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan sudah tidak sesuai

dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah
Laut tentang Standar Operasional Prosedur Izin Kerja

Radiografer;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah
Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun
1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Momor 9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia 6389);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Repiublik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

Peraturan  Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6618);



9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pekerjaan Radiografer (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 139);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1956);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan;

15. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut tentang Standar Operasional

Prosedur Izin Kerja Radiografer.

: Format Standar Operasional Prosedur Izin Kerja Radiografer sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Keputusan ini.



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 20 Juni 2022

Plt. Kepaia Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanaii/l'erpadu Satu Pintu
Kabupaterrlana ut,
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN KERJA RADIOGRAFER

TANAH LAUT

DINAS PM DAN PTSP

Nomor SOP 69 /DPMPTSP/2022
Tanggal Pembuatan 6 Juni 2022

Tanggal Revisi 6 Juni 2022 CAH K
Tanggal Efektif 20 Juni 2022

Disahkan oleh , _PIL. Kepalz DP.
ODAL D .Kabup_a;gp-' Laut,
‘,.l-
ymiﬁ’ %/9AL, S.Sos, M.Si

L -NIP. T 197002171990091001

IO AN S MR
o

Nama SOP Izin Kerja Rad’i‘ogl afer

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

Berbasis Resiko ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

Di Daerah ;

s.  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan

Radiografer ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

5. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut..

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;

2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan Izin
Kerja Radiografer dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian,
ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan

kelambanan dalam pelayanan perizinan.

ketidaktepatan

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.




SOP IZIN KERJA RADIOGRAFER

PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS . . . . . Kepala
Pemohon | Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output
Melakukan pendaftaran melalui online/ offline
1 |secara mandiri atau melalui pendampingan dari Berkas permohonan Izin 15 - 20 menit Berkas untuk diperiksa
petugas DPMPTSP dengan mengisi data pemohon Kerja Radiografer kelengkapannya
dan upload persyaratan melalui sistem
Ya
Menerima dan memeriksa berkas permohonan
Izin Kerja Radiografer . Jika lengkap Pemohon . Berkas permohonan Izin Kerja
I . . . Berkas permohonan Izin . .
2 |diberi resi tanda terima dan berkas diteruskan ke \/ Keria Radiografer dan Resi 15 menit Radiografer yang sudah
Back Office, jika tidak lengkap, berkas Tidak J g diperiksa kelengkapannya
dikembalikan ke Pemohon untuk dilengkapi
. . . . . . . Berkas permohonan Izin . .
Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas Izin Kerja . . Berkas permohonan Izin Kerja
. . Kerja Radiografer yang . .
3 |Radiografer dengan menyiapkan berkas dan Surat .2 15 menit Radiografer yang sudah
.. . . sudah diperiksa A .
Pengantar untuk diperiksa oleh Tim Teknis diverifikasi
kelengkapannya
Mengirimkan berkas bersama surat pengantar Eﬁ/ Berkas pe.rmohonan Izin . Berllias permohonan Izin Kerja
4 . . L. - M Kerja Radiografer yang 60 menit Radiografer , Surat Pengantar,
kepada Tim Teknis untuk diverifikasi R .
sudah diverifikasi BAP
Tidak Ya
Memberikan berkas permohonan disertai dengan />
r(?kom'en'dam persetujuan J%ka permo}}'onan ’\ Ber.kas pe'rmohonan Izin ' Berkas permohonan, BAP dan
5 |disetujui atau rekomendasi menolak jika Kerja Radiografer , Surat 1 hari Rekomendasi
permohonan tidak disetujui yang dituangkan ke Pengantar, BAP
dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
[
Menindaklanjuti hasil BAP dengan membuat draf Berkas permohonan. BAP
6 |Izin Kerja Radiografer dan meneruskannya ke p ’ 20 menit Draf Izin Kerja Radiografer

Kabid untuk diparaf

dan Rekomendasi




PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS . Kepala
Pemohon | Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output
Memaraf Izin Kerja Radiografer dan diteruskan ke . . . . Draf Izin Kerja Radiografer yang
7 Kepala Dinas untuk ditandatangani Draf Izin Kerja Radiografer 5 menit sudah diparaf
Draf Izin Kerja Radiografer . . .
A . . | — | . . Izin Kerja Radiografer yang
8 [Menandatangani Izin Kerja Radiografer yang sudah d1paraf untuk 5 menit sudah ditandatangani
ditandatangani
. . . . | | . . . Izin Kerja Radiografer yang
Meregistrasi, memberikan nomor, dan memberikan Izin Kerja Radiografer yang . . s g
9 . . . . . 8 menit sudah diregistrasi, diberi nomor,
stempel Izin Kerja Radiografer sudah ditandatangani
dan stempel
1
Mengarsipkan dan menyerahkan Izin Kerja Izin Kerja Radiografer yang Izin Kerja Radiografer yang
10 [Radiografer yang asli ke Front Office untuk siap diarsipkan dan siap 8 menit sudah diarsipkan dan siap
diberikan kepada Pemohon diserahkan ke pemohon diserahkan ke pemohon
l_ . . .
Menyerahkan Izin Kerja Radiografer kepada g Iz.m Ke':rja Radiografer yang . Izin Kerja Radiografer yang siap
11 siap diserahkan ke 5 menit .
Pemohon diserahkan ke pemohon
pemohon
Menerima Izin Kerja Radiografer (¢ ) Izin Kerja Radiografer yang . . .
12 |(Mencetak/memprint Izin Kerja Radiografer secara siap diserahkan ke 5 menit lzin Kerja Radiografer yang

mandiri)

pemohon

diterima pemohon




o PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 70 /DPMPTSP/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN KERJA FISIOTERAPIS

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT,

Menimbang : a.bahwa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut Nomor
93/DPMPTSP/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Izin
Praktek dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan sudah tidak sesuai

dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah
Laut tentang Standar Operasional Prosedur Izin Kerja

Fisioterapis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah
Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun
1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Momor 9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia 6389);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Repiublik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

Peraturan  Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6618);



9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Fisioterapis (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1536);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1956);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan;

15. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut tentang Standar Operasional

Prosedur 1zin Kerja Fisioterapis.

: Format Standar Operasional Prosedur Izin Kerja Fisioterapis sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Keputusan ini.



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 20 Juni 2022

Plt. Kepsia Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanaii/Terpadu Satu Pintu
KabupaterTana ut,

: B A\ N _.r‘""‘:

=74 H, FIATRUL RIJAL



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN KERJA FISIOTERAPIS

TANAH LAUT

DINAS PM DAN PTSP

Nomor SOP 70 /DPMPTSP/2022

Tanggal Pembuatan 6 Juni 2022

Tanggal Revisi 6 Juni 2022 H

Tanggal Efektif 20 Juni 2022 \

Disahkan oleh f D _01;. baps ]:);E:MM?S .
DAL D gpsiten Te Laut,

W~
A i

H;’HﬂflﬁéfAL, S.Sos, M.Si

S NiP! 157002171990091001

Nama SOP Izin Kerja Fisioterapis

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Resiko ;

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;
2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

2. Pératuran Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
Di Daerah ; sasaran dan tepat waktu.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan
dan Praktik Fisioterapis;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan Izin
Kerja Fisioterapis dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian,
ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan  ketidaktepatan waktu
kelambanan dalam pelayanan perizinan.

serta

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.




SOP IZIN KERJA FISIOTERAPIS

PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS . . . . . Kepala
Pemohon Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output
Melakukan pendaftaran melalui online/ offline
secara mandiri atau melalui pendampingan dari Berkas permohonan Izin . Berkas untuk diperiksa
1 . s . 15 - 20 menit
petugas DPMPTSP dengan mengisi data pemohon Kerja Fisioterapis kelengkapannya
dan upload persyaratan melalui sistem
Ya
Menerima dan memeriksa berkas permohonan
Izin Kerja Fisioterapis. Jika lengkap Pemohon . Berkas permohonan Izin Kerja
0. R . . Berkas permohonan Izin . .. . L.
2 |diberi resi tanda terima dan berkas diteruskan ke \/ Keria Fisioteranis dan Resi 15 menit Fisioterapis yang sudah diperiksa
Back Office, jika tidak lengkap, berkas Tidak J p kelengkapannya
dikembalikan ke Pemohon untuk dilengkapi
. . . . . . . Berkas permohonan Izin . .
Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas Izin Kerja s . Berkas permohonan Izin Kerja
.. . . Kerja Fisioterapis yang . . . .
3 |Fisioterapis dengan menyiapkan berkas dan Surat .. 15 menit Fisioterapis yang sudah
.. . . sudah diperiksa o .
Pengantar untuk diperiksa oleh Tim Teknis diverifikasi
kelengkapannya
Mengirimkan berkas bersama surat pengantar Eﬁ’ Berkas -pfermohc?nan lzin . B.e r.kas pe.rmohonan zin Kerja
4 . ) o ) M Kerja Fisioterapis yang 60 menit Fisioterapis, Surat Pengantar,
kepada Tim Teknis untuk diverifikasi - .
sudah diverifikasi BAP
Tidak Ya
Memberikan berkas permohonan disertai dengan />
r(?kom'en'dam persetujuan J%ka permo}}'onan ’\ Ber.kas ‘p'ermoh(?nan Izin ' Berkas permohonan, BAP dan
5 |disetujui atau rekomendasi menolak jika Kerja Fisioterapis, Surat 1 hari Rekomendasi
permohonan tidak disetujui yang dituangkan ke Pengantar, BAP
dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
[
Menindaklanjuti hasil BAP dengan membuat draf Berkas permohonan. BAP
6 |Izin Kerja Fisioterapis dan meneruskannya ke p ’ 20 menit Draf Izin Kerja Fisioterapis

Kabid untuk diparaf

dan Rekomendasi




PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS . . . . . Kepala
Pemohon Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output
Memaraf Izin Kerja Fisioterapis dan diteruskan ke . s . . Draf Izin Kerja Fisioterapis yang
7 Kepala Dinas untuk ditandatangani Draf Izin Kerja Fisioterapis 5 menit sudah diparaf
— Draf Izin Kerja Fisioterapis . P .
8 [Menandatangani Izin Kerja Fisioterapis 1 | yang sudah diparaf untuk 5 menit Iz.1n Kerja Flslt).terap1s yang sudah
. - ditandatangani
ditandatangani
Meregistrasi, memberikan nomor, dan memberikan Ej Izin Kerja Fisioterapis yang . I;ln Kerja FISI.Oter.apls yang sudah
9 . e . . . 8 menit diregistrasi, diberi nomor, dan
stempel Izin Kerja Fisioterapis sudah ditandatangani
stempel
I
Mengarsipkan dan menyerahkan Izin Kerja Izin Kerja Fisioterapis yang Izin Kerja Fisioterapis yang sudah
10 [Fisioterapis yang asli ke Front Office untuk siap diarsipkan dan siap 8 menit diarsipkan dan siap diserahkan
diberikan kepada Pemohon diserahkan ke pemohon ke pemohon
l_ . . P .
Menyerahkan Izin Kerja Fisioterapis kepada g Iz.m Ke':rja Fisioterapis yang . Izin Kerja Fisioterapis yang siap
11 siap diserahkan ke 5 menit .
Pemohon diserahkan ke pemohon
pemohon
Menerima Izin Kerja Fisioterapis é Izin Kerja Fisioterapis yang Izin Keria Fisioterapis van
12 |(Mencetak/memprint Izin Kerja Fisioterapis secara siap diserahkan ke 5 menit J pis yang

mandiri)

pemohon

diterima pemohon




TANAH LAUT

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 71 /DPMPTSP/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PRAKTIK TENAGA TERAPIS WICARA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang

Mengingat

: 1.

KABUPATEN TANAH LAUT,

a. bahwa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut Nomor
93/DPMPTSP/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Izin
Praktek dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan sudah tidak sesuai

dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah
Laut tentang Standar Operasional Prosedur Izin Praktik Tenaga

Terapis Wicara;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah
Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun
1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Momor 9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia 6389);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Repiublik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

Peraturan  Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6618);



9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Pekerjaan dan Praktik Terapis Wicara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 719);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1956);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan;

15. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut tentang Standar Operasional

Prosedur Izin Praktik Tenaga Terapis Wicara.

: Format Standar Operasional Prosedur Izin Praktik Tenaga Terapis Wicara

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 20 Juni 2022

Plt. Kepaia Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanaii/l'erpadu Satu Pintu
Kabupaterrlana ut,
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN
TERAPIS WICARA

MODAL DAN PTSP
PRAKTIK TENAGA

TANAH LAUT

DINAS PM DAN PTSP

Nomor SOP 71 /DPMPTSP/2022
Tanggal Pembuatan 6 Juni 2022
Tanggal Revisi 6 Juni 2022

Tanggal Efektif 20 Juni 2022

Disahkan oleh ‘ Pit: Kepala DP.
ODAL D kanupatgyl Laut,
. IJM
H/Hﬂﬁf,‘y , S-Sos, M.Si

4 NIP. "197062171990091001

—
Nama SOP Izin Praktik Tenaga Terapis Wicara

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Resiko ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Di Daerah ;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pekerjaan dan Praktik Terapis
Wicara;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

5. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut..

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;

2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan Izin
Praktik Tenaga Terapis Wicara dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan
ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu
serta kelambanan dalam pelayanan perizinan.

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.




SOP IZIN PRAKTIK TENAGA TERAPIS WICARA

PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS . . . . . Kepala
Pemohon | Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output
Melakukan pendaftaran melalui online/ offline .
.. . K . Berkas permohonan Izin N
secara mandiri atau melalui pendampingan dari . . . Berkas untuk diperiksa
1 . . Praktik Tenaga Terapis 15 - 20 menit
petugas DPMPTSP dengan mengisi data pemohon Wicara kelengkapannya
dan upload persyaratan melalui sistem
Menerima dan memeriksa berkas permohonan Ye
lzin Praktlk. Ter.laga. Terapis W1cara - Jika lengkap Berkas permohonan Izin Berkas permohonan Izin Praktik
Pemohon diberi resi tanda terima dan berkas . . . . .
2 ) . o . Praktik Tenaga Terapis 15 menit Tenaga Terapis Wicara yang
diteruskan ke Back Office, jika tidak lengkap, Tidak ~—— Wi dan Resi dah diperiksa kelenek
berkas dikembalikan ke Pemohon untuk leara dan Rest sudah dipertksa kelengrapannya
dilengkapi
Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas Izin Praktik Berkas permohonan Izin . .
. . . . . Berkas permohonan Izin Praktik
Tenaga Terapis Wicara dengan menyiapkan Praktik Tenaga Terapis . . .
3 o . . 15 menit Tenaga Terapis Wicara yang
berkas dan Surat Pengantar untuk diperiksa oleh Wicara yang sudah L .
: . R sudah diverifikasi
Tim Teknis diperiksa kelengkapannya
Berkas permohonan Izin . .
Mengirimkan berkas bersama surat pengantar | k Praktik Tenaga Terapis . Berkas permo.hon.an Izin Praktik
4 . ) o ) M . 60 menit Tenaga Terapis Wicara , Surat
kepada Tim Teknis untuk diverifikasi Wicara yang sudah
L . Pengantar, BAP
diverifikasi
Memberikan berk honan disertai d. Tk N
emberikan berkas permohonan disertai dengan L Berkas permohonan Izin
rekomendasi persetujuan jika permohonan N . .
. A . s Praktik Tenaga Terapis . Berkas permohonan, BAP dan
5 [disetujui atau rekomendasi menolak jika . 1 hari )
. R .. K Wicara , Surat Pengantar, Rekomendasi
permohonan tidak disetujui yang dituangkan ke BAP
dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
[
Menindaklanjuti hasil BAP dengan membuat draf . . .
6 |1zin Praktik Tenaga Terapis Wicara dan Berkas permohonan, BAP 20 menit Draf Izin Praktik Tenaga Terapis

meneruskannya ke Kabid untuk diparaf

dan Rekomendasi

Wicara




PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS . Kepala
Pemohon | Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output
7 Memaraf Izin Praktik Tenaga Terapis Wicara dan Draf Izin Praktik Tenaga 5 menit Draf Izin Praktik Tenaga Terapis
diteruskan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani Terapis Wicara Wicara yang sudah diparaf
Draf Izin Praktik Tenaga Izin Praktik Tenaga Terapis
s M.enandatanganl Izin Praktik Tenaga Terapis | — | Tf.erapls Wicara yang sudah 5 menit Wicara yang sudah
Wicara diparaf untuk . .
. . ditandatangani
ditandatangani
Meregistrasi, memberikan nomor, dan memberikan Ej 121.n Praktik Tenaga Terapis . 121‘n Praktik Tenaga Te?rap.l S .
9 . X . . Wicara yang sudah 8 menit Wicara yang sudah diregistrasi,
stempel Izin Praktik Tenaga Terapis Wicara . ) o .
ditandatangani diberi nomor, dan stempel
I - - -
Mengarsipkan dan menyerahkan Izin Praktik i;lir;:;;akt;i T:;aga Terapis Izin Praktik Tenaga Terapis
10 |Tenaga Terapis Wicara yang asli ke Front Office .. yang p 8 menit Wicara yang sudah diarsipkan
o diarsipkan dan siap . .
untuk diberikan kepada Pemohon . dan siap diserahkan ke pemohon
diserahkan ke pemohon
l_ . . . . . .
Menyerahkan Izin Praktik Tenaga Terapis Wicara L | 121'n Prakiik Tex'laga Terapis . 121.n Praktik Tex'laga T craps
11 Wicara yang siap 5 menit Wicara yang siap diserahkan ke
kepada Pemohon '
diserahkan ke pemohon pemohon
Menerima Izin Praktik Tenaga Terapis Wicara é Izin Praktik Tenaga Terapis . . .
12 |(Mencetak/memprint Izin Praktik Tenaga Terapis Wicara yang siap 5 menit Izin Praktik Tenaga Terapis

Wicara secara mandiri)

diserahkan ke pemohon

Wicara yang diterima pemohon




TANAH LAUT

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 72 /DPMPTSP/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN TENAGA KERJA OKUPASI TERAPIS

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang

Mengingat

: 1.

KABUPATEN TANAH LAUT,

a. bahwa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut Nomor
93/DPMPTSP/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Izin
Praktek dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan sudah tidak sesuai

dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah
Laut tentang Standar Operasional Prosedur Izin Tenaga Kerja

Okupasi Terapis;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah
Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun
1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Momor 9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia 6389);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Repiublik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

Peraturan  Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6618);



9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Okupasi Terapis (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 656);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1956);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan;

15. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut tentang Standar Operasional

Prosedur 1zin Tenaga Kerja Okupasi Terapis.

: Format Standar Operasional Prosedur Izin Tenaga Kerja Okupasi Terapis

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 20 Juni 2022

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan:PelayananTerpadu Satu Pintu
Kabupaten Tan ut,

NTU L]

(7
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

TENTANG STANDAR OPERASIONAL
OKUPASI TERAPIS

PROSEDUR IZIN TENAGA KERJA

TANAH LAUT

DINAS PM DAN PTSP

Nomor SOP 72 /DPMPTSP/2022

Tanggal Pembuatan 6 Juni 2022

Tanggal Revisi 6 Juni 2022 1 4
Tanggal Efektif 20 Juni 2022 5

Disahkan oleh

i Y

Nama SOP Izin Tenaga Kerja Ok

Pit. Kepala DPMETSP
Ka t)u,paag_r.x-i F Laut,

TERPAD o’
ADU SATU PN _F,.--'/
}ﬁ%‘% AES S.Sos, M.Si
e, 197002171990091001

pasi Terapis

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

Berbasis Resiko ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

Di Daerah ;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan

dan Praktik Okupasi Terapis;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

5. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut..

sasaran dan tepat waktu.

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;
2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;
3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan Izin
Tenaga Kerja Okupasi Terapis dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan
ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu

serta kelambanan dalam pelayanan perizinan.

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;

3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.




SOP IZIN TENAGA KERJA OKUPASI TERAPIS

PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS . . . . . Kepala
Pemohon | Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output
Melakukan pendaftaran melalui online/ offline .
.. . K . Berkas permohonan Izin N
secara mandiri atau melalui pendampingan dari . R . Berkas untuk diperiksa
1 . . Tenaga Kerja Okupasi 15 - 20 menit
petugas DPMPTSP dengan mengisi data pemohon Terapis kelengkapannya
dan upload persyaratan melalui sistem P
Menerima dan memeriksa berkas permohonan Ye
lzin Tenaga. Ker.Ja O.kupas1 Te1japls - Jika lengkap Berkas permohonan Izin Berkas permohonan Izin Tenaga
Pemohon diberi resi tanda terima dan berkas . . . . . .
2 ) . o . Tenaga Kerja Okupasi 15 menit Kerja Okupasi Terapis yang
diteruskan ke Back Office, jika tidak lengkap, Tidak ~—— T s dan Resi dah diperiksa kelenek
berkas dikembalikan ke Pemohon untuk erapis can Rest sudah dipertksa kelengrapannya
dilengkapi
Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas Izin Tenaga Berkas permohonan Izin .
. X . . . . Berkas permohonan Izin Tenaga
Kerja Okupasi Terapis dengan menyiapkan berkas Tenaga Kerja Okupasi . . . .
3 . . . 15 menit Kerja Okupasi Terapis yang
dan Surat Pengantar untuk diperiksa oleh Tim Terapis yang sudah o .
; . sudah diverifikasi
Teknis diperiksa kelengkapannya
Berkas permohonan Izin .
Mengirimkan berkas bersama surat pengantar | k Tenaga Kerja Okupasi . Berkas permo.h onan .Izln Tenaga
4 . ) o ) M . 60 menit Kerja Okupasi Terapis , Surat
kepada Tim Teknis untuk diverifikasi Terapis yang sudah
L . Pengantar, BAP
diverifikasi
Memberikan berk honan disertai d. Tk N
emberikan berkas permohonan disertai dengan L Berkas permohonan Izin
rekomendasi persetujuan jika permohonan N . .
. .. . . Tenaga Kerja Okupasi . Berkas permohonan, BAP dan
5 [disetujui atau rekomendasi menolak jika . 1 hari )
. R .. K Terapis , Surat Pengantar, Rekomendasi
permohonan tidak disetujui yang dituangkan ke BAP
dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
[
Menindaklanjuti hasil BAP dengan membuat draf . . .
6 |lzin Tenaga Kerja Okupasi Terapis dan Berkas permohonan, BAP 20 menit Draf Izin Tenaga Kerja Okupasi

meneruskannya ke Kabid untuk diparaf

dan Rekomendasi

Terapis




PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS
Pemohon | Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid I:)eii:l: Kelengkapan Waktu Output
7 Memaraf Izin Tenaga Kerja Okupasi Terapis dan Draf Izin Tenaga Kerja 5 menit Draf Izin Tenaga Kerja Okupasi
diteruskan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani Okupasi Terapis Terapis yang sudah diparaf
Draf Izin Tenaga Kerja . . .
s Menandatangani Izin Tenaga Kerja Okupasi | — | Okupasi Terapis yang 5 it ’II‘zm T(lenaga Kerja:iOli{u past
Terapis sudah diparaf untuk ment Srapls yang suda
. . ditandatangani
ditandatangani
. . . . | | Izin Tenaga Kerja Okupasi Izin Tenaga Kerja Okupasi
9 Mereglstra@, memberlka}n nomor, d an m(?mberlkan Terapis yang sudah 8 menit Terapis yang sudah diregistrasi,
stempel [zin Tenaga Kerja Okupasi Terapis ditandatangani diberi nomor, dan stempel
—
. . . Ij Izin Tenaga Kerja Okupasi . . .
Mengarsipkan dan menyerahkan Izin Tenaga Kerja Terapis vane sia Izin Tenaga Kerja Okupasi
10 [Okupasi Terapis yang asli ke Front Office untuk diarspi Kk ;’n dgan siz 8 menit Terapis yang sudah diarsipkan
diberikan kepada Pemohon diseralilkan ke pemI?)hon dan siap diserahkan ke pemohon
. . . . | | Izin Tenaga Kerja Okupasi Izin Tenaga Kerja Okupasi
11 reenayg;‘a; 1::}115:1 Tenaga Kerja Okupasi Terapis Terapis yang siap 5 menit Terapis yang siap diserahkan ke
P diserahkan ke pemohon pemohon
Menerima Izin Tenaga Kerja Okupasi Terapis é Izin Tenaga Kerja Okupasi . . .
12 |(mencetak/memprint Izin Tenaga Kerja Okupasi Terapis yang siap 5 menit Izin Tenaga Kerja Okupasi

Terapis secara mandiri)

diserahkan ke pemohon

Terapis yang diterima pemohon




TANAH LAUT

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 73 /DPMPTSP/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN KERJA REKAM MEDIS

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang

Mengingat

: 1.

KABUPATEN TANAH LAUT,

a. bahwa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut Nomor
93/DPMPTSP/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Izin
Praktek dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan sudah tidak sesuai

dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah
Laut tentang Standar Operasional Prosedur Izin Kerja Rekam

Medis;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah
Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun
1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Momor 9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia 6389);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Repiublik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

Peraturan  Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6618);



9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 1128);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1956);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan;

15. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut tentang Standar Operasional

Prosedur Izin Kerja Rekam Medis.

: Format Standar Operasional Prosedur Izin Kerja Rekam Medis

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 20 Juni 2022

Plt. Kep&aia Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanaii/l'erpadu Satu Pintu
Kabupaterrlana ut,

S0

| /ﬁ’ ;/,’."?

S H! HAIRUL RIJAL



LAMPIRAN
KEPUTUSAN

KEPALA DINAS

PENANAMAN MODAL DAN PTSP

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN KERJA REKAM MEDIS

TANAH LAUT

DINAS PM DAN PTSP

Nomor SOP

73 /DPMPTSP/2022

Tanggal Pembuatan

6 Juni 2022

Tanggal Revisi

6 Juni 2022

Tanggal Efektif

20 Juni 2022

Disahkan oleh

PIC. Kepalz DP
ODAL DAN Kabup_a;gp-’ Laut,
¥ 3 f .
My‘ L, S.Sos, M.Si

L -NIP. T 197002171990091001

Nama SOP

N TAH T

e
Izin Kerja Rekam Medis

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

Berbasis Resiko ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

Di Daerah ;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan

Perekam Medis;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

5. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut..

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;

2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan Izin

Kerja Rekam Medis dan jika tidak dilaksanakan

akan mengakibatkan

ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu

serta kelambanan dalam pelayanan perizinan.

1. Dokumentasi produk perizinan
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.




SOP IZIN KERJA REKAM MEDIS

PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS , , . . . Kepala
Pemohon | Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output

Melakukan pendaftaran melalui online/ offline
1 |secara mandiri atau melalui pendampingan dari Berkas permohonan Izin 15 - 20 menit Berkas untuk diperiksa

petugas DPMPTSP dengan mengisi data pemohon Kerja Rekam Medis kelengkapannya

dan upload persyaratan melalui sistem

Ya

Menerima dan memeriksa berkas permohonan

Izin Kerja Rekam Medis . Jika lengkap Pemohon /\ Berkas permohonan Izin Berkas permohonan Izin Kerja
2 |diberi resi tanda terima dan berkas diteruskan ke \/ Kerja Rekam Medis dan 15 menit Rekam Medis yang sudah

Back Office, jika tidak lengkap, berkas Tidak Resi diperiksa kelengkapannya

dikembalikan ke Pemohon untuk dilengkapi

. . . . . . . Berkas permohonan Izin . .
Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas Izin Kerja . . Berkas permohonan Izin Kerja
. . Kerja Rekam Medis yang . .
3 |Rekam Medis dengan menyiapkan berkas dan - 15 menit Rekam Medis yang sudah
L . . sudah diperiksa N .
Surat Pengantar untuk diperiksa oleh Tim Teknis diverifikasi
kelengkapannya

Mengirimkan berkas bersama surat pengantar Eﬂ Berkas permohongn Izin . Berkas pern.lohonan Izin Kerja
4 . . L. - M Kerja Rekam Medis yang 60 menit Rekam Medis , Surat Pengantar,

kepada Tim Teknis untuk diverifikasi . .

sudah diverifikasi BAP
Tidak Ya

Memberikan berkas permohonan disertai dengan />

r(?kom'en'dam persetujuan J%ka permo}}'onan ’\ Ber.kas permohon?n Izin ' Berkas permohonan, BAP dan
5 |disetujui atau rekomendasi menolak jika Kerja Rekam Medis , Surat 1 hari Rekomendasi

permohonan tidak disetujui yang dituangkan ke Pengantar, BAP

dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

[

Menindaklanjuti hasil BAP dengan membuat draf Berkas permohonan. BAP

6 |Izin Kerja Rekam Medis dan meneruskannya ke p ’ 20 menit Draf Izin Kerja Rekam Medis

Kabid untuk diparaf

dan Rekomendasi




PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS . . Kepala
Pemohon | Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output
7 Memaraf Izin Kerja Rekam Medis dan diteruskan Draf Izin Kerja Rekam 5 menit Draf Izin Kerja Rekam Medis
ke Kepala Dinas untuk ditandatangani Medis yang sudah diparaf
— Draf Izin Kerja Rekam . . .
8 [Menandatangani Izin Kerja Rekam Medis 1 | Medis yang sudah diparaf 5 menit lzin KerJ.a Rekam Med.ls yang
. R sudah ditandatangani
untuk ditandatangani
Meregistrasi, memberikan nomor, dan memberikan Ej Izin Kerja Rekam Medis . lzin Kerj.a Rq.:kam .Me.dls .y ang
9 . . . . . 8 menit sudah diregistrasi, diberi nomor,
stempel Izin Kerja Rekam Medis yang sudah ditandatangani
dan stempel
—
. . . Ij Izin Kerja Rekam Medis . . .
Mengarsipkan dan menyerahkan Izin Kerja Rekam ane siap diarsipkan dan Izin Kerja Rekam Medis yang
10 |Medis yang asli ke Front Office untuk diberikan y4 g . p P 8 menit sudah diarsipkan dan siap
siap diserahkan ke .
kepada Pemohon diserahkan ke pemohon
pemohon
l_ . . .
Menyerahkan Izin Kerja Rekam Medis kepada lzin Kega R? kam Medis . Izin Kerja Rekam Medis yang
11 yang siap diserahkan ke 5 menit . .
Pemohon siap diserahkan ke pemohon
pemohon
Menerima Izin Kerja Rekam Medis (¢ ) Izin Kerja Rekam Medis Izin Keria Rekam Medis van
12 |(mencetak/memprint Izin Kerja Rekam Medis yang siap diserahkan ke 5 menit J yang

secara mandiri)

pemohon

diterima pemohon




TANAH LAUT

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 74 /DPMPTSP/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PRAKTIK PERAWAT

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang

Mengingat

: 1.

KABUPATEN TANAH LAUT,

a. bahwa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut Nomor
93/DPMPTSP/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Izin
Praktek dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan sudah tidak sesuai

dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah

Laut tentang Standar Operasional Prosedur Izin Praktik Perawat;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah
Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun
1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Momor 9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia 6389);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Repiublik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

Peraturan  Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6618);



9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita

Negara Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014
tentang Keperawatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 912);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1956);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan;

15. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut tentang Standar Operasional

Prosedur Izin Praktik Perawat.

: Format Standar Operasional Prosedur Izin Praktik Perawat sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Keputusan ini.



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 20 Juni 2022

Plt. Kepala Binas Penanaman Modal
dan' Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten' Tan aut,

vy L 21

=4 HH AIRUL RIJAL



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PRAKTIK PERAWAT

TANAH LAUT

DINAS PM DAN PTSP

Nomor SOP 74 /DPMPTSP/2022
Tanggal Pembuatan 6 Juni 2022
Tanggal Revisi 6 Juni 2022

Tanggal Efektif

20 Juni 2022 .

Disahkan oleh

Plt. Kepala I PMPT
“labupaten Te s
1 P e ’_,..a'
N & ) ‘_,.-"‘H_,...--"'
P —
H. HAL K/ L858, M.Si

. 1970%7199009 1001

Nama SOP

Y »
Izin Praktik Perawat’

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

Berbasis Resiko ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

Di Daerah ;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;

5. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut..

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;

2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan Izin
Praktik Perawat dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian,

ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan

kelambanan dalam pelayanan perizinan.

waktu

serta

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.




SOP IZIN PRAKTIK PERAWAT

PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS , , . . . Kepala
Pemohon | Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output
Melakukan pendaftaran melalui online/ offline
1 |secara mandiri atau melalui pendampingan dari Berkas permohonan Izin 15 - 20 menit Berkas untuk diperiksa
petugas DPMPTSP dengan mengisi data pemohon Praktek Perawat kelengkapannya
dan upload persyaratan melalui sistem
Ya
Menerima dan memeriksa berkas permohonan
Izin Praktik Perawat. Jika lengkap Pemohon diberi . Berkas permohonan Izin Praktek
. . . Berkas permohonan Izin . L
2 |resi tanda terima dan berkas diteruskan ke Back \/ Praktek Perawat dan Resi 15 menit Perawat yang sudah diperiksa
Office, jika tidak lengkap, berkas dikembalikan ke Tidak kelengkapannya
Pemohon untuk dilengkapi
Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas Izin | | Berkas permohonan Izin .
. Praktek Perawat yang . Berkas permohonan Izin Praktek
3 |Praktek Perawat dengan menyiapkan berkas dan L 15 menit - .
. . . sudah diperiksa Perawat yang sudah diverifikasi
Surat Pengantar untuk diperiksa oleh Tim Teknis
kelengkapannya
.. L Berkas permohonan Izin .
Mengirimkan berkas bersama surat pengantar | . Berkas permohonan Izin Praktek
4 . ) s : N Praktek Perawat yang 60 menit
kepada Tim Teknis untuk diverifikasi L . Perawat, Surat Pengantar, BAP
sudah diverifikasi
Tidak Ya
Memberikan berkas permohonan disertai dengan />
r(?kom'en'dam persetujuan J%ka permo}}'onan ’\ Berkas permohonan Izin ' Berkas permohonan, BAP dan
5 |disetujui atau rekomendasi menolak jika Praktek Perawat, Surat 1 hari Rekomendasi
permohonan tidak disetujui yang dituangkan ke Pengantar, BAP
dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
[
Menindaklanjuti hasil BAP dengan membuat draf Berkas permohonan. BAP
6 |Izin Praktik Perawat dan meneruskannya ke Kabid p ’ 20 menit Draf Izin Praktek Perawat

untuk diparaf

dan Rekomendasi




PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS . . . . . Kepala
Pemohon Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output
7 Memaraf .Izm Praktik Perawat dan c.hteruskan ke Draf Izin Praktek Perawat 5 menit Draf Izm. Praktek Perawat yang
Kepala Dinas untuk ditandatangani sudah diparaf
— Draf Izin Praktek Perawat .
8 [Menandatangani Izin Praktik Perawat 1 | yang sudah diparaf untuk 5 menit Iz.1n Praktek Pe.rawat yang sudah
. - ditandatangani
ditandatangani
Meregistrasi, memberikan nomor, dan memberikan Ej Izin Praktek Perawat yang . I;ln P?rakte}{ Rerawat yang sudah
9 . X . f 8 menit diregistrasi, diberi nomor, dan
stempel Izin Praktik Perawat sudah ditandatangani
stempel
I
Mengarsipkan dan menyerahkan Izin Praktik Izin Praktek Perawat yang Izin Praktek Perawat yang sudah
10 [Perawat yang asli ke Front Office untuk diberikan siap diarsipkan dan siap 8 menit diarsipkan dan siap diserahkan
kepada Pemohon diserahkan ke pemohon ke pemohon
'_ .
Menyerahkan Izin Praktik Perawat kepada Iz.m Pr'aktek Perawat yang . Izin Praktek Perawat yang siap
11 siap diserahkan ke 5 menit .
Pemohon diserahkan ke pemohon
pemohon
Menerima Izin Praktik Perawat é Izin Praktek Perawat yang Izin Praktek Perawat van
12 |(mencetak/memprint Izin Praktek Perawat secara siap diserahkan ke 5 menit yang

mandiri)

pemohon

diterima pemohon




TANAH LAUT

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 75 /DPMPTSP/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang

Mengingat

: 1.

KABUPATEN TANAH LAUT,

a. bahwa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut Nomor
93/DPMPTSP/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Izin
Praktek dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan sudah tidak sesuai

dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah
Laut tentang Standar Operasional Prosedur Izin Praktik Tenaga

Teknis Kefarmasian;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah
Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun
1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Momor 9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia 6389);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Repiublik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);

. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang
Pekerjaan Kefarmasian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5044);

Peraturan  Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012);

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan
Izin Kerja Tenaga Kefarmasian (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 1137);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1956);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

15. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan;

16. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

MEMUTUSKAN
Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut tentang Standar Operasional

Prosedur Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian.



KEDUA : Format Standar Operasional Prosedur Izin Praktik Tenaga Teknis
Kefarmasian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 20 Juni 2022

Plt. Kepala.Dinas Penanaman Modal
dan Pelayarian Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Tﬁﬁ Laut,

H. HAIRUL RIJAL



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN
TEKNIS KEFARMASIAN

MODAL DAN

TANAH LAUT

DINAS PM DAN PTSP

Nomor SOP 75 /DPMPTSP/2022
Tanggal Pembuatan 6 Juni 2022
Tanggal Revisi 6 Juni 2022

PTSP
PRAKTIK TENAGA

Tanggal Efektif 20 Juni 2022

Disahkan oleh Pl Vnr\a DPMPT.
hau.ﬂ,c‘henf t,
KIJ .fs'%a si

H. HA
g NP, 127002171990091001
Nama SOP Izin Praktik Tanagq T'ekms Kctarmasian

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian ;

. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Resiko ;

. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Di Daerah ;

. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V /2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan
Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut..

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;
2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

sasaran dan tepat waktu.

3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan Izin

Praktik Tenaga Teknis
mengakibatkan

Kefarmasian
ketidakpastian,

dan jika

ketidaktransparanan,

tidak dilaksanakan

ketidaksinkronan

ketidaktepatan waktu serta kelambanan dalam pelayanan perizinan.

akan
dan

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.




SOP IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN

PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS . . . . . Kepala
Pemohon | Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output
Melakukan pendaftaran melalui online/ offline .
.. . K . Berkas permohonan Izin N
secara mandiri atau melalui pendampingan dari . . . Berkas untuk diperiksa

1 . . Praktik Tenaga Teknis 15 - 20 menit

petugas DPMPTSP dengan mengisi data pemohon . kelengkapannya
> Kefarmasian
dan upload persyaratan melalui sistem
Menerima dan memeriksa berkas permohonan Ye
lzin Praktik Tenaga .Tek.n 1S I.{efarmasm.n. Jika Berkas permohonan Izin Berkas permohonan Izin Praktik
lengkap Pemohon diberi resi tanda terima dan . . . . .

2 . .. . Praktik Tenaga Teknis 15 menit Tenaga Teknis Kefarmasian yang
berkas diteruskan ke Back Office, jika tidak Tidak \/ Kefarmasian dan Resi sudah diperiksa kelengkapannya
lengkap, berkas dikembalikan ke Pemohon untuk P ERapaniy
dilengkapi
Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas Izin Praktik Berkas permohonan Izin . .

- . . . . Berkas permohonan Izin Praktik
Tenaga Teknis Kefarmasian dengan menyiapkan Praktik Tenaga Teknis . . .
3 L . 15 menit Tenaga Teknis Kefarmasian yang
berkas dan Surat Pengantar untuk diperiksa oleh Kefarmasian yang sudah . .
; . . sudah diverifikasi
Tim Teknis diperiksa kelengkapannya
Berkas permohonan Izin . .
Mengirimkan berkas bersama surat pengantar | k Praktik Tenaga Teknis . Berkas permF)honan Izln.Praktlk
4 . . L - N . 60 menit Tenaga Teknis Kefarmasian,
kepada Tim Teknis untuk diverifikasi Kefarmasian yang sudah
L . Surat Pengantar, BAP
diverifikasi
Memberikan berk honan disertai d. Tk N
Memberian bras permobonen dierl dengen <> Besas permononan i
. .. N J J. P .. /\ Praktik Tenaga Teknis . Berkas permohonan, BAP dan
5 [disetujui atau rekomendasi menolak jika - 1 hari )
. R .. K Kefarmasian, Surat Rekomendasi
permohonan tidak disetujui yang dituangkan ke Pengantar. BAP
dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) g ’
I__l
Menindaklanjuti hasil BAP dengan membuat draf . . .
6 |1zin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian dan Berkas permohonan, BAP 20 menit Draf Izin Praktik Tenaga Teknis

meneruskannya ke Kabid untuk diparaf

dan Rekomendasi

Kefarmasian




PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS
Pemohon | Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid I:)eii:l: Kelengkapan Waktu Output
Mema.raf lzin Praktik Tenagg Teknis Kefarmasian Draf Izin Praktik Tenaga . Draf Izin Praktik Tenaga Teknis
7 |dan diteruskan ke Kepala Dinas untuk . . 5 menit . .
. . Teknis Kefarmasian Kefarmasian yang sudah diparaf
ditandatangani
Draf Izin Praktik Tenaga . . .
s Menandatangani Izin Praktik Tenaga Teknis | — | Teknis Kefarmasian yang 5 menit IKz;?aerIrna:St;:nTe:sgasggl;ﬁls
Kefarmasian sudah diparaf untuk . yang
. . ditandatangani
ditandatangani
. . . . Ej Izin Praktik Tenaga Teknis lzin Prakt'l k Tenaga Teknis
9 Meregistrasi, memberikan nomor, dan memberikan Kefarmasian vane sudah 8 menit Kefarmasian yang sudah
stempel Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian ditandatan ai i g diregistrasi, diberi nomor, dan
g stempel
—
Mengarsipkan dan menverahkan Izin Praktik Ij Izin Praktik Tenaga Teknis Izin Praktik Tenaga Teknis
garsipal v . Kefarmasian yang siap . Kefarmasian yang sudah
10 |Tenaga Teknis Kefarmasian yang asli ke Front N ; 8 menit N ; .
. - diarsipkan dan siap diarsipkan dan siap diserahkan
Office untuk diberikan kepada Pemohon diserahkan ke pemohon ke pemohon
Menverahkan Izin Praktik Tenaga Teknis [ | Izin Praktik Tenaga Teknis Izin Praktik Tenaga Teknis
11 Ke faimasian Kkepada Pemohon g Kefarmasian yang siap 5 menit Kefarmasian yang siap
P diserahkan ke pemohon diserahkan ke pemohon
Menerima Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian é Izin Praktik Tenaga Teknis Izin Praktik Tenaga Teknis
12 |(mencetak/memprint Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian yang siap 5 menit Kefarmasian yang diterima

Kefarmasian secara mandiri)

diserahkan ke pemohon

pemohon




o PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 76 /DPMPTSP/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PRAKTIK APOTEKER

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT,

Menimbang : a.bahwa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut Nomor
93/DPMPTSP/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Izin
Praktek dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan sudah tidak sesuai
dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah
Laut tentang Standar Operasional Prosedur Izin Praktik

Apoteker;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah
Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun
1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Momor 9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia 6389);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Repiublik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang
Pekerjaan Kefarmasian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5044);

Peraturan  Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012);

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan
Izin Kerja Tenaga Kefarmasian (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 1137);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1956);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

15. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan;

16. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

MEMUTUSKAN
Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut tentang Standar Operasional

Prosedur Izin Praktik Apoteker.



KEDUA : Format Standar Operasional Prosedur Izin Praktik Apoteker sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 20 Juni 2022

Plt. Kepada Dinas Penanaman Modal
dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu
KahupatenTa aut,

R
e

H+-HAIRUL RIJAL

=



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PRAKTIK APOTEKER

TANAH LAUT

DINAS PM DAN PTSP

Nomor SOP 76 /DPMPTSP/2022
Tanggal Pembuatan 6 Juni 2022

Tanggal Revisi 6 Juni 2022 CAH K
Tanggal Efektif 20 Juni 2022

Disahkan oleh , _PIL. chalg DP.
ODAL D Kabu_pa;t’:p-' Laut,
4 t___,.‘?'
}1@{ L, S.Sos, M.Si

s NIP T 197002171990091001

e A

Nama SOP Izin Praktik AEothe:’

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Resiko ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Di Daerah ;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V /2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan
Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

6. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;

2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan Izin
Praktik Apoteker dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian,
ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu serta
kelambanan dalam pelayanan perizinan.

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.




SOP IZIN PRAKTIK APOTEKER

PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS . . . . . Kepala
Pemohon | Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output
Melakukan pendaftaran melalui online/ offline
1 |secara mandiri atau melalui pendampingan dari Berkas permohonan Izin 15 - 20 menit Berkas untuk diperiksa
petugas DPMPTSP dengan mengisi data pemohon Praktik Apoteker kelengkapannya
dan upload persyaratan melalui sistem
Ya
Menerima dan memeriksa berkas permohonan
Izin Praktik Apoteker. Jika lengkap Pemohon diberi . Berkas permohonan Izin Praktik
. - . Berkas permohonan Izin . N
2 |resi tanda terima dan berkas diteruskan ke Back \/ Praktik Apoteker dan Resi 15 menit Apoteker yang sudah diperiksa
Office, jika tidak lengkap, berkas dikembalikan ke Tidak P kelengkapannya
Pemohon untuk dilengkapi
. s . . . . . Berkas permohonan Izin
Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas Izin Praktik . . .
. Praktik Apoteker yang . Berkas permohonan Izin Praktik
3 |Apoteker dengan menyiapkan berkas dan Surat . 15 menit - .
L. . . sudah diperiksa Apoteker yang sudah diverifikasi
Pengantar untuk diperiksa oleh Tim Teknis
kelengkapannya
.. L Berkas permohonan Izin . .
Mengirimkan berkas bersama surat pengantar | . . Berkas permohonan Izin Praktik
4 . ) s : N Praktik Apoteker yang 60 menit
kepada Tim Teknis untuk diverifikasi L ; Apoteker, Surat Pengantar, BAP
sudah diverifikasi
Tidak Ya
Memberikan berkas permohonan disertai dengan />
r(?kom'en'dam persetujuan J%ka permo}}'onan ’\ Berka's permohonan Izin ' Berkas permohonan, BAP dan
5 |disetujui atau rekomendasi menolak jika Praktik Apoteker, Surat 1 hari Rekomendasi
permohonan tidak disetujui yang dituangkan ke Pengantar, BAP
dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
[
Menindaklanjuti hasil BAP dengan membuat draf Berkas permohonan. BAP
6 |Izin Praktik Apoteker dan meneruskannya ke p ’ 20 menit Draf Izin Praktik Apoteker

Kabid untuk diparaf

dan Rekomendasi




PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS s s Kepala
Pemohon Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output
7 Memaraf .Izm Praktik Apoteker dan .dlteruskan ke Draf Izin Praktik Apoteker 5 menit Draf Izm. Praktik Apoteker yang
Kepala Dinas untuk ditandatangani sudah diparaf
— Draf Izin Praktik Apoteker . .
8 [Menandatangani Izin Praktik Apoteker 1 | yang sudah diparaf untuk 5 menit Iz.1n Praktik Ap.oteker yang sudah
. - ditandatangani
ditandatangani
Meregistrasi, memberikan nomor, dan memberikan Ej Izin Praktik Apoteker yang . I;ln Praktﬂ.( A}.aotek er yang sudah
9 . X . h 8 menit diregistrasi, diberi nomor, dan
stempel Izin Praktik Apoteker sudah ditandatangani
stempel
1
Mengarsipkan dan menyerahkan Izin Praktik Izin Praktik Apoteker yang Izin Praktik Apoteker yang sudah
10 [Apoteker yang asli ke Front Office untuk diberikan siap diarsipkan dan siap 8 menit diarsipkan dan siap diserahkan
kepada Pemohon diserahkan ke pemohon ke pemohon
l_ . .
Menyerahkan Izin Praktik Apoteker kepada g Iz.m Pr'aktlk Apoteker yang . Izin Praktik Apoteker yang siap
11 siap diserahkan ke 5 menit .
Pemohon diserahkan ke pemohon
pemohon
Menerima Izin Praktik Apoteker é Izin Praktik Apoteker yang . .
12 [(mencetak/memprint Izin Praktik Apoteker secara siap diserahkan ke 5 menit Izin Praktik Apoteker yang

mandiri)

pemohon

diterima pemohon




o PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 77 /DPMPTSP/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PRAKTIK AHLI TEKNOLOGI
LABORATORIUM MEDIK

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT,

Menimbang : a.bahwa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut Nomor
93/DPMPTSP/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Izin
Praktek dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan sudah tidak sesuai

dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah
Laut tentang Standar Operasional Prosedur Izin Praktik Ahli

Teknologi Laboratorium Medik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah
Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun
1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Momor 9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820);



Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia 6389);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Repiublik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan  Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

Peraturan  Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6618);



9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita

Negara Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Izin
dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 867);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1956);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan;

15. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut tentang Standar Operasional

Prosedur Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik.

: Format Standar Operasional Prosedur Izin Praktik Ahli Teknologi

Laboratorium Medik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 20 Juni 2022

Plt. Kepaia Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanaii/l'erpadu Satu Pintu
Kabupaterrlana ut,

S0

| /ﬁ’ ;/,’."?

S H! HAIRUL RIJAL



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PRAKTIK
TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK

TANAH LAUT

DINAS PM DAN PTSP

PTSP
AHLI

Nomor SOP 77 /DPMPTSP/2022
Tanggal Pembuatan 6 Juni 2022
Tanggal Revisi 6 Juni 2022

Tanggal Efektif 20 Juni 2022

Disahkan oleh KPI“L. ch:lth
ODAL D Kapupatzp- h Laut,
PADU 8 N, %
-
Mj}‘ﬂ’ L, S.Sos, M.Si

o -NIP."197002171990091001

O AT W

Nama SOP Izin Praktik Ahli Teknologl Laboratorium Medik

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Resiko ;

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;
2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
Di Daerah ; sasaran dan tepat waktu.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan
Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut..
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan Izin
Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik dan jika tidak dilaksanakan akan

mengakibatkan

ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan

ketidaktepatan waktu serta kelambanan dalam pelayanan perizinan.

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.




SOP IZIN PRAKTIK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK

PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS . Kepala
Pemohon | Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output
Melakukan pendaftaran melalui online/ offline .
.. . K . Berkas permohonan Izin N
secara mandiri atau melalui pendampingan dari . . . . Berkas untuk diperiksa
1 . . Praktik Ahli Teknologi 15 - 20 menit
petugas DPMPTSP dengan mengisi data pemohon R . kelengkapannya
> Laboratorium Medik
dan upload persyaratan melalui sistem
Menerima dan memeriksa berkas permohonan Ye
Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik. Berkas permohonan Izin Berkas permohonan Izin Praktik
9 Jika lengkap Pemohon diberi resi tanda terima dan /\ Praktik Ahli Teknologi 15 menit Ahli Teknologi Laboratorium
berkas diteruskan ke Back Office, jika tidak Tidak ~—— Laboratorium Medik dan Medik yang sudah diperiksa
lengkap, berkas dikembalikan ke Pemohon untuk Resi kelengkapannya
dilengkapi
. L . . . . . Berkas permohonan Izin
Mel'nndaklanj'utl hasil ve'r ifikasi b.e rkas lzin Praktik | | Praktik Ahli Teknologi Berkas permohonan Izin Praktik
Ahli Teknologi Laboratorium Medik dengan R . . . . .
3 . Laboratorium Medik yang 15 menit Ahli Teknologi Laboratorium
menyiapkan berkas dan Surat Pengantar untuk .. . o .
L . . sudah diperiksa Medik yang sudah diverifikasi
diperiksa oleh Tim Teknis
kelengkapannya
Berkas permohonan Izin . .
Mengirimkan berkas bersama surat pengantar | k Praktik Ahli Teknologi . Befk as permqhonan Izln. Praktik
4 . ) s : N R . 60 menit Ahli Teknologi Laboratorium
kepada Tim Teknis untuk diverifikasi Laboratorium Medik yang .
S . Medik, Surat Pengantar, BAP
sudah diverifikasi
Memberikan berk honan disertai d ek §
im erldan. er! ats }')erm(?'konan 1s}elr ai dengan /> Berkas permohonan Izin
rexomencasi persetujuan Jixa permononar TN Praktik Ahli Teknologi . Berkas permohonan, BAP dan
5 [disetujui atau rekomendasi menolak jika R . 1 hari )
. R .. K Laboratorium Medik, Surat Rekomendasi
permohonan tidak disetujui yang dituangkan ke Pengantar. BAP
dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) g ’
[
Menindaklanjuti hasil BAP dengan membuat draf . . . .
6 |Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik Berkas permohonan, BAP 20 menit Draf Izin Praktik Ahli Teknologi

dan meneruskannya ke Kabid untuk diparaf

dan Rekomendasi

Laboratorium Medik




PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS . Kepala
Pemohon | Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output
Memaraf Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Draf Izin Praktik Ahli Draf Izin Praktik Ahli Teknologi
7 [Medik dan diteruskan ke Kepala Dinas untuk Teknologi Laboratorium 5 menit Laboratorium Medik yang sudah
ditandatangani Medik diparaf
Draf Izin Praktik Ahli . . . .
s Menandatangani Izin Praktik Ahli Teknologi | — | Teknologi Laboratorium 5 it LZIE Pratktl-k Ahl\lli ’I(‘;fl}:nOIOgl dah
Laboratorium Medik Medik yang sudah diparaf ment avoratorium Weclk yang suca
. X ditandatangani
untuk ditandatangani
Meregistrasi, memberikan nomor, dan memberikan | | Izin Praktik Ahli Teknologi lzin Praktl.k Ahli Te:knologl
. K . . . R . . Laboratorium Medik yang sudah
9 |stempel Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Laboratorium Medik yang 8 menit o R
. . g diregistrasi, diberi nomor, dan
Medik sudah ditandatangani
stempel
—
. . . . Ij Izin Praktik Ahli Teknologi Izin Praktik Ahli Teknologi
Mengarsipkan dan menyerahkan Izin Praktik Ahli R . R .
B . . . Laboratorium Medik yang . Laboratorium Medik yang sudah
10 |Teknologi Laboratorium Medik yang asli ke Front . . . 8 menit L . )
. o siap diarsipkan dan siap diarsipkan dan siap diserahkan
Office untuk diberikan kepada Pemohon .
diserahkan ke pemohon ke pemohon
— Izin Praktik Ahli Teknologi . . : .
Menyerahkan Izin Praktik Ahli Teknologi L | Laboratorium Medik yang . lzin Prakt%k Ahli Tc?knologl .
11 . . . . 5 menit Laboratorium Medik yang siap
Laboratorium Medik kepada Pemohon siap diserahkan ke .
diserahkan ke pemohon
pemohon
Menerima Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium | € ) %;E;;ilggﬁnﬁhﬁ;ﬁtnzzgl Izin Praktik Ahli Teknologi
12 |Medik (mencetak/memprint Izin Praktik Ahli yang 5 menit Laboratorium Medik yang

Teknologi Laboratorium Medik secara mandiri)

siap diserahkan ke
pemohon

diterima pemohon




TANAH LAUT

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 78 /DPMPTSP/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang

Mengingat

: 1.

KABUPATEN TANAH LAUT,

a. bahwa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut Nomor
93/DPMPTSP/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Izin
Praktek dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan sudah tidak sesuai

dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah
Laut tentang Standar Operasional Prosedur Izin Praktik Terapis

Gigi dan Mulut;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah
Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun
1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Momor 9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia 6389);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Repiublik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6618);



9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita

Negara Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin
dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 889);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1956);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan;

15. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut tentang Standar Operasional

Prosedur Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut.

: Format Standar Operasional Prosedur Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 20 Juni 2022

Plt. Kepaia Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupater: T %aut,

7 H."HAIRUL RIJAL



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PRAKTIK TERAPIS

GIGI DAN MULUT

TANAH LAUT

DINAS PM DAN PTSP

Nomor SOP 78 /DPMPTSP/2022
Tanggal Pembuatan 6 Juni 2022
Tanggal Revisi 6 Juni 2022

Tanggal Efektif

20 Juni 2022 7,

Disahkan oleh

Plt_Kepzla LPMPT
fabligdten Ta) t,

A
TJ/
73

HWI pf€sek, M.si
: 19706%1.71990091001

Nama SOP

= S
P -
Izin Praktik Terdpic-Gigi dan Mulut

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

Berbasis Resiko ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

Di Daerah ;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan

Praktik Terapis Gigi dan Mulut;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

5. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut..

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;

2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan Izin
Praktik Terapis Gigi dan Mulut dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan
ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu

serta kelambanan dalam pelayanan perizinan.

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.




SOP IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT

PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS . . . . . Kepala
Pemohon | Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output
Melakukan pendaftaran melalui online/ offline .
.. . K . Berkas permohonan Izin N
secara mandiri atau melalui pendampingan dari . R . Berkas untuk diperiksa
1 . . Praktik Terapis Gigi dan 15 - 20 menit
petugas DPMPTSP dengan mengisi data pemohon Mulut kelengkapannya
dan upload persyaratan melalui sistem
Menerima dan memeriksa berkas permohonan Ye
lzin Praktlk. Ter.apls. Gigi dan Mulut. Jika lengkap Berkas permohonan Izin Berkas permohonan Izin Praktik
Pemohon diberi resi tanda terima dan berkas . e . e
2 ) . o . Praktik Terapis Gigi dan 15 menit Terapis Gigi dan Mulut yang
diteruskan ke Back Office, jika tidak lengkap, I D Mulut dan Resi dah diperiksa kelengk
berkas dikembalikan ke Pemohon untuk wiut dan kest sudah dipertksa kelengrapannya
dilengkapi
Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas Izin Praktik Berkas permohonan Izin . .
e . . S Berkas permohonan Izin Praktik
Terapis Gigi dan Mulut dengan menyiapkan berkas Praktik Terapis Gigi dan . e
3 . . i 15 menit Terapis Gigi dan Mulut yang
dan Surat Pengantar untuk diperiksa oleh Tim Mulut yang sudah diperiksa Lo .
i sudah diverifikasi
Teknis kelengkapannya
Berkas permohonan Izin . .
Mengirimkan berkas bersama surat pengantar | k Praktik Terapis Gigi dan . Berka‘s pe‘rr.nohonan lzin Praktik
4 . . L. - M 60 menit Terapis Gigi dan Mulut, Surat
kepada Tim Teknis untuk diverifikasi Mulut yang sudah
L - Pengantar, BAP
diverifikasi
Memberikan berk honan disertai d. Tk N
emberikan berkas permohonan disertai dengan L Berkas permohonan Izin
rekomendasi persetujuan jika permohonan N . AP
. A . s Praktik Terapis Gigi dan . Berkas permohonan, BAP dan
5 |disetujui atau rekomendasi menolak jika 1 hari )
. R .. K Mulut, Surat Pengantar, Rekomendasi
permohonan tidak disetujui yang dituangkan ke BAP
dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
[
Menindaklanjuti hasil BAP dengan membuat draf . . e
6 |1zin Praktik Terapis Gigi dan Mulut dan Berkas permohonan, BAP 20 menit Draf Izin Praktik Terapis Gigi dan

meneruskannya ke Kabid untuk diparaf

dan Rekomendasi

Mulut




PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS
Pemohon | Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid I:)eii:l: Kelengkapan Waktu Output
7 Memaraf Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut dan Draf Izin Praktik Terapis 5 menit Draf Izin Praktik Terapis Gigi dan
diteruskan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani Gigi dan Mulut Mulut yang sudah diparaf
Draf Izin Praktik Terapis
s Menandatangani Izin Praktik Terapis Gigi dan | — | Gigi dan Mulut yang sudah 5 menit Izin Praktik Terapis Gigi dan
Mulut diparaf untuk Mulut yang sudah ditandatangani
ditandatangani
. . . . | | Izin Praktik Terapis Gigi Izin Praktik Terapis Gigi dan
9 Merengtra.Sl’ membberlkan Jomor, dan memberikan dan Mulut yang sudah 8 menit Mulut yang sudah diregistrasi,
stempel Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut ditandatangani diberi nomor, dan stempel
|| I . . s
Mengarsipkan dan menyerahkan Izin Praktik iiz:rll ;iﬁik ’iﬁrag;: Gigi Izin Praktik Terapis Gigi dan
10 [Terapis Gigi dan Mulut yang asli ke Front Office diarsipkan Zlangsia p 8 menit Mulut yang sudah diarsipkan dan
untuk diberikan kepada Pemohon diseralilkan ke pemI?)hon siap diserahkan ke pemohon
. . NP [ | Izin Praktik Terapis Gigi Izin Praktik Terapis Gigi dan
11 reenayg;‘a; 1::}115:1 Praktik Terapis Gigi dan Mulut dan Mulut yang siap 5 menit Mulut yang siap diserahkan ke
P diserahkan ke pemohon pemohon
Menerima Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (¢ ) Izin Praktik Terapis Gigi . . NP
12 |(mencetak/memprint Izin Praktik Terapis Gigi dan dan Mulut yang siap 5 menit Izin Praktik Terapis Gigi dan

Mulut secara mandiri)

diserahkan ke pemohon

Mulut yang diterima pemohon




TANAH LAUT

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 79 /DPMPTSP/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PRAKTIK PSIKOLOG KLINIS

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang

Mengingat

: 1.

KABUPATEN TANAH LAUT,

a. bahwa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut Nomor
93/DPMPTSP/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Izin
Praktek dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan sudah tidak sesuai

dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah
Laut tentang Standar Operasional Prosedur Izin Praktik

Psikologi Klinis;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah
Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun
1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Momor 9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia 6389);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Repiublik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

Peraturan  Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6618);



9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita

Negara Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2017 tentang Izin
dan Penyelenggaraan Praktik Psikolog Klinis (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1493);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1956);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan;

15. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut tentang Standar Operasional

Prosedur Izin Praktik Psikologi Klinis.

: Format Standar Operasional Prosedur Izin Praktik Psikologi Klinis

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 20 Juni 2022

Plt. Kepela Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan“Ierpadu Satu Pintu
Kabupateri Tan ut,

v o)

"3

<7411 MIAIRUL RIJAL

-



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PRAKTIK PSIKOLOG
KLINIS
Nomor SOP 79 /DPMPTSP/2022

TANAH LAUT
Tanggal Pembuatan 6 Juni 2022
Tanggal Revisi 6 Juni 2022

DINAS PM DAN PTSP

Tanggal Efektif

20 Juni 2022

Disahkan oleh

[ Pt Kepala DPREPTSP
ODAL D . Kabu]}a.&h nah Laut,

PADU & il
“HAIRW? RIJAL, S.Sos, M.Si
47 TNiP., '197002171990091001

Nama SOP

EN R S SR M

Izin Praktik PsikoiogKiinis

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

Berbasis Resiko ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

Di Daerah ;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan

Praktik Psikolog Klinis;

5. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut..

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;

2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan Izin

Praktik Psikolog Klinis

dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan

ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu
serta kelambanan dalam pelayanan perizinan.

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.




SOP IZIN PRAKTIK PSIKOLOG KLINIS

PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS . . . . . Kepala
Pemohon | Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output

Melakukan pendaftaran melalui online/ offline
1 |secara mandiri atau melalui pendampingan dari Berkas permohonan Izin 15 - 20 menit Berkas untuk diperiksa

petugas DPMPTSP dengan mengisi data pemohon Praktik Psikolog Klinis kelengkapannya

dan upload persyaratan melalui sistem

Ya

Menerima dan memeriksa berkas permohonan

Izin Praktik Psikolog Klinis. Jika lengkap Pemohon /\ Berkas permohonan Izin Berkas permohonan Izin Praktik
2 |diberi resi tanda terima dan berkas diteruskan ke \/ Praktik Psikolog Klinis dan 15 menit Psikolog Klinis yang sudah

Back Office, jika tidak lengkap, berkas Tidak Resi diperiksa kelengkapannya

dikembalikan ke Pemohon untuk dilengkapi

. . . . . . . Berkas permohonan Izin . .
Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas Izin Praktik . . . Berkas permohonan Izin Praktik
. . s . Praktik Psikolog Klinis yang . . ..
3 |Psikolog Klinis dengan menyiapkan berkas dan I 15 menit Psikolog Klinis yang sudah
L. . . sudah diperiksa o .
Surat Pengantar untuk diperiksa oleh Tim Teknis diverifikasi
kelengkapannya

Mengirimkan berkas bersama surat pengantar Eﬁ’ Berka}s pe1.”mohona.n I “n . Be.r kas per.m‘ohonan zin Praktik
4 . . L - N Praktik Psikolog Klinis yang 60 menit Psikolog Klinis, Surat Pengantar,

kepada Tim Teknis untuk diverifikasi . .

sudah diverifikasi BAP
Tidak Ya

Memberikan berkas permohonan disertai dengan />

r(?kom'en'dam persetujuan J%ka permo}}'onan ’\ Berka's pel'”mohonap 'Izm ' Berkas permohonan, BAP dan
5 |disetujui atau rekomendasi menolak jika Praktik Psikolog Klinis, 1 hari Rekomendasi

permohonan tidak disetujui yang dituangkan ke Surat Pengantar, BAP

dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

[

Menindaklanjuti hasil BAP dengan membuat draf Berkas permohonan. BAP

6 |Izin Praktik Psikolog Klinis dan meneruskannya ke p ’ 20 menit Draf Izin Praktik Psikolog Klinis

Kabid untuk diparaf

dan Rekomendasi




PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS . Kepala
Pemohon | Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output
7 Memaraf Izin Praktik Psikolog Klinis dan Draf Izin Praktik Psikolog 5 menit Draf Izin Praktik Psikolog Klinis
diteruskan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani Klinis yang sudah diparaf
— Draf Izin Praktik Psikolog . . . .
8 [Menandatangani Izin Praktik Psikolog Klinis 1 | Klinis yang sudah diparaf 5 menit lzin Pra1.<t1k Psikolog Kl1nls yang
. R sudah ditandatangani
untuk ditandatangani
Meregistrasi, memberikan nomor, dan memberikan Ej Izin Praktik Psikolog Klinis . lzin Pral.<t1k .P31ko.10g .Khr%ls yang
9 . X . . . . 8 menit sudah diregistrasi, diberi nomor,
stempel Izin Praktik Psikolog Klinis yang sudah ditandatangani
dan stempel
—
. . . Ij Izin Praktik Psikolog Klinis . . . .
Mengarsipkan dan menyerahkan Izin Praktik ane siap diarsipkan dan Izin Praktik Psikolog Klinis yang
10 |Psikolog Klinisyang asli ke Front Office untuk y4 g . p P 8 menit sudah diarsipkan dan siap
I siap diserahkan ke .
diberikan kepada Pemohon diserahkan ke pemohon
pemohon
l_ . . . P
Menyerahkan Izin Praktik Psikolog Klinis kepada L | lzin Pr?ktlk‘ Psikolog Klinis . Izin Praktik Psikolog Klinis yang
11 yang siap diserahkan ke 5 menit . .
Pemohon siap diserahkan ke pemohon
pemohon
Menerima Izin Praktik Psikolog (¢ ) Izin Praktik Psikolog Klinis . . . .
12 |Klinis(mencetak/memprint Izin Praktik Psikolog yang siap diserahkan ke 5 menit Izin Praktik Psikolog Klinis yang

Klinis secara mandiri)

pemohon

diterima pemohon




TANAH LAUT

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 80 /DPMPTSP/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PRAKTIK PENATA ANESTESI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang

Mengingat

: 1.

KABUPATEN TANAH LAUT,

a. bahwa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut Nomor
93/DPMPTSP/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Izin
Praktek dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan sudah tidak sesuai

dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah
Laut tentang Standar Operasional Prosedur Izin Praktik Penata

Anestesi;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah
Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun
1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Momor 9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia 6389);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Repiublik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

Peraturan  Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6618);



9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita

Negara Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Izin
dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 719);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1956);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan;

15. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut tentang Standar Operasional

Prosedur Izin Praktik Penata Anestesi.

: Format Standar Operasional Prosedur Izin Praktik Penata Anestesi

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 20 Juni 2022

Plt. Kepaia Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanaii/l'erpadu Satu Pintu
Kabupaterrlana ut,

S0
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S H! HAIRUL RIJAL



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PRAKTIK PENATA
ANESTESI
Nomor SOP 80 /DPMPTSP/2022

TANAH LAUT
Tanggal Pembuatan 6 Juni 2022
Tanggal Revisi 6 Juni 2022

DINAS PM DAN PTSP

Tanggal Efektif

20 Juni 2022

Disahkan oleh

Plty Kepala DPM
DDAL (Mmismipaten Tatiih-Faut,
i ..-f:‘“"'rt'
M. H RLJ#; S.Sos, M.Si
(,.J‘?I" 1970062171990091001

Nama SOP

Izin Praktik Penata Anestesi

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

Berbasis Resiko ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

Di Daerah ;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan

Praktik Penata Anestesi;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

5. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut..

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;

2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan Izin
Praktik Penata Anestesi dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan
ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu

serta kelambanan dalam pelayanan perizinan.

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.




SOP IZIN PRAKTIK PENATA ANESTESI

PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS . . . . . Kepala
Pemohon Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output
Melakukan pendaftaran melalui online/ offline
1 |secara mandiri atau melalui pendampingan dari Berkas permohonan Izin 15 - 20 menit Berkas untuk diperiksa
petugas DPMPTSP dengan mengisi data pemohon Praktik Penata Anestesi kelengkapannya
dan upload persyaratan melalui sistem
Menerima dan memeriksa berkas permohonan Ye
lzin Praktlk. Per}ata .AnesteSL \.I1ka lengkap Berkas permohonan Izin Berkas permohonan Izin Praktik
Pemohon diberi resi tanda terima dan berkas . . . .
2 ) . o . Praktik Penata Anestesi dan 15 menit Penata Anestesi yang sudah
diteruskan ke Back Office, jika tidak lengkap, Tidak ~—— Resi diperiksa kelenok
berkas dikembalikan ke Pemohon untuk est Iperiksa kelengkapannya
dilengkapi
. . . . . . . Berkas permohonan Izin . .
Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas Izin Praktik . . Berkas permohonan Izin Praktik
. . Praktik Penata Anestesi . .
3 |Penata Anestesi dengan menyiapkan berkas dan ane sudah diperiksa 15 menit Penata Anestesi yang sudah
Surat Pengantar untuk diperiksa oleh Tim Teknis yang p diverifikasi
kelengkapannya
Mengirimkan berkas bersama surat pengantar Eﬂ Berka}s permohonan Izl.n . Berkas permohgnan Izin Praktik
4 . . .. . S Praktik Penata Anestesi 60 menit Penata Anestesi, Surat
kepada Tim Teknis untuk diverifikasi o .
yang sudah diverifikasi Pengantar, BAP
Tidak Ya
Memberikan berkas permohonan disertai dengan />
r(?kom'en'dam persetujuan J%ka permo}}'onan ’\ Berka's permohonan 121'11 ' Berkas permohonan, BAP dan
5 |disetujui atau rekomendasi menolak jika Praktik Penata Anestesi, 1 hari Rekomendasi
permohonan tidak disetujui yang dituangkan ke Surat Pengantar, BAP
dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
[
Menindaklanjuti hasil BAP dengan membuat draf Berkas permohonan. BAP
6 |Izin Praktik Penata Anestesi dan meneruskannya p ’ 20 menit Draf Izin Praktik Penata Anestesi

ke Kabid untuk diparaf

dan Rekomendasi




PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS . . . . . Kepala
Pemohon | Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output
7 Memaraf Izin Praktik Penata Anestesi dan Draf Izin Praktik Penata 5 menit Draf Izin Praktik Penata Anestesi
diteruskan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani Anestesi yang sudah diparaf
— Draf Izin Praktik Penata . . .
8 [Menandatangani Izin Praktik Penata Anestesi 1 | Anestesi yang sudah diparaf 5 menit lzin Pra1.<t1k Penata AltleSteSI yang
. X sudah ditandatangani
untuk ditandatangani
Meregistrasi, memberikan nomor, dan memberikan Ej 1zin Praktik Penata Anestesi . [zin Pral.<t1k .Penat.a A.nes.tes1 yang
9 . X . . . 8 menit sudah diregistrasi, diberi nomor,
stempel Izin Praktik Penata Anestesi yang sudah ditandatangani
dan stempel
—
. . . Ij Izin Praktik Penata Anestesi . . .
Mengarsipkan dan menyerahkan Izin Praktik ane siap diarsipkan dan Izin Praktik Penata Anestesi yang
10 |Penata Anestesi yang asli ke Front Office untuk y4 g . p P 8 menit sudah diarsipkan dan siap
- siap diserahkan ke .
diberikan kepada Pemohon diserahkan ke pemohon
pemohon
l_ . . .
Menyerahkan Izin Praktik Penata Anestesi kepada lzin Pr?ktlk‘ Penata Anestesi . Izin Praktik Penata Anestesi yang
11 yang siap diserahkan ke 5 menit . .
Pemohon siap diserahkan ke pemohon
pemohon
Menerima Izin Praktik Penata Anestesi (¢ ) Izin Praktik Penata Anestesi Izin Praktik Penata Anestesi van
12 |(mencetak/memprint Izin Praktik Penata Anestesi yang siap diserahkan ke 5 menit yang

secara mandiri)

pemohon

diterima pemohon




TANAH LAUT

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 81 /DPMPTSP/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PRAKTIK ELEKTROMEDIS

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang

Mengingat

: 1.

KABUPATEN TANAH LAUT,

a. bahwa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut Nomor
93/DPMPTSP/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Izin
Praktek dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan sudah tidak sesuai
dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah
Laut tentang Standar Operasional Prosedur Izin Praktik

Elektromedis;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah
Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun
1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Momor 9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia 6389);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Repiublik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

Peraturan  Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6618);



9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita

Negara Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2015 tentang Izin
dan Penyelenggaraan Praktik Elekromedis (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 979);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1956);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan;

15. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut tentang Standar Operasional

Prosedur Izin Praktik Elektromedis.

: Format Standar Operasional Prosedur Izin Praktik Elektromedis

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 20 Juni 2022

Plt. Kepaia Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanaii/l'erpadu Satu Pintu
Kabupaterrlana ut,

S0

| /ﬁ’ ;/,’."?

S H! HAIRUL RIJAL



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PRAKTIK
ELEKTROMEDIS
Nomor SOP 81 /DPMPTSP/2022

TANAH LAUT
Tanggal Pembuatan 6 Juni 2022
Tanggal Revisi 6 Juni 2022

DINAS PM DAN PTSP

Tanggal Efektif 20 Juni 2022

Disahkan oleh

Pl _!ie}jalla D P

AL A nen 2 IEDUPAte Laut,
-r';_._-,l?

){'ﬁU L RIJAL, S.Sos, M.Si

o NIF. 197002171990091001

o

N
Nama SOP Izin Praktik Elcktromedis

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Resiko ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Di Daerah ;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan
Praktik Elekromedis;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

5. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut..

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;

2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan Izin
Praktik Elektromedis dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan
ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu
serta kelambanan dalam pelayanan perizinan.

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.




SOP IZIN PRAKTIK ELEKTROMEDIS

PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS . . . . . Kepala
Pemohon | Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output

Melakukan pendaftaran melalui online/ offline
1 |secara mandiri atau melalui pendampingan dari Berkas permohonan Izin 15 - 20 menit Berkas untuk diperiksa

petugas DPMPTSP dengan mengisi data pemohon Praktik Elektromedis kelengkapannya

dan upload persyaratan melalui sistem

Ya

Menerima dan memeriksa berkas permohonan

Izin Praktik Elektromedis. Jika lengkap Pemohon /\ Berkas permohonan Izin Berkas permohonan Izin Praktik
2 |diberi resi tanda terima dan berkas diteruskan ke \/ Praktik Elektromedis dan 15 menit Elektromedis yang sudah

Back Office, jika tidak lengkap, berkas Tidak Resi diperiksa kelengkapannya

dikembalikan ke Pemohon untuk dilengkapi

. . . . . . . Berkas permohonan Izin . .
Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas Izin Praktik . . Berkas permohonan Izin Praktik
R . Praktik Elektromedis yang . .
3 |Elektromedis dengan menyiapkan berkas dan o 15 menit Elektromedis yang sudah
o . . sudah diperiksa . .
Surat Pengantar untuk diperiksa oleh Tim Teknis diverifikasi
kelengkapannya

Mengirimkan berkas bersama surat pengantar Eﬁ/ Berka}s permohonar} Izin . Berkas perr.nohonan Izin Praktik
4 . . L. - M Praktik Elektromedis yang 60 menit Elektromedis, Surat Pengantar,

kepada Tim Teknis untuk diverifikasi o .

sudah diverifikasi BAP
Tidak Ya

Memberikan berkas permohonan disertai dengan /

rekomendasi persetujuan jika permohonan ’\ Berkas permohonan Izin
5 |disetujui atau rekomendasi menolak jika Praktik Elektromedis, Surat 1 hari ﬁ:}r{l;ijeiedr:;?honan, BAP dan

permohonan tidak disetujui yang dituangkan ke Pengantar, BAP

dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

[

Menindaklanjuti hasil BAP dengan membuat draf Berkas permohonan. BAP

6 |Izin Praktik Elektromedis dan meneruskannya ke p ’ 20 menit Draf Izin Praktik Elektromedis

Kabid untuk diparaf

dan Rekomendasi




PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS s s Kepala
Pemohon | Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output
7 Memaraf Izin Praktik Elektromedis dan diteruskan Draf Izin Praktik 5 menit Draf Izin Praktik Elektromedis
ke Kepala Dinas untuk ditandatangani Elektromedis yang sudah diparaf
Draf Izin Praktik
s . . | — | Elektromedis yang sudah . Izin Praktik Elektromedis yang
8 [Menandatangani Izin Praktik Elektromedis diparaf untuk 5 menit sudah ditandatangani
ditandatangani
Meregistrasi, memberikan nomor, dan memberikan Ej 1zin Praktik Elektromedis . [zin Pral.<t1k .Elekt%”on}ed@ yang
9 . X . . . 8 menit sudah diregistrasi, diberi nomor,
stempel Izin Praktik Elektromedis yang sudah ditandatangani
dan stempel
—
. . . Ij Izin Praktik Elektromedis . . .
Mengarsipkan dan menyerahkan Izin Praktik ane siap diarsipkan dan Izin Praktik Elektromedis yang
10 |Elektromedis yang asli ke Front Office untuk y4 g . p P 8 menit sudah diarsipkan dan siap
. siap diserahkan ke .
diberikan kepada Pemohon diserahkan ke pemohon
pemohon
'_ . . .
Menyerahkan Izin Praktik Elektromedis kepada lzin Pr.aktlk‘ Elektromedis . Izin Praktik Elektromedis yang
11 yang siap diserahkan ke 5 menit . .
Pemohon siap diserahkan ke pemohon
pemohon
Menerima Izin Praktik Elektromedis (¢ ) Izin Praktik Elektromedis Izin Praktik Elektromedis van
12 |(mencetak/memprint Izin Praktik Elektromedis yang siap diserahkan ke 5 menit yang

secara mandiri)

pemohon

diterima pemohon




TANAH LAUT

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 53 /DPMPTSP/2024

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PRAKTIK DOKTER HEWAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang

Mengingat

: 1.

KABUPATEN TANAH LAUT,

a. bahwa bahwa dalam rangka meningkatkan  efisiensi dan
efektivitas dalam pelayanan Izin Praktik Dokter Hewan
dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah
Laut tentang Standar Operasional Prosedur Izin Praktik Dokter

Hewan;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah
Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun
1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Momor 9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia 6389);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);

. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan
Kesehatan hewan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5619);

Peraturan  Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

Peraturan  Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6618);



10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita

Negara Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1956);

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 10);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

15. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan;

16. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut tentang Standar Operasional

Prosedur Izin Praktik Elektromedis.

: Format Standar Operasional Prosedur Izin Praktik Elektromedis

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 2 Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanah Laut,

\
\
..'- .-—r - lf ":---JI \

- —

Ir., SUHARYO



LAMPIRAN

PTSP

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PRAKTIK DOKTER
HEWAN
Nomor SOP 53 /DPMPTSP/2024

TANAH LAUT
Tanggal Pembuatan 25 April 2024
Tanggal Revisi 2 Mei 2024

DINAS PM DAN PTSP

Disahkan oleh

Kepala. DPMPTSP
Kabupaten{Tdnah Laut,

e

Ir. SUHARYO
NIP. 19640502 198703 1 020

Nama SOP

Izin Praktik Dokter Hewan

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan Kesehatan hewan;

1.
2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;

2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik 3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menye]esaikan setiap tahapan kegiatan tepat
Veteriner; sasaran dan tepat waktu.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan Izin
Praktik Dokter Hewan dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan
ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu
serta kelambanan dalam pelayanan perizinan.

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.




SOP IZIN PRAKTEK DOKTER HEWAN

PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS . . . . . Kepala
Pemohon | Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output
Melakukan pendaftaran melalui online/ offline
1 |secara mandiri atau melalui pendampingan dari Berkas permohonan Izin 15 - 20 menit Berkas untuk diperiksa
petugas DPMPTSP dengan mengisi data pemohon Praktek Dokter Hewan kelengkapannya
dan upload persyaratan melalui sistem
Ya
Menerima dan memeriksa berkas permohonan
Izin Praktek Dokter Hewan. Jika lengkap Pemohon /\ Berkas permohonan Izin Berkas permohonan Izin Praktek
2 |diberi resi tanda terima dan berkas diteruskan ke \/ Praktek Dokter Hewan dan 15 menit Dokter Hewan yang sudah
Back Office, jika tidak lengkap, berkas Tidak Resi diperiksa kelengkapannya
dikembalikan ke Pemohon untuk dilengkapi
Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas Izin Berkas permohonan Izin .
. Berkas permohonan Izin Praktek
Praktek Dokter Hewan dengan menyiapkan berkas Praktek Dokter Hewan yang .
3 o . N 15 menit Dokter Hewan yang sudah
dan Surat Pengantar untuk diperiksa oleh Tim sudah diperiksa . .
. diverifikasi
Teknis kelengkapannya
.. L Berkas permohonan Izin .
Mengirimkan berkas bersama surat pengantar . Berkas permohonan Izin Praktek
4 . ) s : N Praktek Dokter Hewan yang 60 menit
kepada Tim Teknis untuk diverifikasi o . Dokter Hewan, Surat Pengantar,
sudah diverifikasi
Tidak Ya
Memberikan berkas permohonan disertai dengan v .
. . . N Berkas permohonan Izin
rekomendasi persetujuan jika permohonan . Berkas permohonan, dan
5 . .. . .. Praktek Dokter Hewan, 1 Hari .
disetujui atau rekomendasi menolak jika Rekomendasi
. . . Surat Pengantar,
permohonan tidak disetujui
[
6 Menindaklanjuti dengan membuat draf Izin Berkas permohonan, dan 20 menit Draf Izin Praktek Dokter Hewan

Praktek Dokter Hewan

Rekomendasi




PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS . Kepala
Pemohon | Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output
Meregistrasi, memberikan nomor Izin Prakt‘ek Draf Izin Praktek Dokter . Draf Izin Praktek Dokter Hewan
7 |Dokter Hewan dan meneruskannya ke Kabid 5 menit .
. Hewan untuk diparaf
untuk diparaf
s emarat i ok Dokt dan [ P et | [t s Dok e
diteruskan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani yang P yang P
untuk ditandatangani ditandatangani
9 |Menandatangani Izin Praktek Dokter Hewan Ej lzin Praktek l?okter Hewan. 5 menit lzin Pral?tek Dokter H'e wan yang
yang sudah ditandatangani sudah ditandatangani
—
Ij Izin Praktek Dokter Hewan .
. . . . Izin Praktek Dokter Hewan yang
Mengarsipkan dan menyerahkan Izin Praktek yang siap diarsipkan dan . o .
10 . . . 8 menit sudah diarsipkan dan siap
Dokter Hewan yang asli kepada Pemohon siap diserahkan ke )
diserahkan ke pemohon
pemohon
l_ .
Menyerahkan Izin Praktek Dokter Hewan kepada lzin Pr.'aktek‘ Dokter Hewan . Izin Praktek Dokter Hewan yang
11 yang siap diserahkan ke 5 menit . .
Pemohon siap diserahkan ke pemohon
pemohon
Menerima Izin Praktek Dokter Hewan ( ) Izin Praktek Dokter Hewan 1zin Praktek Dokter Hewan yang
12 |(mencetak/memprint Izin Praktek Dokter Hewan yang siap diserahkan ke 5 menit sudah diarsipkan dan siap

secara mandiri)

pemohon

diserahkan ke pemohon




TANAH LAUT

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 54 /DPMPTSP/2024

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA

DINI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang

Mengingat

: 1.

KABUPATEN TANAH LAUT,

a. bahwa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut Nomor
82 /DPMPTSP/2022 tentang Standar Operasional Prosedur Izin
Pendidikan Anak Usia Dini sudah tidak sesuai dengan
kebutuhan dan perkembangan keadaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah
Laut tentang Standar Operasional Prosedur Izin Operasional

Pendidikan Anak Usia Dini;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah
Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun
1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Momor 9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional;



10.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia 6389);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Repiublik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan
Pra Sekolah;

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta
masyarakat dalam Pendidikan Nasional,

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan
Penyelenggaraan Pendidikan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105);



11.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

(Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 187, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor S Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

Peraturan  Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun
2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ( Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan, dan
Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun
2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ( Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Usia Dini
(PAUD);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang
Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);



20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1956);

21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyedian Layanan Pendidikan Usia
Dini (PAUD);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

23. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

24. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan;

25. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

26. Surat Edaran dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan
Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Satuan

Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut tentang Standar Operasional

Prosedur 1zin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.

: Format Standar Operasional Prosedur Izin Operasional Pendidikan Anak

Usia Dini sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 2 Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanah Laut,

\
\
..'- .-—r - lf ":---JI \

- —

Ir., SUHARYO



LAMPIRAN

KEPUTUSAN
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

MODAL DAN PTSP
IZIN OPERASIONAL

KEPALA DINAS PENANAMAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

TANAH LAUT

DINAS PM DAN PTSP

Nomor SOP 54 /DPMPTSP/2024
Tanggal Pembuatan 25 April 2024
Tanggal Revisi 2 Mei 2024

Tanggal Efektif 2 Mei 2024

K/ pala.DPMPTSP

Disahkan oleh
Kabupaten Tanah Laut,
'
\
o — T — »‘.-’..Ji \
Ir. SUHARYO
NIP. 1964(1532_ 198703 1 020
Nama SOP Izin Operasional Perididikan Anzk Usia Dini

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra
Sekolah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta
masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

S. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Usia Dini (PAUD);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor

18 Tahun 2018 tentang Penyedian Layanan Pendidikan Usia Dini (PAUD);
7. Surat Edaran dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan
Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan;

1.
2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

3.

Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;

Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan Izin
Operasional Pendidikan Anak Usia Dini dan jika tidak dilaksanakan akan
mengakibatkan ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan
ketidaktepatan waktu serta kelambanan dalam pelayanan perizinan.

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.




SOP IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS . . . . . Kepala
Pemohon | Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output
Melakukan pendaftaran melalui online/ offline .
.. . K . Berkas permohonan Izin N
secara mandiri atau melalui pendampingan dari . . 4 . Berkas untuk diperiksa
1 . . Operasional Pendidikan 15 - 20 menit
petugas DPMPTSP dengan mengisi data pemohon e es kelengkapannya
> Anak Usia Dini
dan upload persyaratan melalui sistem
Menerima dan memeriksa berkas permohonan Ye
Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini. Jika . Berkas permohonan Izin
o . . Berkas permohonan Izin . s 1
lengkap Pemohon diberi resi tanda terima dan . g . Operasional Pendidikan Anak
2 . .. . Operasional Pendidikan 15 menit ) . o
berkas diteruskan ke Back Office, jika tidak ] ~—— R . Usia Dini yang sudah diperiksa
. . Tidak Anak Usia Dini dan Resi
lengkap, berkas dikembalikan ke Pemohon untuk kelengkapannya
dilengkapi
Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas Izin Berkas permohonan Izin .
. e e . . g Berkas permohonan Izin
Operasional Pendidikan Anak Usia Dini dengan Izin Operasional Pendidikan . . s 1
3 . . .. 15 menit Operasional Pendidikan Anak
menyiapkan berkas dan Surat Pengantar untuk Anak Usia Dini yang sudah Usia Dini vane sudah diverifikasi
diperiksa oleh Tim Teknis diperiksa kelengkapannya yang
Berkas permohonan Izin .
Mengirimkan berkas bersama surat pengantar | k Operasional Pendidikan . Berkas‘permohon'a n lzin
4 . ) s : N R 60 menit Operasional Pendidikan Anak
kepada Tim Teknis untuk diverifikasi Anak Usia Dini yang sudah ) .
L . Usia Dini, Surat Pengantar,
diverifikasi
Tidak Ya
Memberikan berkas permohonan disertai dengan /> Berkas permohonan Izin
5 |rekomendasi persetujuan jika permohonan [N Operasional Pendidikan 1 Hari Berkas permohonan, dan
disetujui atau rekomendasi menolak jika Anak Usia Dini, Surat Rekomendasi
permohonan tidak disetujui Pengantar,
[
6 Menindaklanjuti dengan membuat draf Izin Berkas permohonan, dan 20 menit Draf Izin Operasional Pendidikan

Operasional Pendidikan Anak Usia Dini

Rekomendasi

Anak Usia Dini




PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS . Kepala
Pemohon | Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output
Meregl§tra81, membe{rlka-n Jromor Izin Operasional Draf Izin Operasional . Draf Izin Operasional Pendidikan
7 |Pendidikan Anak Usia Dini dan meneruskannya ke ‘s . . 5 menit . . .
. . Pendidikan Anak Usia Dini Anak Usia Dini untuk diparaf
Kabid untuk diparaf
M flzin O . 1 Pendidikan Anak Usi Draf Izin Operasional Draf Izin O . 1 Pendidik
emaraf Izin Operasional Pendidikan Anak Usia — Pendidikan Anak Usia Dini - raf lzin Operasional Pendidikan
8 |[Dini dan diteruskan ke Kepala Dinas untuk 1 | X 5 menit Anak Usia Dini yang sudah
. . yang sudah diparaf untuk . . .
ditandatangani . . diparaf untuk ditandatangani
ditandatangani
Menandatangani Izin Operasional Pendidikan Anak Ej lzin Ope1'”as1c?n.al Pendidikan . Ier.l Op.er.asmnal Pendidikan Anak
9 s Anak Usia Dini yang sudah 5 menit Usia Dini yang sudah
Usia Dini . . . L
ditandatangani ditandatangani
—
. . . Ij Izin Operasional Pendidikan Izin Operasional Pendidikan Anak
Mengarsipkan dan menyerahkan Izin Operasional s R . .
1 N . Anak Usia Dini yang siap . Usia Dini yang sudah
10 |Pendidikan Anak Usia Dini yang asli kepada . ; 8 menit . . .
diarsipkan dan siap diarsipkan dan siap diserahkan
Pemohon .
diserahkan ke pemohon ke pemohon
'_ . . . qe . . P
Menyerahkan Izin Operasional Pendidikan Anak lzin Opelja519n'al Pend1f:l ikan . IZlI:l Op'er'aswnal'Pend}dlkan Anak
11 R Anak Usia Dini yang siap 5 menit Usia Dini yang siap diserahkan
Usia Dini kepada Pemohon .
diserahkan ke pemohon ke pemohon
Menerima Izin Operasional Pendidikan Anak Usia | ) Izin Operasional Pendidikan Izin Operasional Pendidikan Anak
12 |Dini (mencetak/memprint Izin Operasional Anak Usia Dini yang siap 5 menit Usia Dini yang sudah diarsipkan

Pendidikan Anak Usia Dini secara mandiri)

diserahkan ke pemohon

dan siap diserahkan ke pemohon




TANAH LAUT

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 55 /DPMPTSP/2024

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN DASAR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang

Mengingat

: 1.

KABUPATEN TANAH LAUT,

a. bahwa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut Nomor
83 /DPMPTSP/2022 tentang Standar Operasional Prosedur Izin
Pendidikan Dasar sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan
perkembangan keadaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah
Laut tentang Standar Operasional Prosedur Izin Operasional

Pendidikan Dasar;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah
Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun
1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Momor 9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional,



Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia 6389);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Repiublik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta
Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional,

. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang
Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5105);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan;

Peraturan Pemerintah Nomor S Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

Peraturan  Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar

Nasional Pendidikan;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014

tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Oleh
Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan Di Indonesia (
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 580);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014
tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah ( Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 607);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang
Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1956);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah;Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun



2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

20. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan;

21. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 78 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendirian

Pendidikan Dasar di Kabupaten Tanah Laut;

22. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut tentang Standar Operasional

Prosedur Izin Operasional Pendidikan Dasar.

: Format Standar Operasional Prosedur Izin Operasional Pendidikan Dasar

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 2 Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanah Laut,

A\

\

e —

Ir.-SUHARYO



LAMPIRAN

KEPUTUSAN
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

MODAL DAN PTSP
IZIN OPERASIONAL

KEPALA DINAS PENANAMAN

PENDIDIKAN DASAR

TANAH LAUT

DINAS PM DAN PTSP

Nomor SOP

55/DPMPTSP/2024

Tanggal Pembuatan

25 April 2024

Tanggal Revisi

2 Mei 2024

Tanggal Efektif

2 Mei 2024

Disahkan oleh

Kepela DPMPTSP
Kabupatién T‘a h Laut,

\

Ir. SUHARY!
NIP. 19640502 198703 1 020

Nama SOP

Izin Operasionai-Pendiagikan Dasar

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam
Pendidikan Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan
Pendidikan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan,;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja
Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Oleh Lembaga Pendidikan Asing
Dengan Lembaga Pendidikan Di Indonesia;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan

1.
2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;
3.

Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;

Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu.

Menengah.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan Izin
Operasional Pendidikan Dasar dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan
ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu
serta kelambanan dalam pelayanan perizinan.

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.




SOP IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD)

PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS
Pemohon | Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid I:)eii:l: Kelengkapan Waktu Output
Melakukan pendaftaran melalui online/ offline Berkas permohonan Izin
1 |secara mandiri atau melalui pendampingan dari o erasiinal Pendidikan 15 - 20 menit Berkas untuk diperiksa
petugas DPMPTSP dengan mengisi data pemohon Dzsar kelengkapannya
dan upload persyaratan melalui sistem
Menerima dan memeriksa berkas permohonan Ye
Izin Operasional Pendidikan Dasar. Jika lengkap Berkas permohonan Izin Berkas permohonan Izin
9 Pemohon diberi resi tanda terima dan berkas /\ o erasignal Pendidikan 15 menit Operasional Pendidikan Dasar
diteruskan ke Back Office, jika tidak lengkap, Tidak ~—— Dzsar dan Resi yang sudah diperiksa
berkas dikembalikan ke Pemohon untuk kelengkapannya
dilengkapi
Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas Izin | | Berkas permohonan Izin Berkas permohonan Izin
3 Operasional Pendidikan Dasar dengan menyiapkan Operasional Pendidikan 15 menit o erasisnal Pendidikan Dasar
berkas dan Surat Pengantar untuk diperiksa oleh Dasar yang sudah diperiksa ;Jn sudah diverifikasi
Tim Teknis kelengkapannya yang
Berkas permohonan Izin .
4 Mengirimkan berkas bersama surat pengantar | LI\ Operasional Pendidikan 60 menit gezlizzigri:ln;:r?gzril;:;nDasar
kepada Tim Teknis untuk diverifikasi Dasar yang sudah Slljrat Pencantar. BAP ’
diverifikasi gantar,
Tidak Ya
Memberikan berkas permohonan disertai dengan /> Berkas permohonan Izin
r§k0m§ n'das1 persetujuan J%ka permo}}'o nan TN Operasional Pendidikan . Berkas permohonan, BAP dan
5 |disetujui atau rekomendasi menolak jika Dasar. Surat Pengantar 1 hari Rekomendasi
permohonan tidak disetujui yang dituangkan ke BAP ’ g ’
dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
[
Menindaklanjuti hasil BAP dengan membuat draf . . o
6 |1zin Operasional Pendidikan Dasar dan Berkas permohonan, BAP 20 menit Draf Izin Operasional Pendidikan

meneruskannya ke Kabid untuk diparaf

dan Rekomendasi

Dasar




PELAKSANA MUTU BAKU
No- AKTIVITAS Pemohon | Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid Kepala Kelengkapan Waktu Output
Dinas glap P
7 Memaraf Izin Operasional Pendidikan Dasar dan Draf Izin Operasional 5 menit Draf Izin Operasional Pendidikan
diteruskan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani Pendidikan Dasar Dasar yang sudah diparaf
Draf Izin Operasional
s Menandatangani Izin Operasional Pendidikan | — | Pendidikan Dasar yang 5 menit Izin Operasional Pendidikan
Dasar sudah diparaf untuk Dasar yang sudah ditandatangani
ditandatangani
Meregistrasi. memberikan nomor. dan memberikan | | Izin Operasional Pendidikan Izin Operasional Pendidikan
9 gistrasy, - L Dasar yang sudah 8 menit Dasar yang sudah diregistrasi,
stempel Izin Operasional Pendidikan Dasar ditandatangani diberi nomor, dan stempel
—
. . . Ij Izin Operasional Pendidikan . . o
Mengarsipkan dan menyerahkan Izin Operasional Dasar vang siap diarsipkan Izin Operasional Pendidikan
10 |Pendidikan Dasar yang asli ke Front Office untuk dan si z d?seralilkan kg 8 menit Dasar yang sudah diarsipkan dan
diberikan kepada Pemohon pemoholil siap diserahkan ke pemohon
. . s 1 [ | Izin Operasional Pendidikan Izin Operasional Pendidikan
11 reenayg;‘a; 1::}115:1 Operasional Pendidikan Dasar Dasar yang siap diserahkan 5 menit Dasar yang siap diserahkan ke
P ke pemohon pemohon
Menerima Izin Operasional Pendidikan ( ) Izin Operasional Pendidikan Izin Operasional Pendidikan
12 |Dasar(mencetak/memprint Izin Operasional Dasar yang siap diserahkan 5 menit P

Pendidikan Dasarsecara mandiri)

ke pemohon

Dasar yang diterima pemohon




o PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 56 /DPMPTSP/2024

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN OPERASIONAL SMP

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT,

Menimbang : a.bahwa bahwa dalam rangka meningkatkan  efisiensi dan
efektivitas dalam pelayanan Izin Operasional SMP dipandang
perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah
Laut tentang Standar Operasional Prosedur Izin Operasional

SMP;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan
Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Momor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);



Undang-Undang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia 6389);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Repiublik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang
Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5105);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan  Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

Peraturan  Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar

Nasional Pendidikan;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan

Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1956);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan;

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 78 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendirian

Pendidikan Dasar di Kabupaten Tanah Laut;



18. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah;

20. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 26

Tahun 2021 tentang Pemberian Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut tentang Standar Operasional

Prosedur Izin Operasional SMP.

: Format Standar Operasional Prosedur Izin Operasional SMP sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 2 Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabunaten Tanah Laut,

- —

\
\
e .

Ir. SUJARYO



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN OPERASIONAL SMP -

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

TANAH LAUT

DINAS PM DAN PTSP

Nomor SOP

56/DPMPTSP/2024

Tanggal Pembuatan

25 April 2024

Tanggal Revisi

2 Mei 2024

Tanggal Efektif

2 Mei 2024

Disahkan oleh

-7 Zepala DPMPTSP
Kabupa*{e

NIP,-19640502 198703 1 020

Nama SOP

Izin Operasional SMP

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;
Nasional (Lembaran Nega.ra Repubh‘k Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan 2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3 M i komit 4 . tuk 1 ik ti tah. kegiat ¢ t

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan : empunc}lfal omi mef{l mnggl untux menyelesatkan setiap tahapan xeglatan tepa
Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; sasaran dan tepat waktu.

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun
2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan
Dasar dan Menengah.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan Izin
Operasional SMP dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian,

ketidaktransparanan,

ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu

kelambanan dalam pelayanan perizinan.

serta

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.




SOP IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS . Kepala
Pemohon | Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output
Melakukan pendaftaran melalui online/ offline .
.. . K . Berkas permohonan Izin N
secara mandiri atau melalui pendampingan dari . . Berkas untuk diperiksa
1 . . Operasional Sekolah 15 - 20 menit
petugas DPMPTSP dengan mengisi data pemohon kelengkapannya
Z . Menengah Pertama
dan upload persyaratan melalui sistem
Menerima dan memeriksa berkas permohonan Ye
Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Jika Berkas permohonan Izin Berkas permohonan Izin
9 lengkap Pemohon diberi resi tanda terima dan /\ Operasional Sekolah 15 menit Operasional Sekolah Menengah
berkas diteruskan ke Back Office, jika tidak Tidak ~—— Menengah Pertama dan Pertama yang sudah diperiksa
lengkap, berkas dikembalikan ke Pemohon untuk Resi kelengkapannya
dilengkapi
Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas Izin Berkas.permohonan lzin .
) Operasional Sekolah Berkas permohonan Izin
Operasional Sekolah Menengah Pertama dengan . .
3 . Menengah Pertama yang 15 menit Operasional Sekolah Menengah
menyiapkan berkas dan Surat Pengantar untuk .. o e .
L . . sudah diperiksa Pertama yang sudah diverifikasi
diperiksa oleh Tim Teknis
kelengkapannya
Berkas permohonan Izin .
Mengirimkan berkas bersama surat pengantar | k Operasional Sekolah . Berkas‘permohonan lzin
4 . ) s : N 60 menit Operasional Sekolah Menengah
kepada Tim Teknis untuk diverifikasi Menengah Pertama yang
L . Pertama , Surat Pengantar, BAP
sudah diverifikasi
Tidak Ya
Memberikan berkas permohonan disertai dengan /> Berkas permohonan Izin
5 rekomendasi persetujuan jika permohonan TN Operasional Sekolah 1 Hari Berkas permohonan, dan
disetujui atau rekomendasi menolak jika Menengah Pertama, Surat Rekomendasi
permohonan tidak disetujui Pengantar,
. s . Draf Izin Operasional Pusat
M kl fI
6 enindaklanjuti dengan membuat draf Izin Berkas permohonan, dan 20 menit Kegiatan Belajar Mengajar

Operasional Sekolah Menengah Pertama

Rekomendasi

(PKBM)




PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS . Kepala
Pemohon | Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output
Meregistrasi, memberikan nomor Izin Operasional . . Draf Izin Operasional Sekolah
Draf Izin Operasional .
7 |Sekolah Menengah Pertama dan meneruskannya 5 menit Menengah Pertama untuk
R . Sekolah Menengah Pertama .
ke Kabid untuk diparaf diparaf
. . Draf Izin Operasional . .
Memaraf Izin Operasional Sekolah Menengah Draf Izin Operasional Sekolah
- . Sekolah Menengah Pertama .
8 [Pertama dan diteruskan ke Kepala Dinas untuk :ﬁ ane sudah diparaf untuk 5 menit Menengah Pertama yang sudah
ditandatangani y. g p diparaf untuk ditandatangani
ditandatangani
Menandatangani Izin Operasional Sekolah Izin Operasional Sekolah ' Izin Operasional Sekolah
9 [ Menengah Pertama yang 5 menit Menengah Pertama yang sudah
Menengah Pertama . ) . .
sudah ditandatangani ditandatangani
Mengarsipkan dan menyerahkan Izin Operasional Izin Operasional Sekolah Izin Operasional Sekolah
. Menengah Pertama yang . Menengah Pertama yang sudah
10 |Sekolah Menengah Pertama yang asli kepada . N ) 8 menit . . .
siap diarsipkan dan siap diarsipkan dan siap diserahkan
Pemohon .
diserahkan ke pemohon ke pemohon
. . [ | lzin Operasional Sekolah Izin Operasional Sekolah
Menyerahkan Izin Operasional Sekolah Menengah Menengah Pertama yang . .
11 . . 5 menit Menengah Pertama yang siap
Pertama kepada Pemohon siap diserahkan ke .
diserahkan ke pemohon
pemohon
enrima i Oprasiona s nergan | C_
12 |Pertama (mencetak/memprint Izin Operasional g yang 5 menit g yang

Sekolah Menengah Pertama secara mandiri)

siap diserahkan ke
pemohon

diarsipkan dan siap diserahkan
ke pemohon




o PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 57 /DPMPTSP/2024

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN
BELAJAR MENGAJAR (PKBM)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT,

Menimbang : a.bahwa bahwa dalam rangka meningkatkan  efisiensi dan
efektivitas dalam pelayanan Izin Operasional Pusat Kegiatan
Belajar Mengajar (PKBM) dipandang perlu menetapkan Standar
Operasional Prosedur;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah
Laut tentang Standar Operasional Prosedur Izin Operasional

Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan
Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Momor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);



2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia 6389);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Repiublik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan

Pra Sekolah;

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan

Luar Sekolah;

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta

Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional,



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan;

Peraturan  Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

Peraturan  Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar

Nasional Pendidikan;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1956);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan;

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;



21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut tentang Standar Operasional

Prosedur Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM).

: Format Standar Operasional Prosedur Izin Operasional Pusat Kegiatan

Belajar Mengajar (PKBM) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 2 Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pejayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanah Laut,

\
\
T AT A

e —

_Ar. SUHARYO



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN OPERASIONAL PUSAT
KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (PKBM) -
Nomor SOP 57/DPMPTSP/2024
TANAH LAUT
Tanggal Pembuatan 25 April 2024
Tanggal Revisi 2 Mei 2024
Disahkan oleh < 7 ~~"Kepala DPMPTSP
Kabupaten‘fanah Laut,
)
DINAS PM DAN PTSP ek \
Ir. SUHARYO
NIP. 196495902 198703 1 020
Nama SOP Izin Operasionai-Rusal Kegiatati Belajar Mengajar (PKBM)

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra
Sekolah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar
Sekolah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun
Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional
Pendidikan;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;

1992 tentang Peran Serta

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;

2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan Izin
Operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) dan jika tidak dilaksanakan
akan mengakibatkan ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan
ketidaktepatan waktu serta kelambanan dalam pelayanan perizinan.

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.




SOP IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (PKBM)

PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS . Kepala
Pemohon | Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output
Melakukan pendaftaran melalui online/ offline .
.. . K . Berkas permohonan Izin N
secara mandiri atau melalui pendampingan dari . . . Berkas untuk diperiksa
1 . . Operasional Pusat Kegiatan 15 - 20 menit
petugas DPMPTSP dengan mengisi data pemohon R . kelengkapannya
Z . Belajar Mengajar (PKBM)
dan upload persyaratan melalui sistem
Menerima dan memeriksa berkas permohonan Ye
Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar Berkas permohonan Izin Berkas permohonan Izin
9 (PKBM) Jika lengkap Pemohon diberi resi tanda /\ Operasional Pusat Kegiatan 15 menit Operasional Pusat Kegiatan
terima dan berkas diteruskan ke Back Office, jika Tidak ~—— Belajar Mengajar (PKBM) Belajar Mengajar (PKBM) yang
tidak lengkap, berkas dikembalikan ke Pemohon dan Resi sudah diperiksa kelengkapannya
untuk dilengkapi
. L . . . . Berkas permohonan Izin .
Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas Izin . . Berkas permohonan Izin
) . . . Operasional Pusat Kegiatan . .
Operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar . B . Operasional Pusat Kegiatan
3 : Belajar Mengajar (PKBM) 15 menit R .
(PKBM) dengan menyiapkan berkas dan Surat ane sudah diperiksa Belajar Mengajar (PKBM) yang
Pengantar untuk diperiksa oleh Tim Teknis yang p sudah diverifikasi
kelengkapannya
Berkas permohonan Izin Berkas permohonan Izin
4 Mengirimkan berkas bersama surat pengantar E_I\L Operasional Pusat Kegiatan 60 menit Operasional Pusat Kegiatan
kepada Tim Teknis untuk diverifikasi Belajar Mengajar (PKBM) Belajar Mengajar (PKBM), Surat
yang sudah diverifikasi Pengantar,
Tidak Ya
Memberikan berkas permohonan disertai dengan /> Berkas permohonan Izin
5 rekomendasi persetujuan jika permohonan TN Operasional Pusat Kegiatan Berkas permohonan, dan
disetujui atau rekomendasi menolak jika Belajar Mengajar (PKBM), Rekomendasi
permohonan tidak disetujui Surat Pengantar,
Menindaklanjuti dengan membuat draf Izin Berkas permohonan. dan Draf Izin Operasional Pusat
6 |Operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar p ’ 20 menit Kegiatan Belajar Mengajar

(PKBM)

Rekomendasi

(PKBM)




PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS . Kepala
Pemohon | Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output
Meregistrasi, memberikan nomor Izin Operasional Draf Izin Operasional Pusat Draf Izin Operasional Pusat
7 |Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) dan Kegiatan Belajar Mengajar 5 menit Kegiatan Belajar Mengajar
meneruskannya ke Kabid untuk diparaf (PKBM) (PKBM) untuk diparaf
Memaraf Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar | ﬁl Dra'f lzin Oper'asmnal Pl.lsat Dra'f lzin Oper'asmnal Pl.lsat
. ) ; Kegiatan Belajar Mengajar . Kegiatan Belajar Mengajar
8 [Mengajar (PKBM) dan diteruskan ke Kepala Dinas : 5 menit :
R R (PKBM) yang sudah diparaf (PKBM) yang sudah diparaf untuk
untuk ditandatangani . . . .
untuk ditandatangani ditandatangani
Izin Operasional Pusat . . .
Lo . . — . . . Izin Operasional Pusat Kegiatan
9 Men'andatanga}m Izin Operasional Pusat Kegiatan 1 | Kegiatan Belajar Mengajar 5 menit Belajar Mengajar (PKBM) yang
Belajar Mengajar (PKBM) (PKBM) yang sudah . .
. : sudah ditandatangani
ditandatangani
. . . l | Izm.OperasmI}al Pusat . Izin Operasional Pusat Kegiatan
Mengarsipkan dan menyerahkan Izin Operasional Kegiatan Belajar Mengajar X .
. . . . : . Belajar Mengajar (PKBM) yang
10 [Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) yang asli (PKBM) yang siap 8 menit L .
. . sudah diarsipkan dan siap
kepada Pemohon diarsipkan dan siap .
diserahkan ke pemohon diserahkan ke pemohon
ljl— Izin Operasional Pusat . . .
Menyerahkan Izin Operasional Pusat Kegiatan Kegiatan Belajar Mengajar . lzin Qperaswn.a | Pusat Kegiatan
11 f . . 5 menit Belajar Mengajar (PKBM) yang
Belajar Mengajar (PKBM) kepada Pemohon (PKBM) yang siap . .
diserahkan ke pemohon siap diserahkan ke pemohon
Menerima Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar <b Izin Operasional Pusat Izin Operasional Pusat Kegiatan
12 Mengajar (PKBM) (mencetak/memprint Izin Kegiatan Belajar Mengajar 5 menit Belajar Mengajar (PKBM) yang

Operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar
(PKBM) secara mandiri)

(PKBM) yang siap
diserahkan ke pemohon

sudah diarsipkan dan siap
diserahkan ke pemohon




TANAH LAUT

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 84 /DPMPTSP/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PENUTUPAN JALAN UMUM

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang

Mengingat

: 1.

KABUPATEN TANAH LAUT,

a. bahwa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut Nomor
84 /DPMPTSP/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Izin
Penutupan Jalan Umum sudah tidak sesuai dengan kebutuhan
dan perkembangan keadaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah
Laut tentang Standar Operasional Prosedur Izin Penutupan

Jalan Umum;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah
Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun
1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Momor 9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia 6389);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Repiublik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

Peraturan  Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan



Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita

Negara Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1956);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

12. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan;

14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut tentang Standar Operasional

Prosedur Izin Penutupan Jalan Umum.

: Format Standar Operasional Prosedur Izin Penutupan Jalan Umum

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 20 Juni 2022

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanen Terpadu Satu Pintu
Kabupatén Tanah Laut,

2 HL HAIRUL RIJAL



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PENUTUPAN JALAN

UMUM

Nomor SOP 84 /DPMPTSP/2022
TANAH LAUT

Tanggal Pembuatan 6 Juni 2022

Tanggal Revisi 6 Juni 2022

Tanggal Efektif 20 Juni 2022

Disahkan oleh _Plt. Kepala DPMPT
‘Reauupaten Ta

DINAS PM DAN PTSP | “M

Nama SOP Izin Penutupan Jalan Umuni
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;
Berbasis Resiko ;. o 2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
Di Daerah ; sasaran dan tepat waktu.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
4. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan Izin
Penutupan Jalan Umum dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan
ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu
serta kelambanan dalam pelayanan perizinan.




SOP IZIN PENUTUPAN JALAN UMUM

PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS
Pemohon Front Office | Back Office Kabid Tim Teknis If;ii:l: Kelengkapan Waktu Output
Melakukan pendaftaran melalui online/offline secara
1 mandiri atau melalui pendampingan dari petugas Berkas permohonan Izin 15 - 20 |Berkas untuk diperiksa
DPMPTSP dengan mengisi data pemohon dan upload Penutupan Jalan Umum menit |kelengkapannya
persyaratan melalui sistem
Menerima dan memeriksa berkas permohonan Izin Ya Berkas permohonan Izin
Penutupan Jalan Umum . Jika lengkap Pemohon diberi Berkas permohonan Izin Penutu pan Jalan Umum van
2 |resitanda terima dan berkas diteruskan ke Back Office, /\ Penutupan Jalan Umum 15 menit sudah ; eriksa yang
jika tidak lengkap, berkas dikembalikan ke Pemohon dan Resi P
J gkap ) N~— kelengkapannya
untuk dilengkapi Tidak grapanny:
3 |Memverifikasi ulang berkas dan diteruskan ke Kabid | ] dBiirel;agkIZesrilzman untuk 10 menit gslreli?;kl;:rilzman yang sudah
| . Berkas permohonan Izin
4 Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas dengan E-' Es:fifl pz:ﬁ:?::;ﬂiﬁ 120 menit Penutupan Jalan Umum ,
menjadwalkan cek lapangan bersama Tim Teknis on sulziah diverifikasi Surat Tugas untuk cek
yang lapangan, BAP
Melakukan cek lapangan untuk memberikan ) Ya .
. . s . - Tidak Berkas permohonan Izin
rekomendasi persetujuan jika permohonan disetujui atau \/ Penutupan Jalan Umum
5 [rekomendasi menolak jika permohonan tidak disetujui \ Surat TI1J,1 as untuk cek ’ 1 hari |BAP dan Rekomendasi
yang dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan lapan ang BAP
(BAP) pangan,
Menindaklanjuti hasil BAP dengan membuat draf Izin Draf Izin Penutupan Jalan
6 |Penutupan Jalan Umum dan meneruskannya ke Kabid BAP dan Rekomendasi 20 menit Umum p
untuk diparaf
7 Memaraf Izin Penutupan Jalan Umum dan diteruskan ke Draf Izin Penutupan Jalan 5 menit Draf Izin Penutupan Jalan

Kepala Dinas untuk ditandatangani

Umum

Umum yang sudah diparaf




PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS . . . ) Kepala
Pemohon | Front Office | Back Office Kabid Tim Teknis Dinas Kelengkapan Waktu Output
Draf Izin Penutupan Jalan Izin Penutupan Jalan Umum
8 [Menandatangani draf Izin Penutupan Jalan Umum Umum yang sudah diparaf | 5 menit pa .
? . yang sudah ditandatangani
untuk ditandatangani
. . . . Izin Penutupan Jalan Izin Penutupan Jalan Umum
Meregistrasi, memberikan nomor, dan memberikan . L. JS
9 . Umum yang sudah 8 menit |yang sudah diregistrasi, diberi
stempel Izin Penutupan Jalan Umum . X
ditandatangani nomor, dan stempel
Mengarsipkan dan menyerahkan Izin Penutupan Jalan gzuliznu;ipasr;:alan Izin Penutupan Jalan Umum
10 |Umum yang asli ke Front Office untuk diberikan kepada [ I oum yang siap 8 menit |yang sudah diarsipkan dan
diarsipkan dan siap X R
Pemohon . siap diserahkan ke pemohon
diserahkan ke pemohon
[ . .
. Izin Penutupan Jalan Izin Penutupan Jalan Umum
Menyerahkan Izin Penutupan Jalan Umum kepada . . . ;
11 Umum yang siap 5 menit |yang siap diserahkan ke
Pemohon .
diserahkan ke pemohon pemohon
Menerima Izin Penutupan Jalan Umum Q Izin Penutupan Jalan Izin Penutupan Jalan Umum
12 |(mencetak/memprint Izin Penutupan Jalan Umum Umum yang siap 5 menit enutup u

secara mandiri)

diserahkan ke pemohon

yang sudah diterima




TANAH LAUT

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 68 /DPMPTSP/2024

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN HIBURAN UMUM

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang

Mengingat

: 1.

KABUPATEN TANAH LAUT,

a. bahwa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut Nomor
85/DPMPTSP/2022 tentang Standar Operasional Prosedur Izin
Hiburan Umum sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan

perkembangan keadaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah

Laut tentang Standar Operasional Prosedur Izin Hiburan Umum;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah
Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun
1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Momor 9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia 6389);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Repiublik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

Peraturan  Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6618);



9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita

Negara Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang
Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1956);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan;

15. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

16. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 90 Tahun 2022 tentang

Penyelenggaraan Usaha Tempat Hiburan dan Rekreasi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut tentang Standar Operasional

Prosedur Izin Hiburan Umum.

: Format Standar Operasional Prosedur Izin Hiburan Umum sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Keputusan ini.



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 2 Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Peiayanen Terpadu Satu Pintu

Kabupatein Tanah Laut,
A\

-n‘ -';---Jl \
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN HIBURAN UMUM

PTSP

TANAH LAUT

DINAS PM DAN PTSP

Nomor SOP

68 /DPMPTSP/2024

Tanggal Pembuatan

25 April 2024

Tanggal Revisi

2 Mei 2024

Tanggal Efektif

2 Mei 2024

Disahkan oleh

~Képala DPMPTSP
Kabupater; Tanah Laut,

\
\
4.:. ..—-n -'_-.--Jl \

Ir. SWUHARYO

Nama SOP

NIP. 196403502 198703 1 020

Izin Hiburan Unitim 4 j ¢

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Resiko ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Di Daerah ;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

4,  Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

5. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 90 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Usaha
Tempat Hiburan dan Rekreasi.

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;

2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan Izin
Hiburan Umum dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian,
ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu serta
kelambanan dalam pelayanan perizinan dan non perizinan.

1. Dokumentasi produk perizinan/non perizinan;
2. Laporan produk perizinan/non perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan/non perizinan.




SOP IZIN HIBURAN UMUM

PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS
Pemohon | Front Office | Back Office Kabid Sekretaris Kepala Dinas Tim Teknis Kelengkapan Waktu Output
1 |Melakukan pendaftaran melalui online/ offline secara Berkas permohonan Izin | 15-20 |Berkas untuk diperiksa
mandiri atau melalui pendampingan dari petugas Hiburan Umum menit [kelengkapannya
DPMPTSP dengan mengisi data pemohon dan upload
persyaratan melalui sistem
2 |Menerima dan memeriksa berkas permohonan Izin Berkas permohonan Izin [ 15 menit |Berkas permohonan Izin
Hiburan Umum . Jika lengkap Pemohon diberi resi Ya Hiburan Umum dan Hiburan Umum yang
tanda terima dan berkas diteruskan ke Back Office, jika Resi sudah diperiksa
tidak lengkap, berkas dikembalikan ke Pemohon untuk /\ kelengkapannya
dilengkapi ~——
Tidak
3 |Memverifikasi ulang berkas Berkas permohonan Izin | 10 menit [Berkas yang sudah
Ej Hiburan Umum diverifikasi
4 [Membuat Surat Pengantar untuk dimohonkan Berkas yang sudah 10 menit |Berkas Permohonan,
rekomendasi dari Dinas Pariwisata dan diteruskan — diverifikasi Draft Surat Pengantar
untuk diparaf | I
5 |Memaraf Surat Pengantar dan diteruskan ke Kepala Berkas Permohonan, 10 menit |Berkas Permohonan,
Dinas untuk ditandatangani 1 Surat Pengantar Surat Pengantar yang
I I_el J sudah diparaf
6 |Menandatangani draf Surat Pengantar — Berkas Permohonan, 10 menit |Berkas Permohonan,
l I Surat Pengantar yang Surat Pengantar
sudah diparaf
7 |Mengirim Surat Pengantar beserta salinan Berkas Surat Pengantar beserta | 120 menit|Surat Pengantar beserta
permohonan Izin Hiburan Umum ke Tim Teknis Dinas | I’r salinan berkas salinan berkas
Pariwisata permohonan Izin permohonan Izin
Hiburan Umum Hiburan Umum
Tidak
8 |Melakukan cek lapangan untuk memberikan Berkas permohonan Izin| 1 hari [BAP dan Rekomendasi
rekomendasi persetujuan jika permohonan disetujui Ya Hiburan Umum, Surat
atau rekomendasi menolak jika permohonan tidak /> Tugas untuk cek
disetujui yang dituangkan ke Berita Acara Pemeriksaan /\ lapangan, BAP
(BAP)
9 |Menerima Rekomendasi dari Dinas Pariwisata BAP dan Rekomendasi 20 menit |BAP dan Rekomendasi




PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS
Pemohon | Front Office | Back Office Kabid Sekretaris Kepala Dinas Tim Teknis Kelengkapan Waktu Output
10 |Menindaklanjuti Rekomendasi dari Dinas Pariwisata BAP dan Rekomendasi 20 menit |Draf Izin Hiburan Umum
dengan membuat draf Izin Hiburan Umum dan
meneruskannya ke Kabid untuk diparaf
11 |Memaraf Izin Hiburan Umum dan diteruskan ke Kepala Draf Izin Hiburan 5 menit [Draf Izin Hiburan Umum
Dinas untuk ditandatangani Umum yang sudah diparaf
(-
12 |Menandatangani draf Izin Hiburan Umum Draf Izin Hiburan 5 menit [Izin Hiburan Umum
|| I Umum yang sudah yang sudah
diparaf untuk ditandatangani
ditandatangani
13 |Meregistrasi, memberikan nomor, dan memberikan Izin Hiburan Umum 8 menit |Izin Hiburan Umum
stempel Izin Hiburan Umum yang sudah yang sudah diregistrasi,
ditandatangani diberi nomor, dan
| I stempel
14 |Mengarsipkan dan menyerahkan Izin Hiburan Umum Izin Hiburan Umum 8 menit (Izin Hiburan Umum
yang asli ke Front Office untuk diberikan kepada — yang siap diarsipkan yang sudah diarsipkan
Pemohon 1 I dan siap diserahkan ke dan siap diserahkan ke
pemohon pemohon
15 |Menyerahkan Izin Hiburan Umum kepada Pemohon Izin Hiburan Umum 5 menit |Izin Hiburan Umum
yang siap diserahkan ke yang siap diserahkan ke
pemohon pemohon
L1
16 |Menerima Izin Hiburan Umum (memprint atau Izin Hiburan Umum 5 menit |Izin Hiburan Umum
mencetak Izin Hiburan Umum secara mandiri) yang siap diserahkan ke yang sudah diterima
< > pemohon




o PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 58 /DPMPTSP/2024

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PENGUMPULAN UANG DAN
BARANG (PUB)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT,

Menimbang : a.bahwa bahwa dalam rangka meningkatkan  efisiensi dan
efektivitas dalam pelayanan Izin Pengumpulan Uang dan Barang
(PUB) dipandang perlu menetapkan Standar Operasional
Prosedur;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah
Laut tentang Standar Operasional Prosedur Izin Pengumpulan

Uang dan Barang (PUB);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan
Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Momor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);



2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan
Sosial;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia 6389);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Repiublik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan

Sumbangan;

Peraturan  Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko ( Lembaran



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

Peraturan  Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita

Negara Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1956);

Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang;

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2022

tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial,;

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan;

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah;



20. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 92 Tahun 2023 tentang Tata Cara

Pengumpulan Uang atau Barang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut tentang Standar Operasional

Prosedur I1zin Pengumpulan Uang dan Barang (PUB).

: Format Standar Operasional Prosedur Izin Pengumpulan Uang dan

Barang (PUB) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 2 Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanah Laut,

- —

A\l
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" Ir. SUHARYO



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PENGUMPULAN UANG
DAN BARANG (PUB)

TANAH LAUT

DINAS PM DAN PTSP

Nomor SOP 58 /DPMPTSP/2024
Tanggal Pembuatan 25 April 2024
Tanggal Revisi 2 Mei 2024

Tanggal Efektif 2 Mei 2024

Disahkan oleh

Kepala DPMPTSP
Kabupaten'Tanah Laut,

\
\
POTTTLLmL . |

"~ ~ir. SUHARYO
NIP. 19640502 158703 1 020

- —

Nama SOP

Izin Pengumpulan Uang-dan'Baratig (PUB)

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan
Sumbangan,;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial;

4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Pengumpulan Uang atau Barang;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2022 tentang

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial,;
6. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 92 Tahun 2023 tentang Tata Cara
Pengumpulan Uang atau Barang.

1.
2.
3.

Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;
Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;
Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan Izin
Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) dan jika tidak dilaksanakan akan
mengakibatkan ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan
ketidaktepatan waktu serta kelambanan dalam pelayanan perizinan.

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.




SOP IZIN PENGUMPULAN UANG DAN BARANG (PUB)

PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS . . . ) A Kepala
Pemohon | Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output
Melakukan pendaftaran melalui online/ offline .
.. . K . Berkas permohonan Izin N
secara mandiri atau melalui pendampingan dari . Berkas untuk diperiksa
1 . . Pengumpulan Uang dan 15 - 20 menit
petugas DPMPTSP dengan mengisi data pemohon Baran kelengkapannya
dan upload persyaratan melalui sistem g
Menerima dan memeriksa berkas permohonan Ye
Izin Pengun}pu?an Uang dan l?arang Jika lengkap Berkas permohonan Izin Berkas permohonan Izin
Pemohon diberi resi tanda terima dan berkas . Pengumpulan Uang dan Barang
2 ) . o . Pengumpulan Uang dan 15 menit .
diteruskan ke Back Office, jika tidak lengkap, Tidak \/ Barane dan Resi yang sudah diperiksa
berkas dikembalikan ke Pemohon untuk £ kelengkapannya
dilengkapi
Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas Izin Berkas permohonan Izin .
Pengumpulan Uang dan Barang dengan Pengumpulan Uang dan Berkas permohonan Izin
3 gump & & & sump g 15 menit Pengumpulan Uang dan Barang
menyiapkan berkas dan Surat Pengantar untuk Barang yang sudah ane sudah diverifikasi
diperiksa oleh Tim Teknis diperiksa kelengkapannya yang
Berkas permohonan Izin .
Mengirimkan berkas bersama surat pengantar | k Pengumpulan Uang dan . Berkas permohonan Izin
4 . ) s : N 60 menit Pengumpulan Uang dan Barang ,
kepada Tim Teknis untuk diverifikasi Barang yang sudah
S . Surat Pengantar, BAP
diverifikasi
Tidak Ya
Memberikan berkas permohonan disertai dengan /> Berkas permohonan Izin
5 rekomendasi persetujuan jika permohonan TN Pengumpulan Uang dan 1 hari Berkas permohonan, BAP dan
disetujui atau rekomendasi menolak jika Barang , Surat Pengantar, Rekomendasi
permohonan tidak disetujui BAP
6 Menindaklanjuti dengan membuat draf Izin Berkas permohonan, BAP 20 menit Draf Izin Pengumpulan Uang dan

Pengumpulan Uang dan Barang

dan Rekomendasi

Barang




PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS . Kepala
Pemohon | Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output
Meregistrasi, memberikan nomor Izin . .
Draf Izin Pengumpulan . Draf Izin Pengumpulan Uang dan
7 |Pengumpulan Uang dan Barang dan Uane dan Baran 5 menit Barane untuk diparaf
meneruskannya ke Kabid untuk diparaf g € g p
. Draf Izin Pengumpulan .
Memaraf Izin Pengumpulan Uang dan Barang :ﬁ Uane dan Baran an Draf Izin Pengumpulan Uang dan
8 |dan diteruskan ke Kepala Dinas untuk g . & yang 5 menit Barang yang sudah diparaf
. . sudah diparaf untuk . .
ditandatangani . . untuk ditandatangani
ditandatangani
Menandatangani Izin Pengumpulan Uang dan [—j Izin Pengumpulan Uang ' Izin Pengumpulan Uang dan
9 dan Barang yang sudah 5 menit Barang yang sudah
Barang X . . .
ditandatangani ditandatangani
. . Ij Izin Operasional Sekolah Izin Operasional Sekolah
Mengarsipkan dan menyerahkan Izin
. Menengah Pertama yang . Menengah Pertama yang sudah
10 |Pengumpulan Uang dan Barang yang asli kepada . N ) 8 menit . . .
siap diarsipkan dan siap diarsipkan dan siap diserahkan
Pemohon .
diserahkan ke pemohon ke pemohon
l_ . .
Menyerahkan Izin Pengumpulan Uang dan Barang lzin Pengumpulan U.a i . Izin Pengumpul'an Ugng dan
11 dan Barang yang siap 5 menit Barang yang siap diserahkan ke
kepada Pemohon ¢
diserahkan ke pemohon pemohon
Menerima Izin Pengumpulan Uang dan Barang ( ) Izin Pengumpulan Uang Izin Pengumpulan Uang dan
12 |(mencetak/memprintlzin Pengumpulan Uang dan dan Barang yang siap 5 menit Barang yang sudah diarsipkan

Barang secara mandiri)

diserahkan ke pemohon

dan siap diserahkan ke pemohon




TANAH LAUT

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 38/DPMPTSP/2025

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN TANAH LAUT,

a. bahwa bahwa dalam rangka meningkatkan  efisiensi dan
efektivitas dalam pelayanan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat
dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah
Laut tentang Standar Operasional Prosedur Izin Pengelolaan
Pasar Rakyat;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan
Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil

Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008



10.

2

Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4866);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 6389);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);\
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

3

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 664);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang
Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1956);
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang
Pedoman Pembangunan Dan Pengolahan Sarana Perdagangan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 277);
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2016
Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat
Perbelanjaan, Dan Toko Swalayan Di Kabupaten Tanah Laut
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016
Nomor 24);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan;
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20. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 88 Tahun 2020 Perubahan
Atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2028 Tentang Izin
Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Dan Toko Swalayan;

21. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 157 Tahun 2020 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanah Laut;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut tentang Standar Operasional

Prosedur Izin Pengelolaan Pasar Rakyat.

: Format Standar Operasional Prosedur Izin Pengelolaan Pasar Rakyat

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 23 Juni 2025

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanah Laut,

GENTRY YULIANTONO, SE



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PENGELOLAAN PASAR

RAKYAT

TANAH LAUT

DINAS PM DAN PTSP

Nomor SOP 38/ DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan 30 Mei 2025
Tanggal Revisi 23 Juni 2025
Tanggal Efektif 23 Juni 2025

Plt. Kepala DPMPTSP

Disahkan oleh
Kabupaten Tanah Laut,

GENTRY YULIANTONO, SE
NIP. 19660708 199303 1 002

Nama SOP Izin Pengelolaan Pasar Rakyat

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4866);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5512);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 664);

4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan
Dan Pengolahan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 277).

5. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 88 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Bupati
Nomor 45 Tahun 2028 Tentang Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Dan
Toko Swalayan

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pasar Rakyat

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;

2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan
perizinan dan Non Perizinan dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan
ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu
serta kelambanan dalam pelayanan perizinan dan non perizinan.

1. Dokumentasi produk perizinan/non perizinan;
2. Laporan produk perizinan/non perizinan,;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan/non perizinan.




SOP IZIN PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS
Pemohon | Front Office Kasi Tim Teknis | Back Office Kabid I]{)eif:ll: Kelengkapan Waktu Output
Berkas permohonan produk iperi
1 [Menyerahkan berkas permohonan produk perizinan C D perizinap:q P 2 menit E:ll;: l;ltkzgggl;;;perlksa
. . Berkas permohonan produk Berkas permohonan produk
Menerima dan memeriksa berkas permohonan produk Ya perizinan dan Resi perizinan yang sudah diperiksa
2 perizinan. Jika lengkap Pemohon diberi resi tanda terima 15 menit kelengkapannya
dan berkas diteruskan ke Kasi, jika tidak lengkap, berkas
dikembalikan ke Pemohon untuk dilengkapi
Tidak T~
3 Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas dengan Berkas permohonan produk 120 menit B::il;?jaier;nlfr I:tn,lrin 5 Sr(f;ik
menjadwalkan cek lapangan bersama Tim Teknis E_| perizinan yang sudah diverifikasi p k1 ’ BAP g
| cek lapangan,
Melakukan cek lapangan untuk memberikan rekomendasi v Berkas permohonan produk
4 persetujuan jika permohonan disetujui atau rekomendasi perizinan, Surat Tugas untuk cek 1 hari BAP dan Rekomendasi
menolak jika permohonan tidak disetujui yang dituangkan /\ lanan. an7 BAP
ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tidak TN pangan,
S Mel'n.ndaklanjutl hasil BAP dengan me'mbuat dliaf produk Il I BAP dan Rekomendasi 20 menit Draf produk perizinan
perizinan dan meneruskannya ke Kasi untuk diparaf
6 Memaraf produk perizinan dan diteruskan ke Kabid untuk — Draf produk perizinan 5 menit Draf produk perizinan yang
diparaf | J I p P sudah diparaf
7 Memaraf produk perizinan dan diteruskan ke Kepala Dinas | = Draf produk perizinan yang sudah 5 menit Draf produk perizinan yang
untuk ditandatangani diparaf sudah diparaf
8 |Menandatangani draf produk perizinan Ij Draf produk perAlzlnan yang spdah 5 menit P'roduk perlzlngn yang sudah
diparaf untuk ditandatangani ditandatangani
. . . . . Produk perizinan yang sudah
9 Meregistrasi, memberikan nomor, dan memberikan Produk perizinan yang sudah 8 menit diresistrasi. diberi nomor. dan
stempel produk perizinan | I ditandatangani s terr%pel ? ’
i??é:?;gi?%giz rl?;?g Er;%ififgofsl;gziiiiigjng Produk perizinan yang siap Produk perizinan yang sudah
10 . . . p X diarsipkan dan siap diserahkan ke 8 menit diarsipkan dan siap diserahkan
(fotokopi perizinan diberikan kepada Sekretaris untuk | —
L . X pemohon ke pemohon
diarsipkan di Sekretariat) |
- _ﬁ Produk perizinan yang siap . Produk perizinan yang siap
11 [Menyerahkan produk perizinan kepada Pemohon ,— diserahkan ke pemohon 5 menit diserahkan ke pemohon
12 |Menerima produk perizinan d) Produk perizinan yang siap 5 menit Produk perizinan yang sudah

diserahkan ke pemohon

diterima




TANAH LAUT

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 38/DPMPTSP/2025

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN TANAH LAUT,

a. bahwa bahwa dalam rangka meningkatkan  efisiensi dan
efektivitas dalam pelayanan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat
dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah
Laut tentang Standar Operasional Prosedur Izin Pengelolaan
Pasar Rakyat;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan
Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil

Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
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Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4866);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 6389);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);\
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

3

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 664);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang
Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1956);
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang
Pedoman Pembangunan Dan Pengolahan Sarana Perdagangan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 277);
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2016
Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat
Perbelanjaan, Dan Toko Swalayan Di Kabupaten Tanah Laut
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016
Nomor 24);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan;
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20. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 88 Tahun 2020 Perubahan
Atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2028 Tentang Izin
Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Dan Toko Swalayan;

21. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 157 Tahun 2020 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanah Laut;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut tentang Standar Operasional

Prosedur Izin Pengelolaan Pasar Rakyat.

: Format Standar Operasional Prosedur Izin Pengelolaan Pasar Rakyat

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 23 Juni 2025

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayq/ﬁan Terpadu Satu Pintu
~WiKabppaten Tanah Laut,
—




LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PENGELOLAAN PASAR

RAKYAT

TANAH LAUT

DINAS PM DAN PTSP

Nomor SOP 38/ DPMPTSP/2025

Tanggal Pembuatan 30 Mei 2025

Tanggal Revisi 23 Juni 2025

Tanggal Efektif 23 Juni 2025 /

PRIt Kepala DPMPTSP

Disahkan oleh

Nama SOP Izin Pengelolaan Pasar Rakyat

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4866);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5512);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 664);

4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan
Dan Pengolahan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 277).

5. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 88 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Bupati
Nomor 45 Tahun 2028 Tentang Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Dan
Toko Swalayan

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pasar Rakyat

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;

2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan
perizinan dan Non Perizinan dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan
ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu
serta kelambanan dalam pelayanan perizinan dan non perizinan.

1. Dokumentasi produk perizinan/non perizinan;
2. Laporan produk perizinan/non perizinan,;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan/non perizinan.




SOP IZIN PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS
Pemohon | Front Office Kasi Tim Teknis | Back Office Kabid I]{)eif:ll: Kelengkapan Waktu Output
Berkas permohonan produk iperi
1 [Menyerahkan berkas permohonan produk perizinan C D perizinap:q P 2 menit E:ll;: l;ltkzgggl;;;perlksa
. . Berkas permohonan produk Berkas permohonan produk
Menerima dan memeriksa berkas permohonan produk Ya perizinan dan Resi perizinan yang sudah diperiksa
2 perizinan. Jika lengkap Pemohon diberi resi tanda terima 15 menit kelengkapannya
dan berkas diteruskan ke Kasi, jika tidak lengkap, berkas
dikembalikan ke Pemohon untuk dilengkapi
Tidak T~
3 Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas dengan Berkas permohonan produk 120 menit B::il;?jaier;nlfr I:tn,lrin 5 Sr(f;ik
menjadwalkan cek lapangan bersama Tim Teknis E_| perizinan yang sudah diverifikasi p k1 ’ BAP g
| cek lapangan,
Melakukan cek lapangan untuk memberikan rekomendasi v Berkas permohonan produk
4 persetujuan jika permohonan disetujui atau rekomendasi perizinan, Surat Tugas untuk cek 1 hari BAP dan Rekomendasi
menolak jika permohonan tidak disetujui yang dituangkan /\ lanan. an7 BAP
ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tidak TN pangan,
S Mel'n.ndaklanjutl hasil BAP dengan me'mbuat dliaf produk Il I BAP dan Rekomendasi 20 menit Draf produk perizinan
perizinan dan meneruskannya ke Kasi untuk diparaf
6 Memaraf produk perizinan dan diteruskan ke Kabid untuk — Draf produk perizinan 5 menit Draf produk perizinan yang
diparaf | J I p P sudah diparaf
7 Memaraf produk perizinan dan diteruskan ke Kepala Dinas | = Draf produk perizinan yang sudah 5 menit Draf produk perizinan yang
untuk ditandatangani diparaf sudah diparaf
8 |Menandatangani draf produk perizinan Ij Draf produk perAlzlnan yang spdah 5 menit P'roduk perlzlngn yang sudah
diparaf untuk ditandatangani ditandatangani
. . . . . Produk perizinan yang sudah
9 Meregistrasi, memberikan nomor, dan memberikan Produk perizinan yang sudah 8 menit diresistrasi. diberi nomor. dan
stempel produk perizinan | I ditandatangani s terr%pel ? ’
i??é:?;gi?%giz rl?;?g Er;%ififgofsl;gziiiiigjng Produk perizinan yang siap Produk perizinan yang sudah
10 . . . p X diarsipkan dan siap diserahkan ke 8 menit diarsipkan dan siap diserahkan
(fotokopi perizinan diberikan kepada Sekretaris untuk | —
L . X pemohon ke pemohon
diarsipkan di Sekretariat) |
- _ﬁ Produk perizinan yang siap . Produk perizinan yang siap
11 [Menyerahkan produk perizinan kepada Pemohon ,— diserahkan ke pemohon 5 menit diserahkan ke pemohon
12 |Menerima produk perizinan d) Produk perizinan yang siap 5 menit Produk perizinan yang sudah

diserahkan ke pemohon

diterima




TANAH LAUT

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 39 /DPMPTSP/2025

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN TANAH LAUT,

a. bahwa bahwa dalam rangka meningkatkan  efisiensi dan
efektivitas dalam pelayanan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan
dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah
Laut tentang Standar Operasional Prosedur Izin Usaha Pusat
Perbelanjaan;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan
Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil

Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008



10.
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Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4866);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 6389);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);\
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

3

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 664);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang
Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1956);
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang
Pedoman Pembangunan Dan Pengolahan Sarana Perdagangan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 277);
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 Perubahan
Atas Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman , Pengembangan ,
Penataan Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 435)
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2016
Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat
Perbelanjaan, Dan Toko Swalayan Di Kabupaten Tanah Laut
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016
Nomor 24);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
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20. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan;

21. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 88 Tahun 2020 Perubahan
Atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2028 Tentang Izin
Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Dan Toko Swalayan;

22. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 157 Tahun 2020 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanah Laut;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut tentang Standar Operasional

Prosedur Izin Usaha Pusat Perbelanjaan.

: Format Standar Operasional Prosedur Izin Usaha Pusat Perbelanjaan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 23 Juni 2025

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanah Laut,

GENTRY YULIANTONO, SE



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN USAHA PUSAT
PERBELANJAAN
Nomor SOP 39/ DPMPTSP/2025
TANAH LAUT
Tanggal Pembuatan 30 Mei 2025
Tanggal Revisi 23 Juni 2025
Tanggal Efektif 23 Juni 2025

DINAS PM DAN PTSP

Plt. Kepala DPMPTSP

Disahkan oleh
Kabupaten Tanah Laut,
GENTRY YULIANTONO, SE
NIP. 19660708 199303 1 002
Nama SOP Izin Usaha Pusat Perbelanjaan

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan

Menengah

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang
Perdagangan;

4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman
Pembangunan Dan Pengolahan Sarana Perdagangan ;

5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 Perubahan Atas Nomor
10 Tahun 2021 Tentang Pedoman , Pengembangan , Penataan Dan Pembinaan
Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2016 Tentang
Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Dan Toko Swalayan
Di Kabupaten Tanah Laut ;

7. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 88 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 45 Tahun 2028 Tentang Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat
Perbelanjaan, Dan Toko Swalayan

N

1.
2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;
3.

Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;

Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan perizinan dan
non perizinan dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian,
ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu serta kelambanan dalam
pelayanan perizinan dan non perizinan.

1. Dokumentasi produk perizinan/non perizinan;
2. Laporan produk perizinan/non perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan/non perizinan.




SOP IZIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN

PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS
Pemohon Front Office Analis Tim Teknis | Back Office Kabid I;?:laalsa Kelengkapan Waktu Output
Berkas permohonan produk iperi
1 [Menyerahkan berkas permohonan produk perizinan C D perizinar; P 2 menit E:lie l;agsk:}r;;l;i;;p eriksa
Berkas permohonan produk Berkas permohonan produk perizinan
Menerima dan memeriksa berkas permohonan produk Ya perizinan dan Resi yang sudah diperiksa kelengkapannya
9 perizinan. Jika lengkap Pemohon diberi resi tanda terima 15 menit
dan berkas diteruskan ke Analis, jika tidak lengkap,
berkas dikembalikan ke Pemohon untuk dilengkapi Tidak \/
. . . . . Berkas permohonan produk Berkas permohonan produk
3 Men%ndaklan_]uu hasil verifiAnalis berka‘s dengag perizinan yang sudah 120 menit perizinan, Surat Tugas untuk cek
menjadwalkan cek lapangan bersama Tim Teknis ] diverifiAnali 1 BAP
| I iverifiAnalis apangan,
Ya
Melakukan cek lapangan untuk memberikan rekomendasi Berkas permohonan produk
4 persetujufx n jika permohona}n dlsgtuju{ aT.au rek(?mendasl \/\ perizinan, Surat Tugas untuk cek 1 hari BAP dan Rekomendasi
menolak jika permohonan tidak disetujui yang dituangkan ] /\/ 1 BAP
ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tidak apangan,
5 Melju'ndaklan_]utl hasil BAP dengan mer'nbuat draf' produk II I BAP dan Rekomendasi 20 menit Draf produk perizinan
perizinan dan meneruskannya ke Analis untuk diparaf
Memaraf produk perizinan dan diteruskan ke Kabid untuk | II - . Draf produk perizinan yang sudah
6 diparaf Draf produk perizinan 5 menit diparaf
7 Memaraf produk perizinan dan diteruskan ke Kepala Draf produk perizinan yang 5 menit Draf produk perizinan yang sudah
Dinas untuk ditandatangani | II sudah diparaf diparaf
Draf produk perizinan yang ..
8 |Menandatangani draf produk perizinan [ I sudah diparaf untuk 5 menit ggﬂ;&?iﬁfn yang sudah
ditandatangani 8
P; k izi h
9 Meregistrasi, memberikan nomor, dan memberikan | I Produk perizinan yang sudah 8 menit dirx?edl;s trzzzlza?sgﬂfigxiz?dc?an
stempel produk perizinan ditandatangani s ten%pel ’ ’
glselini:r}i;giix(l)?f;z 1:2:13;r;}]‘;l;:;{fgos:kag:r;z;it}llg/ing Produk perizinan yang siap Produk perizinan yang sudah
10 X L o P X [ diarsipkan dan siap diserahkan 8 menit diarsipkan dan siap diserahkan ke
(fotokopi perizinan diberikan kepada Sekretaris untuk ke pemohon emohon
diarsipkan di Sekretariat) p p
11 [Menyerahkan produk perizinan kepada Pemohon |I I gf:;iiﬁ;:ﬁ:?;gzﬁijlap 5 menit Z;s;iiﬁ::il:ir;iiiislap
12 [Menerima produk perizinan C D Produk perizinan yang siap 5 menit Produk perizinan yang sudah diterima

diserahkan ke pemohon




TANAH LAUT

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 39 /DPMPTSP/2025

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN TANAH LAUT,

a. bahwa bahwa dalam rangka meningkatkan  efisiensi dan
efektivitas dalam pelayanan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan
dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah
Laut tentang Standar Operasional Prosedur Izin Usaha Pusat
Perbelanjaan;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan
Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil

Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
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Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4866);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 6389);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);\
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
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Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 664);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang
Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1956);
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang
Pedoman Pembangunan Dan Pengolahan Sarana Perdagangan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 277);
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 Perubahan
Atas Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman , Pengembangan ,
Penataan Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 435)
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2016
Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat
Perbelanjaan, Dan Toko Swalayan Di Kabupaten Tanah Laut
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016
Nomor 24);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
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20. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan;

21. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 88 Tahun 2020 Perubahan
Atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2028 Tentang Izin
Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Dan Toko Swalayan;

22. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 157 Tahun 2020 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanah Laut;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut tentang Standar Operasional

Prosedur Izin Usaha Pusat Perbelanjaan.

: Format Standar Operasional Prosedur Izin Usaha Pusat Perbelanjaan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 23 Juni 2025

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan/ Terpadu Satu Pintu
/Kabupaien. T

A
¥

g3

) :
QENTRYAUEIANTONO, SE




LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN USAHA PUSAT
PERBELANJAAN
Nomor SOP 39/ DPMPTSP/2025
TANAH LAUT
Tanggal Pembuatan 30 Mei 2025
Tanggal Revisi 23 Juni 2025
Tanggal Efektif 23 Juni 2025 /v

DINAS PM DAN PTSP

Plt/ Kepala DPMPTSP

Disahkan oleh y
- Ké&hupaten Tanah Laut,
TONO, SE
0708 199303 1 002
Nama SOP Izin Usaha Pusat Perbelanjaan

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan

Menengah

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang
Perdagangan;

4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman
Pembangunan Dan Pengolahan Sarana Perdagangan ;

5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 Perubahan Atas Nomor
10 Tahun 2021 Tentang Pedoman , Pengembangan , Penataan Dan Pembinaan
Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2016 Tentang
Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Dan Toko Swalayan
Di Kabupaten Tanah Laut ;

7. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 88 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 45 Tahun 2028 Tentang Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat
Perbelanjaan, Dan Toko Swalayan

N

1.
2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;
3.

Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;

Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan perizinan dan
non perizinan dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian,
ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu serta kelambanan dalam
pelayanan perizinan dan non perizinan.

1. Dokumentasi produk perizinan/non perizinan;
2. Laporan produk perizinan/non perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan/non perizinan.




SOP IZIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN

PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS
Pemohon Front Office Analis Tim Teknis | Back Office Kabid I;?:laalsa Kelengkapan Waktu Output
Berkas permohonan produk iperi
1 [Menyerahkan berkas permohonan produk perizinan C D perizinar; P 2 menit E:lie l;agsk:}r;;l;i;;p eriksa
Berkas permohonan produk Berkas permohonan produk perizinan
Menerima dan memeriksa berkas permohonan produk Ya perizinan dan Resi yang sudah diperiksa kelengkapannya
9 perizinan. Jika lengkap Pemohon diberi resi tanda terima 15 menit
dan berkas diteruskan ke Analis, jika tidak lengkap,
berkas dikembalikan ke Pemohon untuk dilengkapi Tidak \/
. . . . . Berkas permohonan produk Berkas permohonan produk
3 Men%ndaklan_]uu hasil verifiAnalis berka‘s dengag perizinan yang sudah 120 menit perizinan, Surat Tugas untuk cek
menjadwalkan cek lapangan bersama Tim Teknis ] diverifiAnali 1 BAP
| I iverifiAnalis apangan,
Ya
Melakukan cek lapangan untuk memberikan rekomendasi Berkas permohonan produk
4 persetujufx n jika permohona}n dlsgtuju{ aT.au rek(?mendasl \/\ perizinan, Surat Tugas untuk cek 1 hari BAP dan Rekomendasi
menolak jika permohonan tidak disetujui yang dituangkan ] /\/ 1 BAP
ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tidak apangan,
5 Melju'ndaklan_]utl hasil BAP dengan mer'nbuat draf' produk II I BAP dan Rekomendasi 20 menit Draf produk perizinan
perizinan dan meneruskannya ke Analis untuk diparaf
Memaraf produk perizinan dan diteruskan ke Kabid untuk | II - . Draf produk perizinan yang sudah
6 diparaf Draf produk perizinan 5 menit diparaf
7 Memaraf produk perizinan dan diteruskan ke Kepala Draf produk perizinan yang 5 menit Draf produk perizinan yang sudah
Dinas untuk ditandatangani | II sudah diparaf diparaf
Draf produk perizinan yang ..
8 |Menandatangani draf produk perizinan [ I sudah diparaf untuk 5 menit ggﬂ;&?iﬁfn yang sudah
ditandatangani 8
P; k izi h
9 Meregistrasi, memberikan nomor, dan memberikan | I Produk perizinan yang sudah 8 menit dirx?edl;s trzzzlza?sgﬂfigxiz?dc?an
stempel produk perizinan ditandatangani s ten%pel ’ ’
glselini:r}i;giix(l)?f;z 1:2:13;r;}]‘;l;:;{fgos:kag:r;z;it}llg/ing Produk perizinan yang siap Produk perizinan yang sudah
10 X L o P X [ diarsipkan dan siap diserahkan 8 menit diarsipkan dan siap diserahkan ke
(fotokopi perizinan diberikan kepada Sekretaris untuk ke pemohon emohon
diarsipkan di Sekretariat) p p
11 [Menyerahkan produk perizinan kepada Pemohon |I I gf:;iiﬁ;:ﬁ:?;gzﬁijlap 5 menit Z;s;iiﬁ::il:ir;iiiislap
12 [Menerima produk perizinan C D Produk perizinan yang siap 5 menit Produk perizinan yang sudah diterima

diserahkan ke pemohon




o PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 40 /DPMPTSP/2025

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN USAHA SWALAYAN/TOKO MODERN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT,

Menimbang : a.bahwa bahwa dalam rangka meningkatkan  efisiensi dan
efektivitas dalam pelayanan Izin Usaha Swalayan/Toko Modern
dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah
Laut tentang Standar Operasional Prosedur Izin Usaha
Swalayan/Toko Modern;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan
Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil
Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008



10.

2

Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4866);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 6389);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);\
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
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19.
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Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 664);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang
Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1956);
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang
Pedoman Pembangunan Dan Pengolahan Sarana Perdagangan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 277);
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 Perubahan
Atas Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman , Pengembangan ,
Penataan Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 435)
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2016
Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat
Perbelanjaan, Dan Toko Swalayan Di Kabupaten Tanah Laut
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016
Nomor 24);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
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20. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan;

21. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 88 Tahun 2020 Perubahan
Atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2028 Tentang Izin
Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Dan Toko Swalayan;

22. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 157 Tahun 2020 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanah Laut;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut tentang Standar Operasional

Prosedur Izin Usaha Swalayan/Toko Modern.

: Format Standar Operasional Prosedur Izin Usaha Swalayan/Toko Modern

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 23 Juni 2025

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanah Laut,

GENTRY YULIANTONO, SE



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN
TENTANG

DAN
IZIN

PTSP
USAHA

PENANAMAN MODAL
PROSEDUR

KEPALA DINAS
STANDAR OPERASIONAL

SWALAYAN/TOKO MODERN

TANAH LAUT

DINAS PM DAN PTSP

Nomor SOP 40 / DPMPTSP/2025
Tanggal Pembuatan 30 Mei 2025
Tanggal Revisi 23 Juni 2025
Tanggal Efektif 23 Juni 2025

Disahkan oleh

Plt. Kepala DPMPTSP
Kabupaten Tanah Laut,

GENTRY YULIANTONO, SE
NIP. 19660708 199303 1 002

Nama SOP

Izin Usaha Swalayan/Toko Modern

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah 1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan; 2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang ) . & . . . yang . p & . ’
3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat

Perdagangan;

4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan
Dan Pengolahan Sarana Perdagangan ;

5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 Perubahan Atas Nomor 10 Tahun
2021 Tentang Pedoman , Pengembangan , Penataan Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan
Dan Toko Swalayan ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan
Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Dan Toko Swalayan Di Kabupaten Tanah
Laut ;

7. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 88 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Bupati
Nomor 45 Tahun 2028 Tentang Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Dan

Toko Swalayan.

sasaran dan tepat waktu.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan perizinan dan
non perizinan dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian,
ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu serta kelambanan dalam

pelayanan perizinan dan non perizinan.

1. Dokumentasi produk perizinan/non perizinan;
2. Laporan produk perizinan/non perizinan,;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan/non perizinan.




PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS
Pemohon | Front Office Analis Tim Teknis | Back Office Kabid I]{)eil::: Kelengkapan Waktu Output
Berkas permohonan produk iperi
1 [Menyerahkan berkas permohonan produk perizinan C D perizinap:q P 2 menit E:ll;: l;e;skz;t;l;;;penksa
Berkas permohonan produk Berkas permohonan produk
Menerima dan memeriksa berkas permohonan produk va perizinan dan Resi perizinan yang sudah diperiksa
2 perizinan. Jika lengkap Pemohon diberi resi tanda terima 15 menit kelengkapannya
dan berkas diteruskan ke Analis, jika tidak lengkap,
berkas dikembalikan ke Pemohon untuk dilengkapi Tidak \/
. s . . . Berkas permohonan produk Berkas permohonan produk
3 xZE%Zgiii?Etcleﬁzﬂ :zrifgzifﬁ;ﬁ;d;gfﬁg perizinan yang sudah 120 menit perizinan, Surat Tugas untuk cek
J pang I__! diverifiAnalis lapangan, BAP
Ya
Melakukan cek lapangan untuk memberikan rekomendasi Berkas permohonan produk
4 persetujl{?n jika permohongn dlseAtquA gtau rekgmendam < perizinan, Surat Tugas untuk cek 1 hari BAP dan Rekomendasi
menolak jika permohonan tidak disetujui yang dituangkan ] /\/ lapancan. BAP
ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tidak pangan,
5 Mer‘n.ndaklanjutl hasil BAP dengan membuat draf produk II I BAP dan Rekomendasi 20 menit Draf produk perizinan
perizinan dan meneruskannya ke Analis untuk diparaf
6 Memaraf produk perizinan dan diteruskan ke Kabid untuk | I| Draf produk perizinan 5 menit Draf produk perizinan yang sudah
diparaf p P diparaf
7 Memaraf produk perizinan dan diteruskan ke Kepala Draf produk perizinan yang 5 menit Draf produk perizinan yang sudah
Dinas untuk ditandatangani | || sudah diparaf diparaf
Draf produk perizinan yang .
8 [Menandatangani draf produk perizinan l_: sudah diparaf untuk 5 menit g:toa il(likatpae:zalzian yang sudah
ditandatangani g
9 Meregistrasi, memberikan nomor, dan memberikan | I Produk perizinan yang sudah 8 menit Zir:ed?sl{tiesrilz(li?s:riy itr)lriz?dj:n
stempel produk perizinan ditandatangani s ten%pel ? ?
i??é:?;gi%git T;?g Er;%if;f(:;ol?;igzrliiir}igﬁng Produk perizinan yang siap Produk perizinan yang sudah
10 X L o P X diarsipkan dan siap diserahkan 8 menit diarsipkan dan siap diserahkan ke
(fotokopi perizinan diberikan kepada Sekretaris untuk ke pemohon emohon
diarsipkan di Sekretariat) p p
.. Produk perizinan yang siap . Produk perizinan yang siap
11 [Menyerahkan produk perizinan kepada Pemohon ,— diserahkan ke pemohon 5 menit diserahkan ke pemohon
12 |Menerima produk perizinan d> Produk perizinan yang siap 5 menit Produk perizinan yang sudah

diserahkan ke pemohon

diterima




o PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 40 /DPMPTSP/2025

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN USAHA SWALAYAN/TOKO MODERN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT,

Menimbang : a.bahwa bahwa dalam rangka meningkatkan  efisiensi dan
efektivitas dalam pelayanan Izin Usaha Swalayan/Toko Modern
dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah
Laut tentang Standar Operasional Prosedur Izin Usaha
Swalayan/Toko Modern;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan
Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil
Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
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Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4866);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 6389);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);\
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 664);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang
Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1956);
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang
Pedoman Pembangunan Dan Pengolahan Sarana Perdagangan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 277);
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 Perubahan
Atas Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman , Pengembangan ,
Penataan Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 435)
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2016
Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat
Perbelanjaan, Dan Toko Swalayan Di Kabupaten Tanah Laut
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016
Nomor 24);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
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20. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan;

21. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 88 Tahun 2020 Perubahan
Atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2028 Tentang Izin
Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Dan Toko Swalayan;

22. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 157 Tahun 2020 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanah Laut;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut tentang Standar Operasional

Prosedur Izin Usaha Swalayan/Toko Modern.

: Format Standar Operasional Prosedur Izin Usaha Swalayan/Toko Modern

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 23 Juni 2025

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan/ Terpadu Satu Pintu
Laut,

M\ \\;!_:‘ ‘.
SENTRLYUEIANTONO, SE



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN USAHA
SWALAYAN/TOKO MODERN
Nomor SOP 40 / DPMPTSP/2025
TANAH LAUT
Tanggal Pembuatan 30 Mei 2025
Tanggal Revisi 23 Juni 2025
Tanggal Efektif 23 Juni 2025 )
Disahkan oleh Plt Kepaly DPMPTSP
Kabupartén/Tanah

DINAS PM DAN PTSP

4[%)
; GQM' SE

QDAL “ 2
NIRB, _19666_'7 95 303 1 002

£
=

Nama SOP

Izin Usaha Swalayan/Toko Modern

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah 1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan; 2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang ) . & . . . yang . p & . ’
3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat

Perdagangan;

4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan
Dan Pengolahan Sarana Perdagangan ;

5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 Perubahan Atas Nomor 10 Tahun
2021 Tentang Pedoman , Pengembangan , Penataan Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan
Dan Toko Swalayan ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan
Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Dan Toko Swalayan Di Kabupaten Tanah
Laut ;

7. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 88 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Bupati
Nomor 45 Tahun 2028 Tentang Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Dan

Toko Swalayan.

sasaran dan tepat waktu.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan perizinan dan
non perizinan dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian,
ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu serta kelambanan dalam

pelayanan perizinan dan non perizinan.

1. Dokumentasi produk perizinan/non perizinan;
2. Laporan produk perizinan/non perizinan,;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan/non perizinan.




PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS
Pemohon | Front Office Analis Tim Teknis | Back Office Kabid I]{)eil::: Kelengkapan Waktu Output
Berkas permohonan produk iperi
1 [Menyerahkan berkas permohonan produk perizinan C D perizinap:q P 2 menit E:ll;: l;e;skz;t;l;;;penksa
Berkas permohonan produk Berkas permohonan produk
Menerima dan memeriksa berkas permohonan produk va perizinan dan Resi perizinan yang sudah diperiksa
2 perizinan. Jika lengkap Pemohon diberi resi tanda terima 15 menit kelengkapannya
dan berkas diteruskan ke Analis, jika tidak lengkap,
berkas dikembalikan ke Pemohon untuk dilengkapi Tidak \/
. s . . . Berkas permohonan produk Berkas permohonan produk
3 xZE%Zgiii?Etcleﬁzﬂ :zrifgzifﬁ;ﬁ;d;gfﬁg perizinan yang sudah 120 menit perizinan, Surat Tugas untuk cek
J pang I__! diverifiAnalis lapangan, BAP
Ya
Melakukan cek lapangan untuk memberikan rekomendasi Berkas permohonan produk
4 persetujl{?n jika permohongn dlseAtquA gtau rekgmendam < perizinan, Surat Tugas untuk cek 1 hari BAP dan Rekomendasi
menolak jika permohonan tidak disetujui yang dituangkan ] /\/ lapancan. BAP
ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tidak pangan,
5 Mer‘n.ndaklanjutl hasil BAP dengan membuat draf produk II I BAP dan Rekomendasi 20 menit Draf produk perizinan
perizinan dan meneruskannya ke Analis untuk diparaf
6 Memaraf produk perizinan dan diteruskan ke Kabid untuk | I| Draf produk perizinan 5 menit Draf produk perizinan yang sudah
diparaf p P diparaf
7 Memaraf produk perizinan dan diteruskan ke Kepala Draf produk perizinan yang 5 menit Draf produk perizinan yang sudah
Dinas untuk ditandatangani | || sudah diparaf diparaf
Draf produk perizinan yang .
8 [Menandatangani draf produk perizinan l_: sudah diparaf untuk 5 menit g:toa il(likatpae:zalzian yang sudah
ditandatangani g
9 Meregistrasi, memberikan nomor, dan memberikan | I Produk perizinan yang sudah 8 menit Zir:ed?sl{tiesrilz(li?s:riy itr)lriz?dj:n
stempel produk perizinan ditandatangani s ten%pel ? ?
i??é:?;gi%git T;?g Er;%if;f(:;ol?;igzrliiir}igﬁng Produk perizinan yang siap Produk perizinan yang sudah
10 X L o P X diarsipkan dan siap diserahkan 8 menit diarsipkan dan siap diserahkan ke
(fotokopi perizinan diberikan kepada Sekretaris untuk ke pemohon emohon
diarsipkan di Sekretariat) p p
.. Produk perizinan yang siap . Produk perizinan yang siap
11 [Menyerahkan produk perizinan kepada Pemohon ,— diserahkan ke pemohon 5 menit diserahkan ke pemohon
12 |Menerima produk perizinan d> Produk perizinan yang siap 5 menit Produk perizinan yang sudah

diserahkan ke pemohon

diterima




o PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 60 /DPMPTSP/2024

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN OPERASONAL LEMBAGA
PELATIHAN KERJA (LPK)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT,

Menimbang : a.bahwa bahwa dalam rangka meningkatkan  efisiensi dan
efektivitas dalam pelayanan Izin Operasional Lembaga Pelatihan
Kerja (LPK) dipandang perlu menetapkan Standar Operasional
Prosedur;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah
Laut tentang Standar Operasional Prosedur Izin Operasional

Lembaga Pelatihan Kerja (LPK);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan
Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Momor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);



Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan
(Lembaran Negara Tahun Republika Indonesia Tahun 2003 Nomor

39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia 6389);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Repiublik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem
Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4637);
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Peraturan  Pemerintah Nomor S5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

Peraturan  Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012);

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun
2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja
Nasional di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1463);

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016

tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan

Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 712);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1956);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan;

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;



18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut tentang Standar Operasional

Prosedur Izin Operasional Lembaga Pelatihan Kerja (LPK).

: Format Standar Operasional Prosedur Izin Operasional Lembaga

Pelatihan Kerja (LPK) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 2 Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanah Laut,

A\
\
,,-. @-n —',-._.-Jl \

- —

[rxSUHARYO



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

MODAL DAN PTSP
IZIN OPERASIONAL

KEPALA DINAS PENANAMAN

LEMBAGA PELATIHANKERJA (LPK)

TANAH LAUT

DINAS PM DAN PTSP

Nomor SOP 60/DPMPTSP/2024
Tanggal Pembuatan 25 April 2024
Tanggal Revisi 2 Mei 2024

Tanggal Efektif 2 Mei 2024

lepala DPMPTSP

Disahkan oleh
Kabupaten, Tanah Laut,
\
\
i | 7 m— X -'_~_-Jl \
' Ir. SUHARY
NIP. 19640502 198703 1 020
Nama SOP Izin Operasicnal”Lenihage Pelatihan Kerja (LPK)

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan
(Lembaran Negara Tahun Republika Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013
tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1463);

4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 712);

1.
2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;
3.

Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;

Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan Izin
Operasional Izin Operasional Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan jika tidak
dilaksanakan akan  mengakibatkan  ketidakpastian, ketidaktransparanan,
ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu serta kelambanan dalam pelayanan
perizinan.

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.




SOP IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PELATIHAN KERJA (LPK)

PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS . Kepala
Pemohon | Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output
Melakukan pendaftaran melalui online/ offline .
.. . K . Berkas permohonan Izin N
secara mandiri atau melalui pendampingan dari . . Berkas untuk diperiksa
1 . . Operasional Lembaga 15 - 20 menit
petugas DPMPTSP dengan mengisi data pemohon . . kelengkapannya
Z . Pelatihan Kerja (LPK)
dan upload persyaratan melalui sistem
Menerima dan memeriksa berkas permohonan Ye
Izin Operasional Lembaga Pelatihan Kerja (LPK). Berkas permohonan Izin Berkas permohonan Izin
9 Jika lengkap Pemohon diberi resi tanda terima dan /\ Operasional Lembaga 15 menit Operasional Lembaga Pelatihan
berkas diteruskan ke Back Office, jika tidak Tidak ~—— Pelatihan Kerja (LPK) dan Kerja (LPK) yang sudah diperiksa
lengkap, berkas dikembalikan ke Pemohon untuk Resi kelengkapannya
dilengkapi
. L . . . . Berkas permohonan Izin .
Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas Izin | | Operasional Lembaga Berkas permohonan Izin
Operasional Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dengan P . R g . Operasional Lembaga Pelatihan
3 . Pelatihan Kerja (LPK) yang 15 menit .
menyiapkan berkas dan Surat Pengantar untuk .. Kerja (LPK) yang sudah
L . . sudah diperiksa A .
diperiksa oleh Tim Teknis diverifikasi
kelengkapannya
Berkas permohonan Izin .
Mengirimkan berkas bersama surat pengantar Eﬁ’ Operasional Lembaga . Berkas‘permohonan lzin .
4 . . L. - M . . 60 menit Operasional Lembaga Pelatihan
kepada Tim Teknis untuk diverifikasi Pelatihan Kerja (LPK) yang R
P . Kerja (LPK), Surat Pengantar,
sudah diverifikasi
Tidak Ya
Memberikan berkas permohonan disertai dengan /> Berkas permohonan Izin
5 rekomendasi persetujuan jika permohonan TN Operasional Lembaga 1 Hari Berkas permohonan, dan
disetujui atau rekomendasi menolak jika Pelatihan Kerja (LPK), Surat Rekomendasi
permohonan tidak disetujui Pengantar,
6 Menindaklanjuti dengan membuat draf Izin Berkas permohonan, dan 20 menit Draf Izin Operasional Lembaga

Operasional Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)

Rekomendasi

Pelatihan Kerja (LPK)




PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS . Kepala
Pemohon | Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output
Meregistrasi, memberikan nomor Izin Operasional Draf Izin Operasional Draf Izin Operasional Lembaga
7 |Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan Lembaga Pelatihan Kerja 5 menit Pelatihan Kerja (LPK) untuk
meneruskannya ke Kabid untuk diparaf (LPK) diparaf
. . . . Draf Izin Operasional . .
Memaraf Izin Operasional Lembaga Pelatihan Kerja | R . Draf Izin Operasional Lembaga
R f Lembaga Pelatihan Kerja . . .
8 [(LPK) dan diteruskan ke Kepala Dinas untuk Ll . 5 menit Pelatihan Kerja (LPK) yang sudah
. . (LPK) yang sudah diparaf ) ) .
ditandatangani . X diparaf untuk ditandatangani
untuk ditandatangani
Co . Izin Operasional Lembaga Izin Operasional Lembaga
9 Mena.ndatang:al ni 1zin Operasional Lembaga N| Pelatihan Kerja (LPK) yang 5 menit Pelatihan Kerja (LPK) yang sudah
Pelatihan Kerja (LPK) . ; . .
sudah ditandatangani ditandatangani
Mengarsipkan dan menyerahkan Izin Operasional g lzin (')peraswr'lal Lembaga lzin (.)perasmr.lal Lembaga
. . . Pelatihan Kerja (LPK) yang . Pelatihan Kerja (LPK) yang sudah
10 |Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang asli kepada . L . 8 menit L . .
siap diarsipkan dan siap diarsipkan dan siap diserahkan
Pemohon .
diserahkan ke pemohon ke pemohon
— Izin Operasional Lembaga . .
Menyerahkan Izin Operasional Lembaga Pelatihan L | Pelatihan Kerja (LPK) yang . Izin (')peraswr'lal Lembaga .
11 . . . 5 menit Pelatihan Kerja (LPK) yang siap
Kerja (LPK) kepada Pemohon siap diserahkan ke )
diserahkan ke pemohon
pemohon
Menerima Izin Operasional Lembaga Pelatihan é E;;;S}f:;a;z{l:l(fggbaii Lzégt?ﬁ:;aﬁlir.l:l(ﬁpegbzgna sudah
12 |Kerja (LPK) (mencetak/memprint Izin Operasional J yang 5 menit J yang

Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) secara mandiri)

siap diserahkan ke
pemohon

diarsipkan dan siap diserahkan
ke pemohon




o PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 61 /DPMPTSP/2024

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS
DAN PELATIHAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT,

Menimbang : a.bahwa bahwa dalam rangka meningkatkan  efisiensi dan
efektivitas dalam pelayanan Izin Operasional Lembaga Kursus
dan Pelatihan dipandang perlu menetapkan Standar
Operasional Prosedur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah
Laut tentang Standar Operasional Prosedur Izin Operasional

Lembaga Kursus dan Pelatihan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan
Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Momor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);



2. Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional,

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia 6389);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Repiublik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah R.I Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar

Pendidikan Nasional ;

Peraturan  Pemerintah Nomor S5 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko ( Lembaran



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

Peraturan  Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012);

Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan
Pendidikan Non Formal,

Permendikbud Nomor 127 Tahun 2014 tentang Standar Sarana dan
Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Republik Indonesia Nomor
4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi

Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1956);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan;

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah;



MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut tentang Standar Operasional

Prosedur Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan.

: Format Standar Operasional Prosedur Izin Operasional Lembaga Kursus

dan Pelatihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 2 Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanah Laut,

\
\
.. .‘.—".“ ".*".--.Jl \

e —

T, 'SUHARYO



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

MODAL DAN PTSP
IZIN OPERASIONAL

KEPALA DINAS PENANAMAN

LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

TANAH LAUT

DINAS PM DAN PTSP

Nomor SOP 61/DPMPTSP/2024
Tanggal Pembuatan 25 April 2024
Tanggal Revisi 2 Mei 2024

Tanggal Efektif 2 Mei 2024

Disahkan oleh

"~ /Kepyala DPMPTSP
Kabugaten Tanah Laut,

Iz. SUHARKNO
NIP. 12640502 198703 1 020

Nama SOP

Izin Operasionai Lembaga Kursus Dan Pelatihan

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional,

2. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan
Nasional ;

3. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan
Non Formal;

1.
2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;
3.

Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;

Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu.

4. Permendikbud Nomor 127 Tahun 2014 tentang Standar Sarana dan Prasarana
Lembaga Kursus dan Pelatihan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan
Pendidikan Nonformal Sejenis;
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan Izin
Operasional Lembaga Kursus Dan Pelatihan dan jika tidak dilaksanakan akan
mengakibatkan ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan
ketidaktepatan waktu serta kelambanan dalam pelayanan perizinan.

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.




Izin Operasional Lembaga Kursus Dan Pelatihan (LKP)

PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS . . . . . Kepala
Pemohon | Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output
Melakukan pendaftaran melalui online/ offline .
.. . K . Berkas permohonan Izin N
secara mandiri atau melalui pendampingan dari . . Berkas untuk diperiksa
1 " DPMPTSP d isi dat h Operasional Lembaga 15 - 20 menit kelenekapannya
petugas engan men'gls'l ata pemonhon Kursus Dan Pelatihan (LKP) grap ¥
dan upload persyaratan melalui sistem
Menerima dan memeriksa berkas permohonan Ye
Izin Operasional Lembaga Kursus Dan Pelatihan Berkas permohonan Izin Berkas permohonan Izin
9 (LKP). Jika lengkap Pemohon diberi resi tanda /\ Operasional Lembaga 15 menit Operasional Lembaga Kursus
terima dan berkas diteruskan ke Back Office, jika Tidak ~—— Kursus Dan Pelatihan (LKP) Dan Pelatihan (LKP) yang sudah
tidak lengkap, berkas dikembalikan ke Pemohon dan Resi diperiksa kelengkapannya
untuk dilengkapi
. L . . . . Berkas permohonan Izin .
Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas Izin . Berkas permohonan Izin
. . Operasional Lembaga .
Operasional Lembaga Kursus Dan Pelatihan (LKP) R . Operasional Lembaga Kursus
3 . Kursus Dan Pelatihan (LKP) 15 menit .
dengan menyiapkan berkas dan Surat Pengantar o Dan Pelatihan (LKP) yang sudah
o . . yang sudah diperiksa o .
untuk diperiksa oleh Tim Teknis diverifikasi
kelengkapannya
Berkas permohonan Izin Berkas permohonan Izin
4 Mengirimkan berkas bersama surat pengantar E_I\L Operasional Lembaga 60 menit Operasional Lembaga Kursus
kepada Tim Teknis untuk diverifikasi Kursus Dan Pelatihan (LKP) Dan Pelatihan (LKP), Surat
yang sudah diverifikasi Pengantar,
Tidak Ya
Memberikan berkas permohonan disertai dengan /> Berkas permohonan Izin
5 rekomendasi persetujuan jika permohonan TN Operasional Lembaga 1 hari Berkas permohonan, dan
disetujui atau rekomendasi menolak jika Kursus Dan Pelatihan Rekomendasi
permohonan tidak disetujui (LKP), Surat Pengantar,
6 Menindaklanjuti dengan membuat draf Izin Berkas permohonan, dan 20 menit Draf Izin Operasional Lembaga

Operasional Lembaga Kursus Dan Pelatihan (LKP)

Rekomendasi

Kursus Dan Pelatihan (LKP)




PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS . Kepala
Pemohon | Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output
Meregistrasi, memberikan nomor Izin Operasional Draf Izin Operasional Draf Izin Operasional Lembaga
7 |Lembaga Kursus Dan Pelatihan (LKP) dan Lembaga Kursus Dan 5 menit Kursus Dan Pelatihan (LKP)
meneruskannya ke Kabid untuk diparaf Pelatihan (LKP) untuk diparaf
Draf Izin Operasional . .
Memaraf Izin Operasional Lembaga Kursus Dan Lembaga Kursus Dan E;?iiz%gg?;jgﬁz;ﬁiﬁ;a an
8 [Pelatihan (LKP) dan diteruskan ke Kepala Dinas | I| Pelatihan (LKP) yang sudah 5 menit . yang
R X ) sudah diparaf untuk
untuk ditandatangani diparaf untuk . .
. . ditandatangani
ditandatangani
Menandatangani dan menyerahkan Izin Izin Operasional Kursus . .
. . . Izin Operasional Kursus (LKP)
9 |Operasional Lembaga Kursus Dan Pelatihan (LKP) — (LKP) yang sudah 5 menit . .
. . ) yang sudah ditandatangani
ke back office Ij ditandatangani
. . . l | Izin Operasional Kursus . .
Mengarsipkan dan menyerahkan Izin Operasional . .. Izin Operasional Kursus (LKP)
. . (LKP) yang siap diarsipkan . o .
10 |Lembaga Kursus Dan Pelatihan (LKP) yang asli . . 8 menit yang sudah diarsipkan dan siap
dan siap diserahkan ke .
kepada Pemohon diserahkan ke pemohon
pemohon
11 [Henyeratian sin Oerasioa Lembaga Kurus — el IR Lol sttt
Dan Pelatihan (LKP) kepada Pemohon yang siap yang siap
ke pemohon pemohon
IP\’/ZZ;E::I (fér;)?gfgs;i:il/;ZTnbi‘?stI?qus Dan ( ) Izin Operasional Kursus Izin Operasional Kursus (LKP)
12 P (LKP) yang siap diserahkan 5 menit yang sudah diarsipkan dan siap

Operasional Lembaga Kursus Dan Pelatihan (LKP)
secara mandiri)

ke pemohon

diserahkan ke pemohon




o PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 62 /DPMPTSP/2024

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TANDA DAFTAR LEMBAGA
KESEJAHTERAAN SOSIAL/ORGANISASI SOSIAL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT,

Menimbang : a.bahwa bahwa dalam rangka meningkatkan  efisiensi dan
efektivitas dalam  pelayanan Tanda  Daftar Lembaga
Kesejahteraan Sosial/Organisasi Sosial dipandang perlu
menetapkan Standar Operasional Prosedur;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah
Laut tentang Standar Operasional Prosedur Tanda Daftar

Lembaga Kesejahteraan Sosial/Organisasi Sosial;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan
Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Momor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);



2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang
Yayasan;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejateraan
Sosial;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 6389);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

8. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9
tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Repiublik



Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

11.Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang
Disabilitas;

12.Peraturan Pemerintah Nomor 184 tahun 2011 tentang Lembaga
Kesejahteraan Sosial;

13.Peraturan  Pemerintah Nomor 39 tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

14.Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Kesejateraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas;

15.Peraturan  Pemerintah Nomor S5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

16.Peraturan  Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

17.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012);

18.Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

19.Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan;

20.Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;



MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut tentang Standar Operasional

Prosedur Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial/Organisasi Sosial.

: Format Standar Operasional Prosedur Tanda Daftar Lembaga

Kesejahteraan Sosial/Organisasi Sosial sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 2 Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabnpaten Tanah Laut,

\
\
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LAMPIRAN :

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TANDA DAFTAR
LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL/ORGANISASI SOSIAL

TANAH LAUT

DINAS PM DAN PTSP

Nomor SOP

62 /DPMPTSP/2024

Tanggal Pembuatan

25 April 2024

Tanggal Revisi

2 Mei 2024

Tanggal Efektif

2 Mei 2024

Disahkan oleh

“HKepala DPMPTSP
Kabupaten Tanah Laut,
\

Nama SOP

Tanda Daftar Lembzgs Kesejahiteraan Sosial/Organisasi Sosial

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejateraan Sosial;

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;

Peraturan Pemerintah Nomor 184 tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial;

Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejateraan Sosial bagi
Penyandang Disabilitas;

Permendikbud No. 22 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial;

9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan
Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

Noasw b

%

1.
2.
3.

Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;
Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;
Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan Izin
Operasional Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial/Organisasi Sosial dan jika tidak
dilaksanakan akan mengakibatkan  ketidakpastian, ketidaktransparanan,
ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu serta kelambanan dalam pelayanan
perizinan.

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.




SOP TANDA DAFTAR LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL/ORGANISASI SOSIAL

PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS . . . . . Kepala
Pemohon Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output
Melakukan pendaftaran melalui online/ offline Berkas permohonan Tanda
1 |secara mandiri atau melalui pendampingan dari Daftar Lembaga 15 - 20 menit Berkas untuk diperiksa
petugas DPMPTSP dengan mengisi data pemohon Kesejahteraan Sosial/ kelengkapannya
dan upload persyaratan melalui sistem Organisasi Sosial
Menerima dan memeriksa berkas permohonan Ye
Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial/ Berkas permohonan Tanda Berkas permohonan Tanda
9 Organisasi Sosial Jika lengkap Pemohon diberi resi /\ Daftar Lembaga 15 menit Daftar Lembaga Kesejahteraan
tanda terima dan berkas diteruskan ke Back I D Kesejahteraan Sosial/ Sosial/ Organisasi Sosial yang
Office, jika tidak lengkap, berkas dikembalikan ke Organisasi Sosial dan Resi sudah diperiksa kelengkapannya
Pemohon untuk dilengkapi
Berkas permohonan Tanda
Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas Tanda | | Daftar Lembaga Berkas permohonan Tanda
3 Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial/ Organisasi Kesejahteraan Sosial/ 15 menit Daftar Lembaga Kesejahteraan
Sosial menyiapkan berkas dan Surat Pengantar Organisasi Sosial yang Sosial/ Organisasi Sosial yang
untuk diperiksa oleh Tim Teknis sudah diperiksa sudah diverifikasi
kelengkapannya
Berkas permohonan Tanda Berkas permohonan Tanda
- L Daftar Lembaga .
Mengirimkan berkas bersama surat pengantar . . . Daftar Lembaga Kesejahteraan
4 . . L. - N Kesejahteraan Sosial/ 60 menit . - . .
kepada Tim Teknis untuk diverifikasi . . Sosial/ Organisasi Sosial , Surat
Organisasi Sosial yang Peneantar
sudah diverifikasi g
Tidak Ya Berk h rand
Memberikan berkas permohonan disertai dengan L erxas permohonan landa
. . . N Daftar Lembaga
rekomendasi persetujuan jika permohonan . . . Berkas permohon dan
5 - . . . Kesejahteraan Sosial/ 1 hari .
disetujui atau rekomendasi menolak jika L . Rekomendasi
. R . Organisasi Sosial , Surat
permohonan tidak disetujui
Pengantar
Menindaklanjuti hasil BAP dengan membuat draf Berkas permohonan. BAP Draf Izin Tanda Daftar Lembaga
6 |Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial/ p ’ 20 menit Kesejahteraan Sosial/ Organisasi

Organisasi Sosial

dan Rekomendasi

Sosial




PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS . . . . . Kepala
Pemohon | Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output
Meregistrasi, memberikan nomor Tanda Daftar Draf Tanda Daftar Lembaga Draf Tanda Daftar Lembaga
7 |Lembaga Kesejahteraan Sosial/ Organisasi Sosial Kesejahteraan Sosial/ 5 menit Kesejahteraan Sosial/ Organisasi
dan meneruskannya ke Kabid untuk diparaf Organisasi Sosial Sosial untuk diparaf
. Draf.Tanda Daftar‘Lembaga Draf Tanda Daftar Lembaga
Memaraf Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Kesejahteraan Sosial/ . . L
. s . . [ | o . . Kesejahteraan Sosial/ Organisasi
8 [Sosial/ Organisasi Sosial dan diteruskan ke Organisasi Sosial yang 5 menit X i
. . . . Sosial yang sudah diparaf untuk
Kepala Dinas untuk ditandatangani sudah diparaf untuk . .
. . ditandatangani
ditandatangani
Tanda Daftar Lembaga Tanda Daftar Lembaga
9 Menandatangani Tanda Daftar Lembaga Ej Kesejahteraan Sosial/ 5 menit Kesejahteraan Sosial/ Organisasi
Kesejahteraan Sosial/ Organisasi Sosial Organisasi Sosial yang Sosial yang sudah
sudah ditandatangani ditandatangani
—
. Ij Tandg Daftar Leml?aga Tanda Daftar Lembaga
Mengarsipkan dan menyerahkan Tanda Daftar Kesejahteraan Sosial/ R . L
. . o . . . . . Kesejahteraan Sosial/ Organisasi
10 [Lembaga Kesejahteraan Sosial/ Organisasi Sosial Organisasi Sosial yang siap 8 menit X .
: o . Sosial yang sudah diarsipkan
yang asli kepada Pemohon diarsipkan dan siap . .
. dan siap diserahkan ke pemohon
diserahkan ke pemohon
Tanda Daftar Lembaga
Menyerahkan Tanda Daftar Lembaga [ | Kesejahteraan Sosial/ Tanqa Daftar Lem.baga L
. . .. . o . . Kesejahteraan Sosial/ Organisasi
11 |Kesejahteraan Sosial/ Organisasi Sosial kepada Organisasi Sosial yang 5 menit X . .
. . Sosial yang siap diserahkan ke
Pemohon siap diserahkan ke
pemohon
pemohon
Menerima Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Tand.a Daftar Leml?aga Tanda Daftar Lembaga
Sosial/ Organisasi Sosial (mencetak/memprint Izin Kesejahteraan Sosial/ Kesejahteraan Sosial/ Organisasi
12 Organisasi Sosial yang 5 menit

Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial/
Organisasi Sosial secara mandiri)

siap diserahkan ke
pemohon

Sosial yang sudah diarsipkan
dan siap diserahkan ke pemohon




TANAH LAUT

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 86 /DPMPTSP/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN

PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang

Mengingat

: 1.

KABUPATEN TANAH LAUT,

a. bahwa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut Nomor
152/DPMPTSP/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Izin
Membuka Tanah a.lzin Perubahan Penggunaan Tanah sudah

tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah
Laut tentang Standar Operasional Prosedur Izin
Penyelenggaraan Kebijakan Penggunaan dan Pemanfaatan

Tanah;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah
Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun
1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Momor 9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820);



Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia 6389);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Repiublik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan  Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

Peraturan  Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6618);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita

Negara Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1956);

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pertimbangan
Teknis Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 331);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2016
tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 -
2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor
3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2016
Nomor 23);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan;

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;



MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut tentang Standar Operasional
Prosedur Izin Penyelenggaraan Kebijakan Penggunaan dan Pemanfaatan

Tanah.

: Format Standar Operasional Prosedur Izin Penyelenggaraan Kebijakan

Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 20 Juni 2022

Plt. Kepaia Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanah t,

v
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LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN PENYELENGGARAAN
KEBIJAKAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH

TANAH LAUT

DINAS PM DAN PTSP

Nomor SOP 86 /DPMPTSP/2022

Tanggal Pembuatan 6 Juni 2022

Tanggal Revisi 6 Juni 2022 H
Tanggal Efektif 20 Juni 2022 d %

Disahkan oleh

Pl Kepah )};/i\:[@gﬁgg’
'nauapatey. aut,

W K{TM&
19706%171990091001

Nama SOP

Izin Penyelenggar an-Kebijakan Penggunaan Dan Pemanfaatan

Tanah

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Resiko ;

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;
2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
Di Daerah ; sasaran dan tepat waktu.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12
Tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 — 2036;
6. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan Izin
Penyelenggaraan Kebijakan Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah dan jika tidak

dilaksanakan

akan mengakibatkan  ketidakpastian, ketidaktransparanan,

ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu serta kelambanan dalam pelayanan
non perizinan.

1. Dokumentasi produk non perizinan,;
2. Laporan produk non perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk non perizinan.




SOP SURAT PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH

PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS . . . Kepala
Pemohon | Front Office | Back Office Kabid Tim Teknis Dinas Kelengkapan Waktu Output
Berkas permohonan Surat Penyelenggaraan 15 - 20 |Berkas untuk diperiksa kelengkapannya
Melakukan pendaftaran melalui online dan offline secara Kebijakan Penggunaan dan Pemanfaatan menit
1 mandiri atau melalui pendampingan dari petugas DPMPTSP Tanah
dengan mengisi data pemohon dan upload persyaratan
melalui sistem
Berkaspermohonan Surat Penyelenggaraan Berkas permohonan Surat
v - .
Menerima dan memeriksa berkas permohonan Surat a Kebijakan Pengguna.jin dan Eemanfaatan Penyelenggaraan Kebijakan Penggunaan
. Tanah yang sudah dilengkapi dengan Pertek dan Pemanfaatan Tanah yang sudah
Penyelenggaraan Kebijakan Penggunaan dan Pemanfaatan R X . >
X . . /\ dari BPN dilengkapi dengan Pertek dari BPN yang
9 Tanah yang sudah dilengkapi dengan Pertek dari BPN Tanah 15 menit dah diperiksa kelengk:
Laut. Jika lengkap Pemohon diberi resi tanda terima dan Tidak \/ sudah diperiksa kelengkapannya
berkas diteruskan ke Back Office, jika tidak lengkap, berkas
dikembalikan ke Pemohon untuk dilengkapi
Menindaklanjuti isi pertek dari BPN dengan membuat draf | Berlias permohonan Surat Penyelenggaraan
. Kebijakan Penggunaan dan Pemanfaatan ..
Surat Penyelenggaraan Kebijakan Penggunaan dan X . ., |Draf Surat Penyelenggaraan Kebijakan
3 . Tanah yang sudah dilengkapi dengan Pertek [ 20 menit
Pemanfaatan Tanah dan meneruskannya ke Kabid untuk . o Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
: dari BPN yang sudah diperiksa
diparaf
kelengkapannya
. 1 i
Memaraf Surat Penyelenggaraan Kebijakan Penggunaan dan Draf Surat Penyelenggaraan Kebijakan ] Draf Surat Penyelenggaraan Kebijakan
4 |Pemanfaatan Tanah dan diteruskan ke Kepala Dinas untuk 5 menit |Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
X R Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah X
ditandatangani yang sudah diparaf
Menandatangani draf Surat Penyelenggaraan Kebijakan Draf Surat Penyelenggaraan Kebijakan ) Surat Penyelenggaraan Kebijakan
5 Pengeunaan dan Pemanfaatan Tanah Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang 5 menit |Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
engeu ¢ || I sudah diparaf untuk ditandatangani yang sudah ditandatangani
. . . . " Surat Penyelenggaraan Kebijakan
Meregistrasi, memberikan nomor, dan memberikan stempel Surat Penyelenggaraan Kebijakan
. ., |Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
6 |Surat Penyelenggaraan Kebijakan Penggunaan dan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang 8 menit L P
R . yang sudah diregistrasi, diberi nomor,
Pemanfaatan Tanah sudah ditandatangani
dan stempel
Mengarsipkan dan menyerahkan Surat Penyelenggaraan Surat Penyelenggaraan Kebijakan Surat Penyelenggaraan Kebijakan
P . Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang ., |Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
7 |Kebijakan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang asli ke [ . S X X 8 menit L .
- siap diarsipkan dan siap diserahkan ke yang sudah diarsipkan dan siap
Front Office untuk diberikan kepada Pemohon .
pemohon diserahkan ke pemohon
Menyerahkan Surat Penyelenggaraan Kebijakan Penggunaan [ I Surat Penyelenggaraan Kebijakan i Surat Penyelenggaraan Kebijakan
8 Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang 5 menit |Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
dan Pemanfaatan Tanah kepada Pemohon X X . .
siap diserahkan ke pemohon yang siap diserahkan ke pemohon
. .. Surat Penyelenggaraan Kebijakan Surat Penyelenggaraan Kebijakan
9 Menerima Surat Penyelenggaraan Kebijakan Penggunaan dan é Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang 5 menit |Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Pemanfaatan Tanah

siap diserahkan ke pemohon

yang sudah diterima




TANAH LAUT

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 93 /DPMPTSP/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN SESUAI

ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang

Mengingat

: 1.

KABUPATEN TANAH LAUT,

a. bahwa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut Nomor
60/DPM-PTSP/2020 tentang Standar Operasional Prosedur
Pelayanan Perizinan Sesuai Online Single Submission (OSS)
sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan
keadaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah
Laut tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan

Sesuai Online Single Submission (OSS);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah
Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun
1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Momor 9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820);



Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia 6389);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Repiublik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan  Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

Peraturan  Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6618);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Menetapkan :

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1956);

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun
2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 271);

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun
2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan;

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

MEMUTUSKAN

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut tentang Standar Operasional

Prosedur Pelayanan Perizinan Sesuai Online Single Submission (OSS).



KEDUA : Format Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Sesuai Online
Single Submission (OSS) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 20 Juni 2022

Plt: kepaia Dinas Penanaman Modal
dain Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanah Laut,

/ﬁ:’v;’.

s

=744 L MR HAIRUL RIJAL



SOP Pelayanan Perizinan Sesuai Online Single Submission (OSS)

PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS Pemohon Keterangan
Legl;);ga Tim Teknis | DPMPTSP Persyaratan Waktu Output &
Mengaj.ukan permohonar} izin usa.ha/ izin :: Dokumen persyar?tan sesuai Menyesuaikan Permohonan izin usaha/ izin |Permohonan mendapatkan Nomor
1 |operasional atau komersial melalui portal peraturan Menteri tentang NSPK . .
. operasional atau komersial Induk Berusaha (NIB)
(O NSPK Kementrian
Memproses permohonan izin usaha/izin I| | Data pgrmohonan an Menyesuaikan . . Dokumen persyaratan sudah
2 . . usaha/izin operasional atau NSPK Izin usaha dari lembaga OSS
operasional atau komersial . . lengkap
komersial Kementrian
| |I 1. Permohonan menyampaikan data
Sesuai dengan persyaratan Menyesuaikan dokumen sesuai dengan komitmen.
3 |Memenuhi pernyataan komitmen yang terdapat pada pemenuhan |NSPK Data dokumen yang Lengkap |2.Pemenuhan Komitmen dipenuhi
komitmen Kementrian sesuai jangka waktu penyelesaian
komitmen.
Melakukan penelitian dan penilaian . Dollium'e n verifikasi dan
; . . |Menyesuaikan validasi kebenaran Dalam rangka pengawasan
terhadap pemenuhan komitmen dan Komitmen dan dokumen teknis - .
4 . .. NSPK permohonan periinan serta pemenuhan komitmen permohonan
dokumen teknis serta melakukan perizinan . . . .
. g Kementrian berita acara hasil Izin
pemeriksaan fisik . .
pemeriksaan fisik
Memberikan rekomendasi teknis izin | |I Laporan hasil penelitian dan Menyesuaikan . : Tim Teknis dap.a t .
5 .. . . . ;. NSPK Rekomenasi Tim Teknis merekomendasikan /tidak
usaha/izin operasional atau komersial pemeriksaan fisik . .
Kementrian merekomendasikan
y
Memeriksa rekomendasi Tim Teknis dan - Menyesuaikan . Kepala ].DPMPTSP dapat
R . Laporan dan rekomendasi Tim Surat Persetujuan Kepala menerbitkan surat
6 |Menerbitkan Surat Persetujuan Kepala . NSPK . . .
Teknis . DPMPTSP persetujuan/tidak menerbitkan
DPMPTSP Kementrian .
surat Persetujuan
. . .. .. 1. Upload Komitmen Menyesuaikan . .. .
—
7 Memva.hdas1 permohonar.l izin usaha/izin lj 2. Upload Rekomendasi Teknis |NSPK Izin usaha / 1.zln operasional ~
operasional atau komersial . . atau komersial
3. Upload Surat Persetujuan Kementrian
. . . . . L. . Menyesuaikan Izin usaha/izin operasional Izin usaha/izin operasional atau
8 Menerb1tkanv1zm usaha/izin operasional lzin usaha/ lz.m operasional NSPK atau komersial yang telah di [komersial diterbitkan lembaga OSS
atau komersial atau komersial . .
Kementrian sahkan atas nama Menteri




LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP TENTANG STANDAR

OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN SESUAI ONLINE SINGLE
SUBMISSION (OSS)

Nomor SOP 93 /DPMPTSP/2022

TANAH LAUT

Tanggal Pembuatan | g jyuni 2022

Tanggal Revisi 6 Juni 2022

Tanggal Efektif 20 Juni 2022

Disahkan oleh it ‘ Pit. Ke?*:lzﬂﬂ%P
ODAL DAN P& Kabu;ﬁy.en ah Laut,
PAD ¢ .-'f:f"’f
.—r-(',?"'
DINAS PM DAN PTSP TG ATGAL, S 5o, Wi

S, o NiP,, 127002171990091001

Nama SOP Pelayanan Périzinan Sesdai Online Single Submission (OSS)

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;
Berbasis Resiko ; . 2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
Di Daerah ; sasaran dan tepat waktu.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
4. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik ;

5. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman
dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman
Modal;

6. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan 1. Dokumentasi produk perizinan/non perizinan;

Pelayanan Perizinan Sesuai Online Single Submission (OSS) dan jika tidak 2. Laporan produk perizinan/non perizinan;

dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian, ketidaktransparanan, 3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan/non perizinan.

ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu serta kelambanan dalam pelayanan
perizinan dan non perizinan.




TANAH LAUT

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 64 /DPMPTSP/2024

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SURAT KETERANGAN PENELITIAN (KKN)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang

Mengingat

: 1.

KABUPATEN TANAH LAUT,

a. bahwa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut Nomor
92 /DPMPTSP/2022 tentang Standar Operasional Prosedur
Surat Keterangan Penelitian sudah tidak sesuai dengan

kebutuhan dan perkembangan keadaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah
Laut tentang Standar Operasional Prosedur Surat Keterangan

Penelitian (KKN);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah
Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun
1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Momor 9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia 6389);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Repiublik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

Peraturan  Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan



Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita

Negara Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1956);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang
Penerbitan Surat Keterangan Penelitian ( Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 122);

12. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 85 Tahun 2015
tentang Penerbitan Rekomendasi Bagi Setiap Instansi Pemerintah

yang Akan Melakukan Penelitian

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

15. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan;

16. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 25 Tahun 2016 tentang Penerbitan
Rekomendasi Bagi Instansi Pemerintah Maupun Non Pemerintah Yang

Akan Melakukan Penelitian;

17. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

MEMUTUSKAN
Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut tentang Standar Operasional

Prosedur Surat Keterangan Penelitian (KKN).



KEDUA : Format Standar Operasional Prosedur Surat Keterangan Penelitian (KKN)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 2 Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanah Laut,

A\
\
. 7..—,--.- —',-..-_\l \
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Ir/ SUVHARYO



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP TENTANG

STANDAR

OPERASIONAL PROSEDUR SURAT KETERANGAN PENELITIAN (KKN)

TANAH LAUT

DINAS PM DAN PTSP

Nomor SOP 64 /DPMPTSP/2024
Tanggal Pembuatan 25 April 2024
Tanggal Revisi 2 Mei 2024
Disahkan oleh Kepala DPMPTSP
Kabupatfer Tanah Laut,
)
\
a1 7 — Y —'."-..-Jl \
‘ ~-Ir. SUHARYO
NIP. 19640502 198703 1 020
Nama SOP Surat Keterangaii Penélitiaz (KKN)

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Resiko ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Di Daerah ;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat

Keterangan Penelitian;
5. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Penerbitan

Rekomendasi Bagi Setiap Instansi Pemerintah yang Akan Melakukan Penelitian;
6. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 25 Tahun 2016 tentang Penerbitan Rekomendasi
Bagi Instansi Pemerintah Maupun Non Pemerintah Yang Akan Melakukan Penelitian;
7. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

1.
2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;
3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat

Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;

sasaran dan tepat waktu.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan Surat
Keterangan Penelitian dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan
ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu
serta kelambanan dalam pelayanan non perizinan.

1. Dokumentasi produk non perizinan;
2. Laporan produk non perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk non perizinan.




SOP SURAT KETERANGAN PENELITIAN (KKN)

PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS
Pemohon Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid I:)eii:l: Kelengkapan Waktu Output
Melakukan pendaftaran melalui online/ offline
1 |secara mandiri atau melalui pendampingan dari Berkas permohonan Izin 15 - 20 menit Berkas untuk diperiksa
petugas DPMPTSP dengan mengisi data pemohon Praktik Bidan kelengkapannya
dan upload persyaratan melalui sistem
Menerima dan memeriksa berkas permohonan Ye
Izin Surat Keterangan Penelitian (KKN). Jika Berkas permohonan Izin Praktik
9 lengkap Pemohon diberi resi tanda terima dan /\ Berkas permohonan Izin 15 menit Bidan zn sudah diperiksa
berkas diteruskan ke Back Office, jika tidak ) \/ Praktik Bidan dan Resi yang p
. . Tidak kelengkapannya
lengkap, berkas dikembalikan ke Pemohon untuk
dilengkapi
Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas Izin Surat | | Berkas permohonan Izin
3 Keterangan Penelitian (KKN) dengan menyiapkan Praktik 11)31 dan vane sudah 15 menit Berkas permohonan Izin Praktik
berkas dan Surat Pengantar untuk diperiksa oleh diperiksa keleri, kag annva Bidan yang sudah diverifikasi
Tim Teknis P grapanny
.. L Berkas permohonan Izin . .
4 Mengirimkan berkas bersama surat pengantar E_l\ Praktik Bidan vane sudah 60 menit Berkas permohonan Izin Praktik
kepada Tim Teknis untuk diverifikasi .. . yang Bidan, Surat Pengantar, BAP
diverifikasi
Tidak Ya
Memberikan berkas permohonan disertai dengan /> Berkas permohonan Izin
5 rekomendasi persetujuan jika permohonan TN Praktik I};i dan. Surat 1 hari Berkas permohonan, BAP dan
disetujui atau rekomendasi menolak jika Pencantar. B A’P Rekomendasi
permohonan tidak disetujui g ’
[
Menindaklanjuti dengan membuat draf Izin Surat Berkas permohonan. BAP
6 |Keterangan Penelitian (KKN) dan meneruskannya p ’ 20 menit Draf Izin Praktik Bidan

ke Kabid untuk diparaf

dan Rekomendasi




PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS . Kepala
Pemohon | Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output

Memaraf Izin Surat Keterangan Penelitian (KKN) . O

7 |dan diteruskan ke Kepala Dinas untuk Draf Izin Praktik Bidan 5 menit Draf Izm. Praktik Bidan yang
) . sudah diparaf

ditandatangani

Menandatangani Izin Surat Keterangan Penelitian | — | Draf Izin Praktlk Bidan . Izin Praktik Bidan yang sudah
8 yang sudah diparaf untuk 5 menit . .

(KKN) . - ditandatangani

ditandatangani

Meregistrasi, memberikan nomor, dan memberikan Ej Izin Praktik Bidan yang . I;ln Praktﬂ.{ B%dar% yang sudah
9 . " . . 8 menit diregistrasi, diberi nomor, dan

stempel Izin Surat Keterangan Penelitian (KKN) sudah ditandatangani stempel

1

Mengarsipkan dan menyerahkan Izin Surat Izin Praktik Bidan yang siap Izin Praktik Bidan yang sudah
10 [Keterangan Penelitian (KKN) yang asli ke Front diarsipkan dan siap 8 menit diarsipkan dan siap diserahkan

Office untuk diberikan kepada Pemohon diserahkan ke pemohon ke pemohon
11 Menyerahkan Izin Surat Keterangan Penelitian Izin Praktik Bidan yang siap 5 menit Izin Praktik Bidan yang siap

(KKN) kepada Pemohon diserahkan ke pemohon diserahkan ke pemohon

Menerima Izin Surat Keterangan Penelitian (¢ ) . O . . . . .
12 |(KKN)(mencetak/memprint Izin Surat Keterangan Izin Praktik Bidan yang siap 5 menit Izin Praktik Bidan yang diterima

Penelitian (KKN) secara mandiri)

diserahkan ke pemohon

pemohon




TANAH LAUT

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 69 /DPMPTSP/2024

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENCABUTAN SURAT IZIN PRAKTIK DAN

SURAT IZIN KERJA TENAGA KESEHATAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang

Mengingat

: 1.

KABUPATEN TANAH LAUT,

a. bahwa bahwa dalam rangka meningkatkan  efisiensi dan
efektivitas dalam pelayanan Pencabutan Surat Izin Praktik dan
Surat Izin Kerja Tenaga Kesehatan dipandang perlu menetapkan
Standar Operasional Prosedur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah
Laut tentang Standar Operasional Prosedur Pencabutan Surat

Izin Praktik dan Surat Izin Kerja Tenaga Kesehatan,;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah
Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun
1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Momor 9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia 6389);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2024 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

Peraturan  Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

Peraturan  Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6618);



10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita

Negara Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1956);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2024
tentang Penyelenggaraan Perizinan Di Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 66);

14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

15. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan;

16. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut tentang Standar Operasional
Prosedur Pencabutan Surat Izin Praktik dan Surat Izin Kerja Tenaga

Kesehatan.

: Format Standar Operasional Prosedur Pencabutan Surat Izin Praktik dan

Surat Izin Kerja Tenaga Kesehatan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 2 Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanah Laut,

\ \
\
..'- .-—r - lf ":---JI \

Ir. SUHARYO

- —



LAMPIRAN

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENCABUTAN SURAT
IZIN PRAKTIK DAN SURAT IZIN KERJA TENAGA KESEHATAN

TANAH LAUT

DINAS PM DAN PTSP

Nomor SOP 69 /DPMPTSP/2024
Tanggal Pembuatan 25 April 2024
Tanggal Revisi 2 Mei 2024

Tanggal Efektif 2 Mei 2024

Disahkan oleh

" “"//Kepala DPMPTSP
Kabypaten Tanah Laut,

U LOURIE. 19640502 198703 1 020

Nama SOP

Pencabutaa “Surat Izin #raitik Aan Surat Izin Kerja Tenaga
Kesehatari -

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2024 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2024 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Di Daerah.

1.
2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;
3.

Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;

Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan
Pencabutan Surat Izin Praktik dan Surat Izin Kerja Tenaga Kesehatan dan jika tidak
dilaksanakan akan  mengakibatkan  ketidakpastian, ketidaktransparanan,
ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu serta kelambanan dalam pelayanan
perizinan.

1. Dokumentasi produk perizinan;
2. Laporan produk perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan.




SOP PENCABUTAN SURAT IZIN PRAKTIK DAN SURAT IZIN KERJA TENAGA ESEHATAN

PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS . . . . . Kepala
Pemohon | Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output
Melakukan pendaftaran melalui online/ offline Berkas permohonan Prosedur

1 |secara mandiri atau melalui pendampingan dari Pencabutan Surat Izin Praktik 15 - 20 menit Berkas untuk diperiksa
petugas DPMPTSP dengan mengisi data pemohon dan Surat Izin Kerja Tenaga kelengkapannya
dan upload persyaratan melalui sistem Kesehatan
Menerima dan memeriksa berkas permohonan Ya
Prosedur Pencabutan Surat Izin Praktik dan Surat Berkas permohonan Prosedur

. . . Berkas permohonan Prosedur . .
Izin Kerja Tenaga Kesehatan. Jika lengkap . . Pencabutan Surat Izin Praktik
. . . Pencabutan Surat Izin Praktik . . .

2 |Pemohon diberi resi tanda terima dan berkas \/ dan Surat Izin Keria Tenaga 15 menit dan Surat Izin Kerja Tenaga
diteruskan ke Back Office, jika tidak lengkap, Tidak Kesehatan dan Rei ; g Kesehatan yang sudah diperiksa
berkas dikembalikan ke Pemohon untuk kelengkapannya
dilengkapi
Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas Prosedur Berkas permohonan .Prosedu.r Berkas permohonan.Prosedu.r

. . . . Pencabutan Surat Izin Praktik Pencabutan Surat Izin Praktik
Pencabutan Surat Izin Praktik dan Surat Izin Kerja . . . ) .
3 . dan Surat Izin Kerja Tenaga 15 menit dan Surat Izin Kerja Tenaga
Tenaga Kesehatan dengan menyiapkan berkas dan
N . . Kesehatan yang sudah Kesehatan yang sudah
Surat Pengantar untuk diperiksa oleh Tim Teknis .. o .
diperiksa kelengkapannya diverifikasi
E:;iz;f:;?gﬁ?;a; iirg::ligi Berkas permohonan Prosedur
Mengirimkan berkas bersama surat pengantar Eﬁ’ . . . Pencabutan Surat Izin Praktik
4 . . L. - M dan Surat Izin Kerja Tenaga 60 menit . .
kepada Tim Teknis untuk diverifikasi dan Surat Izin Kerja Tenaga
Kesehatan yang sudah
. . Kesehatan, Surat Pengantar,
diverifikasi
Tidak Ya
Memberikan berkas permohonan disertai dengan /> Berkas permohonan Prosedur

5 rekomendasi persetujuan jika permohonan \ Pencabutan Surat Izin Praktik 1 Hari Berkas permohonan, dan
disetujui atau rekomendasi menolak jika dan Surat Izin Kerja Tenaga Rekomendasi
permohonan tidak disetujui Kesehatan, Surat Pengantar,

[
Menindaklanjuti dengan membuat draf Prosedur Berkas permohonan. dan Draf Prosedur Pencabutan Surat

6 [Pencabutan Surat Izin Praktik dan Surat Izin Kerja p ’ 20 menit Izin Praktik dan Surat Izin Kerja

Tenaga Kesehatan

Rekomendasi

Tenaga Kesehatan




PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS , , . . . Kepala
Pemohon | Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output
Meregistrasi, rnembe'r ikan nomor Prosedur . . Draf Prosedur Pencabutan Draf Prosedur Pencabutan Surat
Pencabutan Surat Izin Praktik dan Surat Izin Kerja . ) . . . . .
7 . Surat Izin Praktik dan Surat 5 menit Izin Praktik dan Surat Izin Kerja
Tenaga Kesehatan dan meneruskannya ke Kabid . . .
. Izin Kerja Tenaga Kesehatan Tenaga Kesehatan untuk diparaf
untuk diparaf
Draf Prosedur Pencabutan
Memaraf Prosedur Pencabutan Surat Izin Praktik Surat Izin Praktik dan Surat D1"af PrOS(?dur Pencabuta}n Sur.at
. . [ | . . . Izin Praktik dan Surat Izin Kerja
8 [dan Surat Izin Kerja Tenaga Kesehatan dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan 5 menit
. . . . X Tenaga Kesehatan yang sudah
diteruskan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani yang sudah diparaf untuk ) X .
. - diparaf untuk ditandatangani
ditandatangani
Prosedur Pencabutan Surat Prosedur Pencabutan Surat Izin
9 Menandatangani Prosedur Pencabutan Surat Izin Ej Izin Praktik dan Surat Izin 5 menit Praktik dan Surat Izin Kerja
Praktik dan Surat Izin Kerja Tenaga Kesehatan Kerja Tenaga Kesehatan yang Tenaga Kesehatan yang sudah
sudah ditandatangani ditandatangani
|| I Prosedur Pencabutan Surat Prosedur Pencabutan Surat Izin
Mengarsipkan dan menyerahkan Prosedur Izin Praktik dan Surat Izin Praktik dan Surat Izin Kerja
10 [Pencabutan Surat Izin Praktik dan Surat Izin Kerja Kerja Tenaga Kesehatan yang 8 menit Tenaga Kesehatan yang sudah
Tenaga Kesehatan yang asli kepada Pemohon siap diarsipkan dan siap diarsipkan dan siap diserahkan
diserahkan ke pemohon ke pemohon
Menyerahkan Prosedur Pencabutan Surat Izin — Pr.osedur .Pencabutan Sufat Prose.dur Pencabutar.l Sura.t Izin
) . . Izin Praktik dan Surat Izin . Praktik dan Surat Izin Kerja
11 |Praktik dan Surat Izin Kerja Tenaga Kesehatan R 5 menit .
kepada Pemohon Kerja Tenaga Kesehatan yang Tenaga Kesehatan yang siap
P siap diserahkan ke pemohon diserahkan ke pemohon
Menerima Prosedur Pencabutan Surat Izin Praktik Prosedur Pencabutan Surat Izin
. X Prosedur Pencabutan Surat . . .
dan Surat Izin Kerja Tenaga Kesehatan Izin Praktik dan Surat Izin Praktik dan Surat Izin Kerja
12 |(mencetak/memprint Prosedur Pencabutan Surat 5 menit Tenaga Kesehatan yang sudah

Izin Praktik dan Surat Izin Kerja Tenaga Kesehatan
secara mandiri)

Kerja Tenaga Kesehatan yang
siap diserahkan ke pemohon

diarsipkan dan siap diserahkan
ke pemohon




o PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 63 /DPMPTSP/2024

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SURAT TERDAFTAR PENYEHAT TRADISIONAL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT,

Menimbang : a.bahwa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut Nomor
88/DPMPTSP/2022 tentang Standar Operasional Prosedur
Surat Terdaftar Penyehat Tradisional sudah tidak sesuai dengan

kebutuhan dan perkembangan keadaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah
Laut tentang Standar Operasional Prosedur Surat Terdaftar

Penyehat Tradisional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan
Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Momor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);



Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia 6389);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Repiublik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan  Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

Peraturan  Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6618);



9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 tahun
2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1994);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1956);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan;

15. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut tentang Standar Operasional

Prosedur Surat Terdaftar Penyehat Tradisional.

: Format Standar Operasional Prosedur Surat Terdaftar Penyehat

Tradisional sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 2 Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupa‘ten. anah Laut,

\
u‘ S -Jl \

~Iro SUHARYO



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN OPERASIONAL
KURSUS
Nomor SOP 61/DPMPTSP/2024

TANAH LAUT
Tanggal Pembuatan 25 April 2024
Tanggal Revisi 2 Mei 2024

DINAS PM DAN PTSP

Disahkan oleh

Kepala DPMPTSP
Kabupztay Tanah Laut,

\
T |

- —

Ir. SUARYO
NIP. -19640502 198703 1 020

Nama SOP

Izin Operasienal Kuirsiis

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;
Nasional; . 2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;
2. Peraturan Pemerlntah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
Pendidikan Nasional ; sasaran dan tepat waktu.
3. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan
Non Formal,
4. Permendikbud Nomor 127 Tahun 2014 tentang Standar Sarana dan
Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan;
S. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan
Pendidikan Nonformal Sejenis;
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan Izin
Operasional Kursus dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan
ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu
serta kelambanan dalam pelayanan non perizinan.

1. Dokumentasi produk non perizinan;
2. Laporan produk non perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk non perizinan.




SOP SURAT TERDAFTAR PENYEHAT TRADISIONAL

PELAKSANA MUTU BAKU
AKTIVITAS Pemohon Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid I:)eii:l: Kelengkapan Waktu Output

Melakukan pendaftaran melalui online/ offline Berkas permohonan Izin
secara mandiri atau melalui pendampingan dari Surat Terdaftar Penyehat 15 - 20 menit Berkas untuk diperiksa
petugas DPMPTSP dengan mengisi data pemohon Tradisional (STPT) kelengkapannya
dan upload persyaratan melalui sistem
Menerima dan memeriksa berkas permohonan Ye
Izin Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT). Berkas permohonan Izin Berkas permohonan Izin Surat
Jika lengkap Pemohon diberi resi tanda terima dan / \ Surat Terdaftar Penyehat 15 menit Terdaftar Penyehat Tradisional
berkas diteruskan ke Back Office, jika tidak Tidak ~—— Tradisional (STPT) dan Resi (STPT) yang sudah diperiksa
lengkap, berkas dikembalikan ke Pemohon untuk kelengkapannya
dilengkapi
Menindaklanjuti hasil verifikasi berkas Izin Surat Berkas permohonan Izin
Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) dengan Ej Surat Terdaftar Penyehat Berkas permohonan Izin Surat
menyiapkan berkas dan Surat Pengantar untuk Tradisional (STPT) yang 15 menit Terdaftar Penyehat Tradisional

sudah diperiksa (STPT) yang sudah diverifikasi

diperiksa oleh Tim Teknis kelengkapannya

Berkas permohonan Izin

Mengirimkan berkas bersama surat pengantar | k Surat Terdaftar Penyehat . Berkas permohonan Izln. Surat

. ) s : N . 60 menit Terdaftar Penyehat Tradisional
kepada Tim Teknis untuk diverifikasi Tradisional (STPT) yang

P . (STPT), Surat Pengantar
sudah diverifikasi
Tidak Ya

Memberikan berkas permohonan disertai dengan /> Berkas permohonan Izin
rekomendasi persetujuan jika permohonan TN Surat Terdaftar Penyehat 1 Hari Berkas permohonan, dan
disetujui atau rekomendasi menolak jika Tradisional (STPT), Surat Rekomendasi
permohonan tidak disetujui Pengantar,
Menindaklanjuti dengan membuat draf Izin Surat Berkas permohonan, dan 20 menit Draf Izin Izin Surat Terdaftar
Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) Rekomendasi Penyehat Tradisional (STPT)




PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS . Kepala
Pemohon | Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output
Meregistrasi, memberikan nomor Izin Surat Draf Izin Surat Terdaftar Draf Izin Surat Terdaftar
7 |Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) dan Penyehat Tradisional (STPT) 5 menit Penyehat Tradisional (STPT)
meneruskannya ke Kabid untuk diparaf Y untuk diparaf
Draf Izin Surat Terdaftar Draf Izin Surat Terdaftar
Memaraf Izin Surat Terdaftar Penyehat Tradisional .. i
8 |(STPT) dan diteruskan ke Kepala Dinas untuk | — | Penyehat Trac.hsmnal (STPT) 5 menit Penyeha.t Tradisional (STPT) yang
. . yang sudah diparaf untuk sudah diparaf untuk
ditandatangani . . . .
ditandatangani ditandatangani
Menandatangani Izin Surat Terdaftar Penyehat Ej Izin Surat Terc?a'ftar . Sura.t ’.I‘erdaftar Penyehat
9 . Penyehat Tradisional (STPT) 5 menit Tradisional (STPT) yang sudah
Tradisional (STPT) X K . .
yang sudah ditandatangani ditandatangani
— .
. . Ij Izin Surat Terc?aftar Izin Surat Terdaftar Penyehat
Mengarsipkan dan menyerahkan Izin Surat Penyehat Tradisional (STPT) .
. . . i . Tradisional (STPT) yang sudah
10 [Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)yang asli yang siap diarsipkan dan 8 menit L . .
. . diarsipkan dan siap diserahkan
kepada Pemohon siap diserahkan ke
ke pemohon
pemohon
— Izin Surat Terdaftar .
Menyerahkan Izin Surat Terdaftar Penyehat L | Penyehat Tradisional (STPT . Izin Sgrat Terdaitar Peny §hat
11 L . . R 5 menit Tradisional (STPT) yang siap
Tradisional (STPT) kepada Pemohon yang siap diserahkan ke .
diserahkan ke pemohon
pemohon
Menerima Izin Surat Terdaftar Penyehat <b Izin Surat Terdaftar Izin Surat Terdaftar Penyehat
12 Tradisional (STPT) (mencetak/memprint Izin Surat Penyehat Tradisional (STPT) 5 menit Tradisional (STPT) yang sudah

Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) secara
mandiri)

yang siap diserahkan ke
pemohon

diarsipkan dan siap diserahkan
ke pemohon




o PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 41 /DPMPTSP/2025

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (KKPR) NONBERUSAHA SECARA
NON-ELEKTRONIK
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT,

Menimbang : a.bahwa bahwa dalam rangka meningkatkan  efisiensi dan
efektivitas dalam pelayanan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang (KKPR) Nonberusaha secara non-elektronik dipandang
perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah
Laut tentang Standar Operasional Prosedur Kesesuaian Kegiatan

Pemanfaatan Ruang (KKPR) Nonberusaha secara non-elektronik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan
Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Momor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



3. Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 6389);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan
peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Repiublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 684 1);

Peraturan Pemerintah Nomor S5 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko ( Lembaran



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

Peraturan  pemerintah no 21 tahun 2021 tentang
penyelenggaraan tata ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6633);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 649

Tahun 2012);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1956);

Peraturan Menteri agraria dan tata ruang/kepala badan
pertanahan nasonal nomor 13 tahun 2021 tentang pelaksanaan
kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan pelaksanaan
Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur

Administrasi Pemerintahan;

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 25 Tahun 2016 tentang
Penerbitan Rekomendasi Bagi Instansi Pemerintah Maupun Non

Pemerintah Yang Akan Melakukan Penelitian;



19. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

20. Peraturan Daerah Kabupeten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2024
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024-2043.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut tentang Standar Operasional
Prosedur Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Nonberusaha

secara non-elektronik.

: Format Standar Operasional Prosedur Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan

Ruang (KKPR) Nonberusaha secara non-elektronik sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 23 Juni 2025

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan ferpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanah Laut,

!




LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP TENTANG STANDAR

OPERASIONAL PROSEDUR KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (KKPR)
NONBERUSAHA SECARA NON-ELEKTRONIK

TANAH LAUT

Nomor SOP

41 /DPMPTSP/2025

DINAS PM DAN PTSP

Tanggal Pembuatan

30 Mei 2025

Tanggal Revisi

20 Juni 2025

Tanggal Efektif

23 Juni 2025

Disahkan oleh

Bl Kep;,éda DPMPTSP
Kabupafern h[Caut,
é]lﬁ’:} J O

Al

NI®! 19660708 199303 1 002

Nama SOP

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)
secara non-elektronik

Nonberusaha

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang;

Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah

pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2024 tentang cipta kerja;

Peraturan pemerintah no 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan tata ruang;

4. Peraturan Mentari agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasonal
nomor 13 tahun 2021 tentang pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan
ruang dan pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang;

5. Peraturan Daerah Kabupeten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Tahun 2024-2043.

w

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;

2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Nonberusaha secara non-
elektronik dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian,
ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu serta

kelambanan dalam pelayanan non perizinan.

1. Dokumentasi produk non perizinan;
2. Laporan produk non perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk non perizinan.




SOP Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Nonberusaha secara Non-elektronik

PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS Kepala
Pemohon | Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output

Mengajukan permohonan kepada Dinas DPMPTSP Berkas permohonan Berkas permohonan Kesesuaian
1 [Kab. Tanah Laut dengan tembusan kepada Dinas Kesesuaian Kegiatan 15 - 20 menit  |Kegiatan Pemanfaatan Ruang

PUPRP Kab. Tanah Laut Pemanfaatan Ruang (KKPR) (KKPR)

Menerima berkas permohonan dan — Berkas Eermoh(?nan ] Berllias permohonan Kesesuaian
2 menyerahkannya ke Bidang (Back Office) J Kesesuaian Kegiatan 15 menit Kegiatan Pemanfaatan Ruang

4 Yy g Pemanfaatan Ruang (KKPR) (KKPR)
Ya

Memvalidasi dokumen usulan, yaitu: §

- memeriksa dokumen, jika lengkap maka Tidak

pemohon akan diberikan surat tanggapan 1A, dan /

atau jika dokumen yang telah diperbaiki masih \

. . Berkas permohonan .
tidak lengkap maka pemohonn akan diberikan . . Berkas permohonan Kesesuaian
. Kesesuaian Kegiatan . .
3 |surat tanggapan 1B yang berisi bahwa 15 menit Kegiatan Pemanfaatan Ruang
. Pemanfaatan Ruang (KKPR) P
permohonan dibatalkan dan pemohon dapat R (KKPR) yang sudah divalidasi
yang sudah diperiksa

bermohon ulang

-memeriksa ketersediaan RDTR yang terintegrasi

OSS atas rencaana lokasi kegiatan yang diajukan

pemohon

Membuat surat Pemohonan Pertimbangan Teknis Berkas permohonan

Tata Ruang dan M.e ngirim beserta kelengka}vpan | _Il Kesesuaian Kegiatan . Surat Pemohonan Pertimbangan
4 |dokumennya ke Dinas PUPRP Tanah Laut jika 60 menit X

. . .. Pemanfaatan Ruang (KKPR) Teknis Tata Ruang

rencana lokasi kegiatan yang diajukan pemohon ane sudah divalidasi

berada di dalam delineasi RDTR yang

Membuat surat tanggapan 2 berupa Ej

pemberitahuan agar pemohon mengurus Surat Pemohonan Hasil pemeriksaan kesesuaian
5 |pertimbangan teknis pertanahan di kantor BPN Pertimbangan Teknis Tata 1 hari lokasi berdasarkan RDTR

Tanah Laut jika rencana lokasi kegiatan yang Ruang terintegrasi OSS

diajukan pemohon berada diluar delineasi RDTR

L1

Menerbitkan pertimbangan teknis tata ruang/ E::ellsgzzzrilgzzz?

6 |pertimbangan Teknis pertanahan dari instansi 20 menit Pertimbangan Teknis Tata Ruang

teknis

berdasarkan RDTR
terintegrasi OSS




PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS ) ) ) ) Kepala
Pemohon Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output
Membuat draf Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang (KKPR) Nonberusaha atau surat penolakan Draf Kesesuaian Kegiatan
7 KKPR, Berdasarkan pertimbangan Teknis Pertimbangan Teknis Tata 5 menit Pemanfaatan Ruang (KKPR)
pertanahan /Pertimbangan Teknis Tata Ruang dari Ruang Nonberusaha atau surat
instansi teknis dan menyerahkannya kepada penolakan KKPR
Kepala Bidang untuk diparaf
. . . . Draf Kesesuaian Kegiatan
Memaraf draf Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Draf Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)
Ruang (KKPR) Nonberusaha atau surat penolakan | 1 Pemanfaatan Ruang (KKPR) . g
8 . 5 menit Nonberusaha atau surat
KKPR dan menyerahkan kepada Kepala Dinas Nonberusaha atau surat
. R penolakan KKPR yang sudah
untuk di tanda tangani penolakan KKPR X
diparaf
Menandatangani K aian Kegiatan Draf Kesesuaian Kegiatan Draf Kesesuaian Kegiatan
¢ & esesu N | Pemanfaatan Ruang (KKPR) Pemanfaatan Ruang (KKPR)
Pemanfaatan Ruang (KKPR) Nonberusaha atau .
9 Nonberusaha atau surat 8 menit Nonberusaha atau surat
surat penolakan KKPR dan menyerahkan kepada
penolakan KKPR yang penolakan KKPR yang sudah
Back Office . .
sudah diparaf ditanda tangan
Draf Kesesuaian Kegiatan g ersneas:fa; ;zii{;glztnan(KKPR)
Meregistrasi, memberikan nomer dan stempel :: Pemanfaatan Ruang (KKPR) © uang
. . . Nonberusaha atau surat
10 |Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Nonberusaha atau surat 8 menit
penolakan KKPR yang sudah
Nonberusaha atau surat penolakan KKPR penolakan KKPR yang - PR
. diregistrasi, diberi nomor, dan
sudah ditanda tangan
stempel
Kesesuaian Kegiatan Kesesuaian Kegiatan
Mengarsipkan salinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Pemanfaatan Rguan (KKPR)
Pemanfaatan Ruang (KKPR) Nonberusaha atau [ Nonberusaha atau surat . g
11 X 5 menit Nonberusaha atau surat
surat penolakan KKPR dan menyerahkan aslinya penolakan KKPR yang .
. T o . penolakan KKPR yang siap
kepada front office sudah diregistrasi, diberi .
diserahkan ke pemohon
nomor, dan stempel
Kesesuaian Kegiatan Kesesuaian Kegiatan
Menyerahkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan — Pemanfaatan Ruang (KKPR) Pemanfaatan Ruang (KKPR)
12 |Ruang (KKPR) Nonberusaha atau surat penolakan 1 I Nonberusaha atau surat 5 menit Nonberusaha atau surat
KKPR kepada pemohon penolakan KKPR yang siap penolakan KKPR yang siap
diserahkan ke pemohon diserahkan ke pemohon
Kesesuaian Kegiatan Kesesuaian Kegiatan
Menerima Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Pemanfaatan Ruang (KKPR)
13 |Ruang (KKPR) Nonberusaha atau surat penolakan Nonberusaha atau surat 5 menit Nonberusaha atau surat

KKPR kepada pemohon

penolakan KKPR yang siap
diserahkan ke pemohon

penolakan KKPR yang siap
diserahkan ke pemohon




o PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 41 /DPMPTSP/2025

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (KKPR) NONBERUSAHA SECARA
NON-ELEKTRONIK
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT,

Menimbang : a.bahwa bahwa dalam rangka meningkatkan  efisiensi dan
efektivitas dalam pelayanan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang (KKPR) Nonberusaha secara non-elektronik dipandang
perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah
Laut tentang Standar Operasional Prosedur Kesesuaian Kegiatan

Pemanfaatan Ruang (KKPR) Nonberusaha secara non-elektronik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan
Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Momor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



3. Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 6389);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan
peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Repiublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 684 1);

Peraturan Pemerintah Nomor S5 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko ( Lembaran



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

Peraturan  pemerintah no 21 tahun 2021 tentang
penyelenggaraan tata ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6633);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 649

Tahun 2012);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1956);

Peraturan Menteri agraria dan tata ruang/kepala badan
pertanahan nasonal nomor 13 tahun 2021 tentang pelaksanaan
kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan pelaksanaan
Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur

Administrasi Pemerintahan;

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 25 Tahun 2016 tentang
Penerbitan Rekomendasi Bagi Instansi Pemerintah Maupun Non

Pemerintah Yang Akan Melakukan Penelitian;



19. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

20. Peraturan Daerah Kabupeten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2024
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024-2043.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut tentang Standar Operasional
Prosedur Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Nonberusaha

secara non-elektronik.

: Format Standar Operasional Prosedur Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan

Ruang (KKPR) Nonberusaha secara non-elektronik sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 23 Juni 2025

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanah Laut,

GENTRY YULIANTONO, SE



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP TENTANG STANDAR

OPERASIONAL PROSEDUR KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (KKPR)
NONBERUSAHA SECARA NON-ELEKTRONIK

TANAH LAUT

Nomor SOP

41 /DPMPTSP/2025

DINAS PM DAN PTSP

Tanggal Pembuatan

30 Mei 2025

Tanggal Revisi

20 Juni 2025

Tanggal Efektif

23 Juni 2025

Disahkan oleh

Plt. Kepala DPMPTSP
Kabupaten Tanah Laut,

GENTRY YULIANTONO, SE
NIP. 19660708 199303 1 002

Nama SOP

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Nonberusaha

secara non-elektronik

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang;

Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah

pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2024 tentang cipta kerja;

Peraturan pemerintah no 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan tata ruang;

4. Peraturan Mentari agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasonal
nomor 13 tahun 2021 tentang pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan
ruang dan pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang;

5. Peraturan Daerah Kabupeten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Tahun 2024-2043.

w

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;

2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Nonberusaha secara non-
elektronik dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidakpastian,
ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu serta

kelambanan dalam pelayanan non perizinan.

1. Dokumentasi produk non perizinan;
2. Laporan produk non perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk non perizinan.




SOP Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Nonberusaha secara Non-elektronik

PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS Kepala
Pemohon | Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output

Mengajukan permohonan kepada Dinas DPMPTSP Berkas permohonan Berkas permohonan Kesesuaian
1 [Kab. Tanah Laut dengan tembusan kepada Dinas Kesesuaian Kegiatan 15 - 20 menit  |Kegiatan Pemanfaatan Ruang

PUPRP Kab. Tanah Laut Pemanfaatan Ruang (KKPR) (KKPR)

Menerima berkas permohonan dan — Berkas Eermoh(?nan ] Berllias permohonan Kesesuaian
2 menyerahkannya ke Bidang (Back Office) J Kesesuaian Kegiatan 15 menit Kegiatan Pemanfaatan Ruang

4 Yy g Pemanfaatan Ruang (KKPR) (KKPR)
Ya

Memvalidasi dokumen usulan, yaitu: §

- memeriksa dokumen, jika lengkap maka Tidak

pemohon akan diberikan surat tanggapan 1A, dan /

atau jika dokumen yang telah diperbaiki masih \

. . Berkas permohonan .
tidak lengkap maka pemohonn akan diberikan . . Berkas permohonan Kesesuaian
. Kesesuaian Kegiatan . .
3 |surat tanggapan 1B yang berisi bahwa 15 menit Kegiatan Pemanfaatan Ruang
. Pemanfaatan Ruang (KKPR) P
permohonan dibatalkan dan pemohon dapat R (KKPR) yang sudah divalidasi
yang sudah diperiksa

bermohon ulang

-memeriksa ketersediaan RDTR yang terintegrasi

OSS atas rencaana lokasi kegiatan yang diajukan

pemohon

Membuat surat Pemohonan Pertimbangan Teknis Berkas permohonan

Tata Ruang dan M.e ngirim beserta kelengka}vpan | _Il Kesesuaian Kegiatan . Surat Pemohonan Pertimbangan
4 |dokumennya ke Dinas PUPRP Tanah Laut jika 60 menit X

. . .. Pemanfaatan Ruang (KKPR) Teknis Tata Ruang

rencana lokasi kegiatan yang diajukan pemohon ane sudah divalidasi

berada di dalam delineasi RDTR yang

Membuat surat tanggapan 2 berupa Ej

pemberitahuan agar pemohon mengurus Surat Pemohonan Hasil pemeriksaan kesesuaian
5 |pertimbangan teknis pertanahan di kantor BPN Pertimbangan Teknis Tata 1 hari lokasi berdasarkan RDTR

Tanah Laut jika rencana lokasi kegiatan yang Ruang terintegrasi OSS

diajukan pemohon berada diluar delineasi RDTR

L1

Menerbitkan pertimbangan teknis tata ruang/ E::ellsgzzzrilgzzz?

6 |pertimbangan Teknis pertanahan dari instansi 20 menit Pertimbangan Teknis Tata Ruang

teknis

berdasarkan RDTR
terintegrasi OSS




PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS ) ) ) ) Kepala
Pemohon Front Office | Back Office | Tim Teknis Kabid Dinas Kelengkapan Waktu Output
Membuat draf Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang (KKPR) Nonberusaha atau surat penolakan Draf Kesesuaian Kegiatan
7 KKPR, Berdasarkan pertimbangan Teknis Pertimbangan Teknis Tata 5 menit Pemanfaatan Ruang (KKPR)
pertanahan /Pertimbangan Teknis Tata Ruang dari Ruang Nonberusaha atau surat
instansi teknis dan menyerahkannya kepada penolakan KKPR
Kepala Bidang untuk diparaf
. . . . Draf Kesesuaian Kegiatan
Memaraf draf Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Draf Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)
Ruang (KKPR) Nonberusaha atau surat penolakan | 1 Pemanfaatan Ruang (KKPR) . g
8 . 5 menit Nonberusaha atau surat
KKPR dan menyerahkan kepada Kepala Dinas Nonberusaha atau surat
. R penolakan KKPR yang sudah
untuk di tanda tangani penolakan KKPR X
diparaf
Menandatangani K aian Kegiatan Draf Kesesuaian Kegiatan Draf Kesesuaian Kegiatan
¢ & esesu N | Pemanfaatan Ruang (KKPR) Pemanfaatan Ruang (KKPR)
Pemanfaatan Ruang (KKPR) Nonberusaha atau .
9 Nonberusaha atau surat 8 menit Nonberusaha atau surat
surat penolakan KKPR dan menyerahkan kepada
penolakan KKPR yang penolakan KKPR yang sudah
Back Office . .
sudah diparaf ditanda tangan
Draf Kesesuaian Kegiatan g ersneas:fa; ;zii{;glztnan(KKPR)
Meregistrasi, memberikan nomer dan stempel :: Pemanfaatan Ruang (KKPR) © uang
. . . Nonberusaha atau surat
10 |Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Nonberusaha atau surat 8 menit
penolakan KKPR yang sudah
Nonberusaha atau surat penolakan KKPR penolakan KKPR yang - PR
. diregistrasi, diberi nomor, dan
sudah ditanda tangan
stempel
Kesesuaian Kegiatan Kesesuaian Kegiatan
Mengarsipkan salinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Pemanfaatan Rguan (KKPR)
Pemanfaatan Ruang (KKPR) Nonberusaha atau [ Nonberusaha atau surat . g
11 X 5 menit Nonberusaha atau surat
surat penolakan KKPR dan menyerahkan aslinya penolakan KKPR yang .
. T o . penolakan KKPR yang siap
kepada front office sudah diregistrasi, diberi .
diserahkan ke pemohon
nomor, dan stempel
Kesesuaian Kegiatan Kesesuaian Kegiatan
Menyerahkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan — Pemanfaatan Ruang (KKPR) Pemanfaatan Ruang (KKPR)
12 |Ruang (KKPR) Nonberusaha atau surat penolakan 1 I Nonberusaha atau surat 5 menit Nonberusaha atau surat
KKPR kepada pemohon penolakan KKPR yang siap penolakan KKPR yang siap
diserahkan ke pemohon diserahkan ke pemohon
Kesesuaian Kegiatan Kesesuaian Kegiatan
Menerima Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Pemanfaatan Ruang (KKPR)
13 |Ruang (KKPR) Nonberusaha atau surat penolakan Nonberusaha atau surat 5 menit Nonberusaha atau surat

KKPR kepada pemohon

penolakan KKPR yang siap
diserahkan ke pemohon

penolakan KKPR yang siap
diserahkan ke pemohon




TANAH LAUT

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 65 /DPMPTSP/2024

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENERBITAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang

Mengingat

: 1.

KABUPATEN TANAH LAUT,

bahwa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut Nomor
40/DPMPTSP/2022 tentang Standar Operasional Prosedur
Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sudah tidak sesuai

dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah
Laut tentang Standar Operasional Prosedur Persetujuan

Bangunan Gedung (PBG);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah
Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun
1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Momor 9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820);



2

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tenang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tenang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

3

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tenang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6628);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik

Indonesia Nomor 649);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang
Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Nomor 1906);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Nomor 1956);



4

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

18. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

19. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan;

20. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 157 Tahun 2020 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Tanah Laut;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut tentang Standar Operasional

Prosedur Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

: Format Standar Operasional Prosedur Penerbitan Persetujuan Bangunan

Gedung (PBG) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 2 Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanah Laut,

“Iz. SUHARYO



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)
Nomor SOP 65 /DPMPTSP/2024
TANAH LAUT

Tanggal Pembuatan 25 April 2024
Tanggal Revisi 2 Mei 2024
Disahkan oleh 1{(‘,})?110 DPMPTSP

Kabupaten Tanah Laut,

N
DINAS PM DAN PTSP Y =
Ir. ' SU{AR
__rNiP.-39610502 198703 1 020

Nama SOP Penerbitan Persetujuasn B ngunan Gedung (PBG)

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;

2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu.

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

SOP Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam Penerbitan
Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan
ketidak pastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu
serta kelambanan dalam pelayanan.

1. Dokumentasi;
2. Laporan;
3. Monitoring dan evaluasi.




SOP PENERBITAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)

PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS Pembantu Kepala )
Operator Bendahara Pemohon Bidaang Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
Penerimaan (Pengawas)
Menerima notifikasi Pernyataan pemenuhan standar < > notif.ikasi pen}enl{han standar notifikasi pemenuhan standar
1 teknis dan validasi perhitungan retribusi dari Dinas tekm's dan vahda}s1 . 15 Menit |teknis danrzlali dasi
Teknis Bangunan Gedung melalui Sistem Informasi perhitungan retribusi erhitunean retribusi
Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) p g
Ll perhitungan retribusi
9 Menyerahkan peljhltungan retribusi kepada pembantu | J 3 Menit |perhitungan retribusi
bendahara penerimaan
3 [Menerima perhitungan retribusi dari operator Ej perhitungan retribusi 1 Menit |perhitungan retribusi
Lembar SKRD (Surat SKRD (Surat Ketetapan
4 [Membuat Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) l I Ketetapan Retribusi Daerah) 5 Menit Retribusi Daerah)
SKRD (Surat Ketetapan SKRD (Surat Ketetapan
Menyerahkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) H Retribusi Daerah) ., |Retribusi Daerah)
5 1 Menit
kepada operator
SKRD (Surat Ketetapan SKRD (Surat Ketetapan
Menerima Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dari Retribusi Daerah) ., |Retribusi Daerah)
6 . 1 Menit
Bendahara Penerimaan
Mengirim Surat Ketetapan Retribusi De.ler.ah (SKRD) ke . L| SKRD (Surat Ketetapan _ |SKRD (surat Ketetapan
7 |pemohon dengan mengupload memalui Sistem Informasi Retribusi Daerah) 5 Menit Retribusi Daerah)
Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG)
Menerl.mg SKR].D (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) SKRD (Surat Ketetapan .. |SKRD (Surat Ketetapan
8 |melalui sistem informasi manajemen bangunan gedung . X Tentatif . X
Retribusi Daerah) Retribusi Daerah)
(SIMBG)
IAV_I
9 Menyerahkan bukti lunas pembayaran retribusi melalui ¥ SKRD (Surat Ketetapan 5 Menit Bukti lunas pembayaran
SIMBG l ,I Retribusi Daerah) retribusi




PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS Pembantu Kepala .
Operator Bendahara Pemohon Bidaang Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
Penerimaan (Pengawas)
Menerima bukti lunas pembayaran retribusi yang telah
10 [diupload pemohon melalui Sistem Informasi Managemen Bukti pembayaran 5 Menit |Bukti pembayaran
Bangunan Gedung (SIMBG)
Memvalidasi bukti lunas pembayaran retribusi melalui .
. . . . ., |Bukti pembayaran yang telah
11 [Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung Bukti pembayaran 5 Menit | .. . .
divalidasi
(SIMBG)
12 Memerintahkan operator untuk membuat draft H Bukti pembayaran yang telah 2 Menit Bukti pembayaran yang telah
Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) divalidasi divalidasi
—
. Bukti pembayaran yang telah 5-15 Draft Persetujuan Bangunan
13 [Membuat draft Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) divalidasi Menit |Gedung (PBG)
A
14 Menyerahkan draft Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) | Draft Persetujuan Bangunan 1 Menit Draft Persetujuan Bangunan
kepada Kepala Dinas untuk divalidasi Gedung (PBG) Gedung (PBG)
Menerima dan. memvah@am draft Pe?se.t yuan Bangungn | I Draft Persetujuan Bangunan ., |Persetujuan Bangunan Gedung
15 |Gedung dan siap diterbitkan melalui Sistem Informasi Gedung (PBG) 5 Menit (PBG) yang sudah divalidasi
Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) g yang
16 Menyerahkan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) |—‘j Persetujuan Bangunan 2 Menit Persetujuan Bangunan Gedung
kepada operator Gedung (PBG) (PBG)
Menerima dan mengirim/Menyerahkan Persetujuan
17 Bangunan Gedung yang telah Selesai kepada pemohon | ] Persetujuan Bangunan 2 Menit Persetujuan Bangunan Gedung
melaui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung Gedung (PBG) (PBG)
(SIMBG)
Menerima Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) melalui X X
18 [Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung Persetujuan Bangunan 5 Menit Persetujuan Bangunan Gedung

(SIMBG)

Gedung (PBG)

(PBG)




TANAH LAUT

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 66 /DPMPTSP/2024

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF) DAN SERTIFIKAT BUKTI

KEPEMILIKAN BANGUNAN GEDUNG (SBKBG)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang

Mengingat

: 1.

KABUPATEN TANAH LAUT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat 49
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanah Laut tentang Standar Operasional Prosedur
Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan Sertifikat Bukti
Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah
Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun
1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Momor 9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tenang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tenang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tenang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6628);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik

Indonesia Nomor 649);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang
Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Nomor 1906);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Nomor 1956);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
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18. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

19. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan;

20. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 157 Tahun 2020 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Tanah Laut;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut tentang Standar Operasional
Prosedur Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan Sertifikat Bukti
Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG);.

: Format Standar Operasional Prosedur Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi

(SLF) dan Sertifikat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG);
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 2 Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanah Laut,

. Irs EUHARYO



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN SERTIFIKAT
LAIK FUNGSI (SLF) DAN SERTIFIKAT BUKTI KEPEMILIKAN BANGUNAN

GEDUNG (SBKBG)

TANAH LAUT

DINAS PM DAN PTSP

Nomor SOP 66 /DPMPTSP/2024
Tanggal Pembuatan 25 April 2024
Tanggal Revisi 2 Mei 2024

Tanggal Efektif 2 Mei 2024

Kepala DPMPTSP

Disahkan oleh
Kabupaten Tanah Laut,

Ir. SUHARYO
NIP. 19640502 198703 1 020

Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan Sertifikat Bukti Kepemilikan
Bangunan Gedung (SBKBG)

Nama SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;

2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu.

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

SOP Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam Penerbitan
Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Sertifikat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG) jika
tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidak pastian, ketidaktransparanan,
ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu serta kelambanan dalam pelayanan.

1. Dokumentasi;
2. Laporan;
3. Monitoring dan evaluasi.




SOP PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF) dan SERTIFIKAT BUKTI KEPEMILIKAN BANGUNAN GEDUNG (SBKBG)

PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS
Kepala Dinas Operator Pemohon Kelengkapan Waktu Output
Menerima notifikasi kesesuaian Struktur dari Dinas
1 |Teknis melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Notifikasi kesesuaian struktur 5 Menit [Notifikasi kesesuaian struktur
Gedung (SIMBG)
M.e mva.lhdas1 draft Ser.nﬁkat Laik Fur.lgs1 (SIfF) dan siap | I Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang .. |Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang
2 |Diterbitkan melalui Sistem Informasi Manajemen PSP 5 Menit AT
sudah divalidasi sudah divalidasi
Bangunan Gedung (SIMBG)
. . . ] Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan
3 Ic\)/leergigihkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) kepada L Sertifikat Bukti Kepemilikan 5 Menit |Sertifikat Bukti Kepemilikan
P Bangunan Gedung (SBKBG) Bangunan Gedung (SBKBG)
Menerima dan mengirim/menyerahkan Sertifikat Laik | ] Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan
4 |Fungsi (SLF) dan Sertifikat Bukti Kepemilikan Bangunan Sertifikat Bukti Kepemilikan S5 Menit |Sertifikat Bukti Kepemilikan
Gedung (SBKBG) Bangunan Gedung (SBKBG) Bangunan Gedung (SBKBG)
¥ . . . . . .
. . . . . Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan
5 |Menerima Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan Sertifikat © Sertifikat Bukti Kepemilikan 5 Menit |Sertifikat Bukti Kepemilikan

Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG)

Bangunan Gedung (SBKBG)

Bangunan Gedung (SBKBG)




TANAH LAUT

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 67 /DPMPTSP/2024

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SURAT KETERANGAN TATA RUANG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang

Mengingat

: 1.

KABUPATEN TANAH LAUT,

a. bahwa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut Nomor
89/DPMPTSP/2022 tentang Standar Operasional Prosedur
Surat Keterangan Tata Ruang sudah tidak sesuai dengan
kebutuhan dan perkembangan keadaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanah Laut tentang Standar Operasional Prosedur

Surat Keterangan Tata Ruang;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah
Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun
1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Momor 9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820);



Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia 6389);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Repiublik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan  Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

Peraturan  Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6618);



9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita

Negara Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang
Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1956);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2024
tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 —
2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor

5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 69);

14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

15. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan;

16. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

MEMUTUSKAN
Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut tentang Standar Operasional

Prosedur Surat Keterangan Tata Ruang.



KEDUA : Format Standar Operasional Prosedur Surat Keterangan Tata Ruang
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 2 Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pélayanar Terpadu Satu Pintu
Kabupaten‘ anah Laut,

\
i »'_-_-.ji \

- — T

~Ars SUHARYO



LAMPIRAN :

TANAH LAUT

DINAS PM DAN PTSP

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SURAT KETERANGAN TATA
RUANG

Nomor SOP 67 /DPMPTSP/2024

Tanggal Pembuatan

25 April 2024

Tanggal Revisi

2 Mei 2024

Tanggal Efektif

2 Mei 2024

Disahkan oleh

Kepala DPMPTSP
Kabupntén‘T ah Laut,

!
T L DNAPET o A

Ir. SUHAAR
NIP. 12040502 198703 1 020

Nama SOP

Surat Keterangan Téta'Ruiang

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Resiko ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Di Daerah ;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2043;

5. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas;

2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;

3. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat
sasaran dan tepat waktu.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. Perangkat Komputer, Aplikasi dan Internet
2. ATK
3. Lemari Arsip/Rak

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam pelayanan Surat
Keterangan Tata Ruang dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan
ketidakpastian, ketidaktransparanan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu
serta kelambanan dalam pelayanan perizinan dan non perizinan.

1. Dokumentasi produk perizinan/non perizinan;
2. Laporan produk perizinan/non perizinan;
3. Monitoring dan evaluasi realisasi produk perizinan/non perizinan.




SOP SURAT KETERANGAN TATA RUANG

PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS
Pemohon | Front Office | Back Office Kabid Sekretaris Kepala Dinas Tim Teknis Kelengkapan Waktu Output

1 |Melakukan pendaftaran melalui online/ offline secara Berkas permohonan 15 - 20 |Berkas untuk diperiksa
mandiri atau melalui pendampingan dari petugas Surat Keterangan Tata menit [kelengkapannya
DPMPTSP dengan mengisi data pemohon dan upload Ruang
persyaratan melalui sistem

2 |Menerima dan memeriksa berkas permohonan Surat Berkas permohonan 15 menit |Berkas permohonan
Keterangan Tata Ruang . Jika lengkap Pemohon diberi Ya Surat Keterangan Tata Surat Keterangan Tata
resi tanda terima dan berkas diteruskan ke Back Office, Ruang dan Resi Ruang yang sudah
jika tidak lengkap, berkas dikembalikan ke Pemohon /\ diperiksa
untuk dilengkapi Tidak \/ kelengkapannya

3 |Memverifikasi ulang berkas Berkas permohonan 10 menit |Berkas yang sudah

Ej Surat Keterangan Tata diverifikasi
Ruang

4 |Membuat Surat Permohonan pertimbangan teknis Berkas yang sudah 10 menit |Berkas Permohonan,

(Pertek) dan diteruskan untuk diparaf — diverifikasi Draft Surat Permohonan
| ] Pertimbangan Teknis
(Pertek)

5 |Memaraf Surat Permohonan pertimbangan teknis Berkas Permohonan, 10 menit |Berkas Permohonan,
(Pertek) dan diteruskan ke Kepala Dinas untuk 1 Surat Permohonan Surat Permohonan
ditandatangani I I—%I J Pertimbangan Teknis Pertimbangan Teknis

(Pertek) (Pertek) yang sudah
diparaf

6 |Menandatangani draf Surat Keterangan Tata Ruang — Berkas Permohonan, 10 menit |Berkas Permohonan,
Surat Permohonan pertimbangan teknis (Pertek) 1 I Surat Permohonan Surat Permohonan

Pertimbangan Teknis Pertimbangan Teknis
(Pertek) yang sudah (Pertek)
diparaf

7 |Mengirim Permohonan Pertek beserta salinan surat Permohonan Pertek 120 menit|Permohonan Pertek
permohonan Surat Keterangan Tata Ruang ke Tim E IL’ beserta salinan surat beserta salinan surat
Teknis Dinas PUPRP permohonan Surat permohonan Surat

Keterangan Tata Ruang Keterangan Tata Ruang
Tidak

8 |Melakukan cek lapangan untuk memberikan Berkas permohonan 1 hari |BAP dan Rekomendasi
rekomendasi persetujuan jika permohonan disetujui Ya Surat Keterangan Tata
atau rekomendasi menolak jika permohonan tidak < > Ruang , Surat Tugas
disetujui yang dituangkan ke Berita Acara Pemeriksaan /\ untuk cek lapangan,

(BAP) BAP

9 |Menerima pertimbangan teknis (Pertek) dari Dinas BAP dan Rekomendasi 20 menit |Surat Permohonan

PUPRP Pertimbangan Teknis
(Pertek)




PELAKSANA MUTU BAKU
No. AKTIVITAS
Pemohon | Front Office | Back Office Kabid Sekretaris Kepala Dinas Tim Teknis Kelengkapan Waktu Output
10 |Menindaklanjuti pertimbangan teknis (Pertek) dari Surat Permohonan 20 menit |Draf Surat Keterangan
Dinas PUPRP dengan membuat draf Surat Keterangan Pertimbangan Teknis Tata Ruang
Tata Ruang dan meneruskannya ke Kabid untuk (Pertek)
diparaf
11 |Memaraf Surat Keterangan Tata Ruang dan diteruskan Draf Surat Keterangan 5 menit [Draf Surat Keterangan
ke Kepala Dinas untuk ditandatangani Tata Ruang Tata Ruang yang sudah
diparaf
:_l P
12 |Menandatangani draf Surat Keterangan Tata Ruang Draf Surat Keterangan 5 menit [Surat Keterangan Tata
|| I Tata Ruang yang sudah Ruang yang sudah
diparaf untuk ditandatangani
ditandatangani
13 |Meregistrasi, memberikan nomor, dan memberikan Surat Keterangan Tata 8 menit |Surat Keterangan Tata
stempel Surat Keterangan Tata Ruang Ruang yang sudah Ruang yang sudah
ditandatangani diregistrasi, diberi
E: nomor, dan stempel
14 |Mengarsipkan dan menyerahkan Surat Keterangan Tata Surat Keterangan Tata 8 menit [Surat Keterangan Tata
Ruang yang asli ke Front Office untuk diberikan kepada — Ruang yang siap Ruang yang sudah
Pemohon 1 I diarsipkan dan siap diarsipkan dan siap
diserahkan ke pemohon diserahkan ke pemohon
15 |Menyerahkan Surat Keterangan Tata Ruang kepada Surat Keterangan Tata 5 menit [Surat Keterangan Tata
Pemohon Ruang yang siap Ruang yang siap
I I diserahkan ke pemohon diserahkan ke pemohon
16 |Menerima Surat Keterangan Tata Ruang Surat Keterangan Tata 5 menit [Surat Keterangan Tata
Ruang yang siap Ruang yang sudah
é diserahkan ke pemohon diterima




